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BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua
hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas
LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas
kewajaraninformasikeuangan yangdisajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria
pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal
16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada
kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun
2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK
harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang
pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang
dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis
opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

e  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan
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opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena
keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu
paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

e  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

e Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

e  Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat
(TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan
keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas,
sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas
tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian
intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas,
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah
SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI
dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

e Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan.

e Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

e  Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan
ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur
pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan
penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
sebagai berikut.

Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di
masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya.

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan
yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun
operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian
atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah
(kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak
mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input
dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/
kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan
dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio
penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar
dari seharusnya.

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome)
yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan
manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal
sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selainitu, BPKjuga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi
dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian
opini atas LK.
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Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang  tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan
arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CalLK), yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya
meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CalLK, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut,
dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-
lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah
pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah
pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan
Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota
menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester | Tahun 2013 BPK telah melakukan
pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan
keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun
BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu,
dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR
pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan
415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun
LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu
penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004. Pada semester | Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan
LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga
telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur
secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.
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BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester | Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan
pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta
LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun
2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya
termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah
melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi
anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan
ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas
yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36
triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai
Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai
Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK
dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan
dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/
daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak
selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK
BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL
termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun
2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW
atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun
2011, BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK
Bank Indonesia (BI), LK Loan Asian Development Bank (ADB) 2575-INO pada Rural
Infrastructure Support (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Project 1l Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum (PU), LK Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and
Health Project (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK Loan
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ADB No. 2768-INO pada Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to
PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)
Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun
2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester | Tahun 2013

Opini
fenis LK WTP % WDP % T TW % TMP % fumiah
LKPP 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
LKKL 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
LKPD 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415
LK Badan Lainnya 4 66% 1 17% 0 0% 1 17% 6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
pada Semester | Tahun 2013
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BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak
menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah
LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu
permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang
mempengaruhiopini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan
sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang
terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi
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di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi
di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus
yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak
35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13
kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu
aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset
tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian
oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan
pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-
kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus.
Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau
tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum
dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang
tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK
adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK
mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti
kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan
kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester | Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai
pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan
Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25
miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah,
serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan
rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307
kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No. Sub Kelompok Temuan Jogioh

Kasus

1  Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.918

5 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2957
Belanja ’

3  Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.132

Jumlah 5.307
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Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257
kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern
sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus
tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan
kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan,
penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai
Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan
dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada

Pemeriksaan Keuangan
(nilai dalam juta rupiah)

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Negara/Daerah 2.602 1.373.118,12
2 Potensi Kerugian Negara /Daerah 402 3.210.410,23
3 Kekurangan Penerimaan 1.113 2.082.523,33
Sub Total 1 4.117 6.666.051,68

Administrasi 2.613 -
Ketidakhematan 268 244.111,19
Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan 284 916.617,14

Sub Total 2 3.165 1.160.728,33

Jumlah 7.282 7.826.780,01
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Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada
Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam
IHPS | Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub
Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/
daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak
4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut
adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub
Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165
kasus (44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah
tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya
terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus
kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara
lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang
ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan
pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang
terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.
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Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian
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Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23%
dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;

kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai
Rp145.151,08 juta;

kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15%
dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;

kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;

kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus
kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;

kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan
sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;

Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus
(5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;

kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh
kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;

kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak
104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan
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e  kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian)
senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (mark up), dan rekanan
pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23
juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa
aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian
pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian
atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih,
rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang
telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam
pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai
ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan
kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang
tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan
dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
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Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

e  kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi
kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;

e kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;

e  kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh
kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

e kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai
Rp1.450.741,68 juta;

e kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil
pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7%
dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;

e kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak
15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;

e  kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh
kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;

e kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset
kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian)
senilai Rp84.359,86 juta;

e kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan

e kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang
dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor
DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33
juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda
keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah,
penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase
kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.
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Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
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Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

e kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah
sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai
Rp1.868.190,17 juta;

e kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus
kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;

e kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4%
dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;

e kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25
kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;

e kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak
sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai
Rp2.624,91 juta; dan

e  kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus
kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan
yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran
subsidi oleh pemerintah.

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan
Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan
penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan
entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas
negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai
Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan
adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613
kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19
juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.
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BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

3.1 Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP
Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun
2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan
atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu,
BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun
2011.

3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
“Husni, Mucharam & Rekan” sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP “Husni, Mucharam &
Rekan” ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang
Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP
untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
tahunan BPK Rl Tahun 2012.

33 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.

34 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk
memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan
berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa
telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang
dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian
yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d)
pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

35 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran
(LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian
neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88
triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan
negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai
Rp1.491,41 triliun, pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit
anggaran senilai Rp153,31 triliun.

3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CalK.
Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,
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3.7

3.8

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun,
kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun.
Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun,
realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto
senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun
2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun
2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak
memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer opinion atas LKPP.

Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih
menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari
kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan sebagai berikut.

e Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih
kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan
Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun
yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (unrealized)
senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung
penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh
transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang
Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari
untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung
berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia
tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan
yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan
belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas
(unrealized).

e Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan
anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial,
yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai
sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai
Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang
melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang
belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran
Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun
tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun
yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening
penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan
anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98
miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja
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Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi
belanja yang sebenarnya.

Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam
Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti
eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks
kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya
dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri
keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak
memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas
kewajaran saldo Aset Eks BPPN.

Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun
2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL
dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun
dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian
fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49
miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi
manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung
dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan
penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang
berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan
fisik SAL.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam
LKPP antara lain sebagai berikut.

Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh
yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30
triliun karena penggunaan tarif tax treaty.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun
Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan
koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak
dapat diyakini kewajarannya.

Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan
PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak,
sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun
berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.

Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan
Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) senilai SDR 2.569,40
juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012)
belum jelas sumber pendanaannya.
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Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)
eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun
2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun
untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pemerintah antara lain agar

Buku Il IHPS

segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait
amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen
tax treaty;

mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan
anggaran;

menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan
hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian
atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan
masalahaseteksBPPN terkaitaset propertiyangdokumenkepemilikannya
dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);

menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih
kurs;

segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL
pada tahun-tahun sebelumnya;

menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan
pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/
Pengesahan (SP3) atas Notice of Disbursement (NoD) Tahun Anggaran
yang lalu;

segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks
BPPN yang telah berstatus free dan clear;

menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR,
memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang
diidentifikasikan menambah jumlah aset dan segera menuntaskan
pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;

memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti
lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian
negara;

meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Letter of
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Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan
dananya;

e menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;

e menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui
mekanisme APBN; dan

e mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas
BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK).

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada
DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada
tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu
opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai
dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat
terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

Opini

Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini
WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP
pada 2 LKKL.

Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas
dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

Opini
LKKL Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83
Tahun 2009 44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78
Tahun 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83
Tahun 2011 66 76% 18 21% 0 0% 3 3% 87
Tahun 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
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Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
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Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan
pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru
mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012
secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat
dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.

Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP
dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di
Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan
pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja
bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya
dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang
memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang
belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.

Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas
kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan
aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan
informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian
dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan
Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung
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catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan
aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta
permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan
penelusuran dan penilaian.

Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang
ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain
terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan
pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester | Tahun 2013, ketidakpatuhan
pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap
telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai
Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19
miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70
miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan
sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun2004tentangPerbendaharaanNegara, pemerintahtelah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat
sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus
dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika
seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,
serta efisien dan efektif.

SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas
pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan.

Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk
melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.
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Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
keuanganyangberupaopini, BPKjuga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat
diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan
WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.
Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem
pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian vyaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi
dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian.
Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya
penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen
pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang
kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja
yang baik dengan pihak ekstern.

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam
menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya
kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya
pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan
pengendalian tercermin daribelum memadainya pengendalian fisik atas aset,
pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian
yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian
penting.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan
tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam
pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan
melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi,
dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi
terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil
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audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain
yang ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau
74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun
sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP
dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan
peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.

Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem
akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya
komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini
WTP.

Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI,
yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan
disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas
disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 267
2 Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 283
3 Struktur Pengendalian Intern 198

Jumlah 748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
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Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan
sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat
dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, terdiri atas

e sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;

e sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan
ketentuan;

e sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;

e sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak
memadai; dan

e sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum
didukung SDM yang memadai.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kementerian Sosial, PNBP TA 2012 dari denda keterlambatan
penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79
juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda
keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian
pencatatan belanja modal dan PNBP di LRA.

e Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang
belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan
minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

e Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan
negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM
belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas
pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.
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Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, terdiri atas

sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan
ketentuan;

sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;

sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak
tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/
pendapatan;

sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan

sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi
pagu anggaran.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan
dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan
pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah
sekurang-kurangnyasenilaiRp12,70triliun, sehingga nilairealisasi belanja
bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
(BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga
berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur
dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI
belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
Penyetoran (SP3) karena Notice of Disbursement (NoD) senilai Rp4,08
miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah
luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja
Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai
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EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah Bl
tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian
berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan
dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama
Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNBP dari
pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.

Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah
belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan
pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian
BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi
energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki standard operating procedure
(SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati;

sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;

sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal; dan

sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78
entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.
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Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur
mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak
tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN,
sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak
jelas.

Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum
mendapat ijin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan
penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum
tercapai dan rawan disalahgunakan.

Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian
kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses
Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya
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indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa,
mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d.
20009.

e Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan
tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai
ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja
barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan
pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan
secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas,
kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi
dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.

Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur
yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum
menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan
kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan
dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam
pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang
bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok
temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.
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Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-
undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)
No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Negara 483 683.792,84
2 Potensi Kerugian Negara 56 2.292.815,19
3 Kekurangan Penerimaan 203 1.771.601,09
4 Administrasi 395 =
5 Ketidakhematan 54 100.830,37
6 Ketidakefektifan 53 429.351,88

Jumlah 1.244 5.278.391,37

3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus
senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-
undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan

Perundang-undangan

4%
r

%

39Y% M Kerugian Negara
32%
B Potensi Kerugian Negara
m Kekurangan Penerimaan
B Administrasi

m Ketidakhematan

m Ketidakefektifan

5%

16%

3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%,
diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan
penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi
kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)
3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
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Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan
dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan
barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan,
kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan
harga (mark up).

Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang
untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan
penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi
kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai
ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak
483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian
negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian
negara sebagai berikut:

e sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;

e sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai
Rp6.006,97 juta;

e sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;

e sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai
Rp111.803,15 juta;

e sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;

e sebanyak 19 kasus pemahalan harga (mark up) senilai Rp246.853,69 juta;

e sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
senilai Rp1.095,56 juta;

e sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;

e sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;
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e sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;

e sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai
Rp40.904,88 juta;

e sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak
atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;

e sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak
sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan

e sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di
antaranya penyalahgunaan dana PNBP dan belanja dalam proses TP/
TGR.

Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan
dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan
Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga
senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan
ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan
kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.

e Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim
Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU)
mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.

e DiKementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan
volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan
indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.

e Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai
Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data
atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik).

e Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat
pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85
miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai
Rp1,69 miliar.

Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan
aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran
sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya
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Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai
Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta
dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan
yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi
dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

Terhadapkasus-kasuskerugiannegaratersebut, BPKtelahmerekomendasikan
kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat
yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan
kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara
sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

Potensi kerugian negara adalah adanyasuatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian
di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputiadanya rekanan
belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang
telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset
tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya
pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan
pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan
kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau
dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi
kerugian negara.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara
sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas

e sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai
Rp15.865,60 juta;
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sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;

sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;

sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai
Rp2.705,68 juta;

sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp19.198,65 juta;

sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
senilai Rp11.810,13 juta;

sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi
tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan

sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta
di antaranya aset yang dimilki satker hilang yang masih menjadi tanggung
jawab pegawai.

Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas
6,11 juta m? sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat
Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
(PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas
Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo,
dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai
pihak lain.

Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI),
beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai
Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/
karyawan/pensiunan.

Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik
BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m? senilai Rp2,70 miliar
masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di
pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak
mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.

Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan
aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran
sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09
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juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai
Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam
Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan
entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal
dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola
barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas
yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi
hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya
unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya
denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak
ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung
penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan
sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas

e sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai
Rp107.611,86 juta;

e sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor
ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;

e sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai
Rp16.947,13 juta; dan

e sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan senilai Rp716,51 juta.
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Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran
999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah
senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara
kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.

e DiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNBP belum dipungut pada
Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik
Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNBP yang
belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas
Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNBP
yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak
negara dari PNBP berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.

e DiKementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung
Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum
disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara
dan potensi kekurangan penerimaan negara.

e Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan
pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi
dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan
kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan
senilai Rp12,13 miliar.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20
juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas
di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai
Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83
juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama
senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat
yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
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merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa
agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat
yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta
menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan
aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara
atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan
penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.

Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif
yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/
tidak valid) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas,
pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran,
proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan
kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan
pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau
barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas
waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran
akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan
aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata
anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan
administrasi.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan
administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas

e sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid);

e sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);

e sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran;

e sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan kerugian negara);

e sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan
pelelangan;
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sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain;

sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;

sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu
yang ditentukan;

sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran
belum disetor ke kas negara;

sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah;

sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan

sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja
melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.

3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut.
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Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804
lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48
miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga
realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor
penggunaannya.

Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak
dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai
aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya
serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.

Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat
sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBP
kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah
diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang
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diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada
Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum
diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan
surat tagihan.

e Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas
penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena
pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung
jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah
merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan
kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif
atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang
diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta
memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang
bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25
juta)

Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan
sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain
itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai
Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

Pada Semester | Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan
atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat
atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang
tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan
penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum
memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan
pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya
realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.
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3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus
kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya
terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah
dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan
senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus
ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.

3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.1 Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012
dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima
daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten
Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa
Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak
(Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun
laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah
tingkat provinsi/kabupaten/kota.

4.2 Selain itu, pada Semester | Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP
atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo
Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat
pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK
pada akhir Semester Il Tahun 2012.

4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011
meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai
neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai
Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian
pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan
pembiayaan neto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini,
SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah
temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan
kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan
bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”.
Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak
finansial.
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LKPD Tahun 2012
Opini

4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas
(termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas,
opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.

4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1.
Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LD OPINI oA
(Tshun) ' TP  Persentase WDP Persentase TW  Persentase TMP  Persentase

2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485

2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504

2010 34 7% 341 65% 26 5% 121 23% 522

2011 67 13% 349 67% 8 1% 100 19% 524

2012 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415

4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun
2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada
524 LKPD. Sampai dengan Semester | Tahun 2013, opini baru diberikan
kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah
dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat
menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan
perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
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Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa

e persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak
mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.

Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini
WDP serta TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang
dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan
keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya,
penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan
hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah
tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan
merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu
laporan keuangan.

Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan
keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan
akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan
Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan
ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan
metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai
bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai,
dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan
tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas,
belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.

Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan
tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan
lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset
tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset
lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester |
Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD
kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan
dalam Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP WDP T™w T™MP Jml WTP WDP ™ TMP Jml WTP WDP ™™ T™MP Jml
0 24 1 8 33 6 235 26 96 363 7 64 4 14 89
2008
0% 73% 3% 24% 100% 2% 65% 7% 26% 100% 8% 72% 4% 16% 100%
1 24 3] 5] 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92

2009
3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 7% 72% 9% 12% 100%

2010
18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%
10 19 0 4 33 36 267 6 89 398 21 63 2 7 93}
2011
30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%
16 9 0 1 26 67 212 4 26 309 30 46 0 4 80

2012
61% 35% 0% 4% 100% 22% 69% 1% 8% 100% 38% 57% 0% 5% 100%

Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan
tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
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Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah
provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.
LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari
keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP
dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah
kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan
entitas kabupaten.

Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas
kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini
pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap
sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan
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tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya
sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13
kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian
sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak
84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data
sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset
tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta
permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung
bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang
ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara
lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan
pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester | Tahun 2013 ketidakpatuhan
pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset
tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai
Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06
miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44
miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan
sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara, pemerintahtelahmengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat
sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus
dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika
seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,
serta efisien dan efektif.

SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas
pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
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SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan.

Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk
melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.

Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
keuanganyangberupaopini, BPKjuga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat
diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan
WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.
Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan
perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan
pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi
dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian.
Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya
penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen
pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang
kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang
baik dengan pihak ekstern.

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam
menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya
kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya
pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan
pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset,
pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian
yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian
penting.
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Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPl yang
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah,
dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan
dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan
berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain
itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri,
reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu
lain yang ditetapkan.

Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus
kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok
dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran
9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran
11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.586

) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 1.935
Belanja

3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 891

Jumlah 4.412

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak
4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan
kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan
pada 415 entitas.

Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun
2012 yang disajikan dalam persentase.
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Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
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Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa
kelemahan struktur pengendalian intern.

Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak
1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten
sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak
1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten
sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan
struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota
sebanyak 175 kasus.

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPl yang dapat
dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, terdiri atas

e sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;

e sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
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e sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;

e sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak
memadai; dan

e sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum
didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah
kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses
penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-
masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689
kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran
11.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai
akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai
akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.

e DiProvinsiSumateraSelatan, terdapatselisihnilaipiutangpajakkendaraan
bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem
Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang
disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

e Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan
tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil stock opname tidak dapat
diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31
Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.

e Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai
investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas
Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas,
sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini
kewajarannya.

e Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi
tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum
dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak
dapat diyakini kewajarannya.
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Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, terdiri atas

e sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

e sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

e sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

e sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;

e sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;

e sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan

e sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan
pengamanan fisik aset yang tidak memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang
sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis
tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan
dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53
kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota
sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti
disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak
air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32
miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya;

e Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan
bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan
daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan
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tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan
PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten
Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun
2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan
saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;

Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal
tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah
mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya; dan

Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat
kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan
Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai
Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan
aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka
risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur;

sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati;

sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;

sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal; dan

sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak
memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak
ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus
dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak
99 kasus dan 47 kasus.

Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332
pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

4.49

4.50

4.51

Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.

e Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik
pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan
daerah senilai Rp48,60 miliar.

e Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19
rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan
rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan
bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan
keuangan daerah.

e Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan
investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai
Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat
diyakini kewajarannya.

e Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian
kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak
dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012
mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai
Rp2,89 miliar.

e Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja
bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi
NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta,
efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar
tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan
keuangan.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan
laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami
ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur stock opname yang
kurang memadai.

Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang
belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi
untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan
stock opname persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan
meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang
bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan
kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian
kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam
Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam
Lampiran 11.

Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
(nilai dalam juta rupiah)
Jumlah

No. Sub Kelompok Temuan Nilai
Kasus

Ktidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Daerah 2.055 644.005,02
2 Potensi Kerugian Daerah 341 897.063,92
3 Kekurangan Penerimaan 889 282.944,54
Sub Total 1 3.285 1.824.013,48

4 Administrasi 2.163 -
5 Ketidakhematan 208 140.097,26
6 Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan 220 478.443,95
Sub Total 2 2.591 618.541,21

Total 5.876 2.442.554,69
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Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876
kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.

Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan
dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
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Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi
sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan
penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi
kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah
kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan
berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian
kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.
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Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

Tingkat Pemerintahan Total
. Sub Kelompok Provinsi Kabupaten Kota
b Jml .-
- KJaTl.Ils Nilai KLTtIJs Nilai KJaTJs Nilai fasus e
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perund d yang M
1 Kerugian Daerah 262 148.010,85  1.448 415.735,31 345  80.258,86  2.055  644.005,02
2 E‘;ﬁg;‘ (EREH: 31 63.763,15 235 561.099,31 75 272.201,46 341 897.063,92
3 E:EZ:?;E\Z: 84  47.580,55 645 203.777,87 160  31.586,12 889 282.944,54
Sub Total 1 377  259.354,55 2.328  1.180.612,49 580 384.06,44 3.285 1.824.013,48
4 Administrasi 150 - 1.581 - 432 - 2.163

5 Ketidakhematan 29  57.061,89 122 49.554,30 57 33.481,07 208 140.097,26
6 z‘::iae'::;'(‘:f':;hfan 16  128.199,28 153 270.798,19 51 79.446,48 220 478.443,95
Sub Total 2 195  185.261,17 1.856 320.352,49 540 112.927,55 2.591  618.541,21
Jumlah 572  444.61572 4.184  1.500.964,98 1.120 496.973,99 5.876  2.442.554,69

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok
temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262
kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai
Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta.
Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi
sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus
senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46
juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak
645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai
Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi
terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak
1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan,
ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak
45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai
Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.

Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD
Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam
persentase.
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Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
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Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih
banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan,
dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak
35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota.
Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah
provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak
14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih
tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah
provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten
sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan
dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan
barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan
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dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (mark up), penggunaan uang/
barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan,
pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/
pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan
daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak
2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapatindikasi kerugian
daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian
daerah tersebut sebagai berikut:

e sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43
juta;

e sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai
Rp23.902,75 juta;

e sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;

e sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
senilai Rp148.245,81 juta;

e sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;

e sebanyak 53 kasus pemahalan harga (mark up) senilai Rp16.928,36 juta;

e sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
senilai Rp52.000,85 juta;

e sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;

e sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;

e sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;

e sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai
Rp89.448,63 juta;

e sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir
macet senilai Rp26.933,48 juta;
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sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak
sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan

sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta
di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses
TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum
dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan
keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa
Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009
belum diproses TP/TGR.

4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian
daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah
kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta
dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai
Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81
kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.

4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
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Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah
pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23
miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi
dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan
kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR
yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar
yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS)
namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif
dan berpotensi tidak tertagih.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat
perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang
Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.

Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas
belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum
disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi
kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.

Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah
Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui
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harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi
pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi
senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota
senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/
penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai
Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16
juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan
dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang
berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadapkasus-kasuskerugiandaerahtersebut, BPKtelahmerekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang
perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada
pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan
yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta
mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas
daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian
di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi
ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan
kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama
masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus
sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan
pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan,
pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset
kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak
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tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus
potensi kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah
sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai
berikut:

e sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai
Rp19.607,04 juta;

e sebanyak26kasusrekananbelum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
senilai Rp2.485,38 juta;

e sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;

e sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai
Rp6.440,01 juta;

e sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp474.060,87 juta;

e sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
senilai Rp11.285,68 juta;

e sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;

e sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi
tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;

e sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai
Rp112,89 juta; dan

e sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12
juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun
di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan
volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan
independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum
disetor ke kasda.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi
kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain,
dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai
Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan
kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian
daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
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seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus
senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta,
sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya
sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah
senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga,
diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga
berpotensi beralih kepada pihak lain.

e Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil
reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah
Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk
Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.

e Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A
yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan
saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang
atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.

e Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap
yang sebagian besar dari hasil appraisal penyusunan neraca awal tidak
diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak
mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai
Rp16,29 miliar.

e Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat
angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet
mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.

e Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas
3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang
belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah.

Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai
Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28
juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset
tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84
juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti
disajikan dalam Lampiran 11.
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Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa,
memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan
penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah
dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas
daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda
keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah,
penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah
ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima
atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan,
kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus
kekurangan penerimaan.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan
sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
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e sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai
Rp62.220,92 juta;

e sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor
ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;

e sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai
Rp12.678,33 juta;

e sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk
ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;

e sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh
instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;

e sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;

e sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai
Rp36,00 juta; dan

e sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27
juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa
giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim
jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan
kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan
penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan
pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus
masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan
38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai
Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57
kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,
terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian
golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang
dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak
pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah
dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah
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senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan
daerah senilai Rp50,50 miliar.

e Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas
pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70
miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan
aset tanah.

e Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran
dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012
tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak
dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai
Rp13,48 miliar.

e Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak
mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan
tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan
sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d.
31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88
juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga
mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.

Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan
Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian
pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari
para penyedia barang dan jasa.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah
provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan
kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/
penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai
Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14
juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat
yangbertanggungjawab lalaidantidak cermat dalam menaatidan memahami
ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan,
pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang
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sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepadakepaladaerahantaralainagar memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang
lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan
ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan
aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah
atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan
penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.

Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi
pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid),
baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan
dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses
pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan
kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan
pelaksanaan lelang secara proforma.

Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik
daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-
lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau
amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah
melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran
uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara
pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran
investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/
belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran
kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan
administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
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sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid);

sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);

sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran;

sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan kerugian daerah);

sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;

sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain;

sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;

sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi
batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun
anggaran belum disetor ke kas daerah;

sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung
bukti yang sah;

sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah;

sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan

sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya
pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir
yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4,94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan
administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak
akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
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dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus
masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten
sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai
berikut.

e Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar
belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan
adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.

e Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai
Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga
Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas
penggunaan dana hibah.

e DiKabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara,
terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan
senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan
terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

e Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas
realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan
laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum
dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang
milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk
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meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum
memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya
ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi
di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak
220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah,
sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah
daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

Pada Semester | Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD
Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan
Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah
tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester
Il Tahun 2012.

Opini
Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.
Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78
kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:

e sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan;

e sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja; dan

e sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti
disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian
sebagai berikut:
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sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya
terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03
juta;

sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;

sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan

sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran

12.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

O

Has

Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di
bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:

Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui
keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak
dapatditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang
pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan
indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah
Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar,
Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00
juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga
mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51
miliar.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan
pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat
diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan
kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.

Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen
pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial
tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar
mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

il pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam

cakram padat terlampir.
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BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

5.1

5.2

5.3

Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK
badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (Bl), LK Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433
H/2012 M, LK Loan ADB No. 2575-INO pada Rural Infrastructure Support
(RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) Project |l Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum (PU), LK Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation
Management and Health Project (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian PU dan LK Loan ADB 2768-INO pada Urban Sanitation and
Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian PU.

Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan
atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas
SPI.

Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan
aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus
kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan
dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)
Laporan Laba Rugi /
Neraca Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas /
Laporan Realisasi Anggaran

No. Objek Pemeriksaan
Laba (Rugi)
Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Biaya Surplus
(Defisit)
1 ;Er;“::f:npemam'“ 34.879.701,64 11.389.111,26  23.490.590,38  7.832.529,11 1.068.427,58  6.764.101,53
2 BankIndonesia 1519.526.148,00  1.353.057.680,00  166.468.468,00  40.035.595,00  34.215.902,00  5.819.693,00
3 r;;}’::f:iﬁara 55.001.230,17 53.721.378,48 1.279.851,69  8.651.775,25 8.529.296,51 122.478,74
Loan ADB 2575-INO
4 . . . 37.432,91 37.432,91
Loan ADB 2654-INO
S S ismip - - - 46.391,45 46.391,45
G | RN ) 5 5 316.529,91 316.642,73 (112,82)

USRI
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5.4

5.5

5.6

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga
kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat
terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

Opini

Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK Bl, LK Loan
ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK Loan ADB No. 2654-INO MSMHP, dan
LK Loan ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun
1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun
2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

X Opini

No Entitas

2008 2009 2010 2011 2012
1 Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
2 Bank Indonesia WTP WTP WTP-DPP WTP WTP
3 Penyelenggara Ibadah Haji TMP TMP TMP WDP WDP
4 Loan _A.DB 2575-INO PNPM i i WTP WTP WTP

Mandiri

5 Loan ADB 2654-INO MSMHP - - - WTP WTP
6 Loan ADB 2768-INO USRI - - - - WTP
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Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya
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Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak
60%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun
2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian
intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa
untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini,
BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas
yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan
sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan
adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.
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Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan
dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No Sub Kelompok Jenis Temuan J::;Ij:
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 13
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 4
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5
3 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 4
I Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 3
Belanja
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 3

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
2 teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang 2
pendapatan dan belanja

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan

. berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan =

1 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 27

1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau 12
keseluruhan prosedur

2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 14

3 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 1

Jumlah 48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

B 27% H Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan Pelaporan

B Kelemahan Sistem
Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

1 Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern

H 17%
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Dari Grafik 5.2 diketahui

e Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
adalah sebanyak 27%.

e Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.

e Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak
56%.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.

e Di BIl, belum ada kepastian mengenai mekanisme set off kewajiban
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan
pembayaranyangharusdilakukanBlsenilaiRp23,50 miliar mengakibatkan
pencatatan kewajiban oleh Bl belum memiliki dasar yang memadai;

e Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai Bl yang ditugaskan
ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka shared function belum
dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga
pembayaran remunerasi pegawai Bl dalam penugasan shared function
tidak mempunyai kepastian hukum; dan

e Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang
tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban general
service jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus
minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang
belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan
prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan
kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan
pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan
menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai
Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

No Sub Kelompok Temuan mian Nilai
Kasus

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 7 1.913,13
Potensi Kerugian Negara 3 2.916,60
Kekurangan Penerimaan 6 20.892,51
Sub Total 1 16 25.722,24

4 Administrasi 18 -
Ketidakhematan 4 2.846,15
Ketidakefektifan 8 97,15
Sub Total 2 30 2.943,30

Jumlah 46 28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan

17% 15%

W Kerugian Negara

H Potensi Kerugian Negara
m Kekurangan Penerimaan
B Administrasi

m Ketidakhematan

m Ketidakefektifan

39%
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Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan
sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan
kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi
kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35%
dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan)
senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3
kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah
penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total
2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus
(65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan) senilai
Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan
administratif dan/atau perbaikan SPI .

Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan
penerimaan dan administrasi sebagai berikut.

e Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/
pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai
ketentuan perundang-undangan;

e Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;

e Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak
negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan

e Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau
pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut
tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak
menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi
tindak pidana.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian
keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran
uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;
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e Di Loan ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang
mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan Communication
Cost ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan Quality Control Test Cost
yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;

e Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai
perjanjian, sehingga Bl belum memperoleh pendapatan sanksi
administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan
perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK),
sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi
Uang Kertas (MSUK) dan sanksi breakdown time pemeliharaan MSUK;

e Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID)
senilai Rp2,32 miliar;

e Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal
pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank
Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD
Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan
kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada
Bank Penerima Setoran (BPS); dan

e Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi pada pembayaran Maslahat Ammah dan Nagabah jamaah
haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04
ribu equivalen Rp1,03 miliar.

Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah
menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas
negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84
juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada
Lampiran 15.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada
umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan
pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan
lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan
pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-
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pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab
yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung
jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan
penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai
dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya
ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di
dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8
kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A
APBD
APBN
ADB
B

BA
BRR
BPS
BUN
BBM
PIH
BPK
BPPN
BP3IP
BMKG
BUMN
BBPPKS
C
CalLK
D
DJKN
DPR
DPD
DPRD
DIPA
|
IHPS
IMF
K

KAP
SKK Migas

KL
L
LAK
LHP
LK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Asian Development Bank

Bagian Anggaran

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bank Penerima Setoran

Bendahara Umum Negara

Bahan Bakar Minyak

Penyelenggara lbadah Haji

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan llmu Pelayaran
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Badan Usaha Milik Negara

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Catatan atas Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

International Monetary Fund

Kantor Akuntan Publik

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas

Kementerian/Lembaga
Laporan Arus Kas

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Keuangan
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LPP . Lembaga Penyiaran Publik

LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD . Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPP . Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LKPP . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS . Lembaga Penjamin Simpanan

LoC . Letter of Credit

LRA . Laporan Realisasi Anggaran

M

MAK . Mata Anggaran Kegiatan

MK : Mahkamah Konstitusi

MKN : Modul Kekayaan Negara

MNN : Murni Nusantara Niaga

MSUK :  Mesin Sortasi Uang Kertas

MSMHP . Metropolitan Sanitation Management and Health Project
N

NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

NoD . Notice of Disbursement

o

OJK . Otoritas Jasa Keuangan

P

PU . Pekerjaan Umum

PP . Peraturan Pemerintah

PIH . Penyelenggara Ibadah Haji

PPA . Perusahaan Pengelola Aset

PSC : Production Sharing Contract

PKB . Pajak Kendaraan Bermotor

PSMK : Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM :  Perusahaan Daerah Air Minum

PKPS . Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN . Penyertaan Modal Negara

PNBP . Penerimaan Negara Bukan Pajak

PHLN :  Pinjaman/Hibah Luar Negeri

PNPM . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas . Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB ELJ.:\It Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas
R

RIS . Rural Infrastucture Support

RBA :  Rencana Bisnis dan Anggaran
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RPN

S

SAP
SAL
SAPB
SiLPA
SPAP
SKPD
SOP
SP3
SPI
RRI
SID
SDS
SPIP
SPKN
SPPD
T
TGR
TPKN
TMP
T™W
TPPI
V)
Unima
upP
UPTPPD
USRI
UuDP
UWTO
w
WDP
WTP
WTP-DPP

Riset Perkebunan Nusantara

Standar Akuntansi Pemerintahan

Saldo Anggaran Lebih

Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Standar Profesional Akuntan Publik
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Standard Operating Procedure

Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
Sistem Pengendalian Intern

Radio Republik Indonesia

Sistem Informasi Debitur

Startek Data Sistem

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Tuntutan Ganti Rugi

Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Tidak Memberikan Pendapat
Tidak Wajar

Trans Pacific Petrochemical Indotama

Universitas Negeri Manado

Uang Persediaan

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
Urban Sanitation and Rural Infrastructur

Uang Untuk Dipertanggungjawabkan

Uang Wajib Tahunan Otorita

Wajar Dengan Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
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Halaman 1 - Lampiran 4

Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012

No. Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tah?sz;:)oa Tah?xﬁuz‘:JOS Tah?:;:)lo Tah?xE"Z‘:Jll Tah?:;:)lz
Kementerian/Lembaga

1 [ Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2 | Dewan Perwakilan Rakyat WDP WTP WTP WTP WTP

3 | Badan Pemeriksa Keuangan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP

4 | Mahkamah Agung TMP TMP WDP WDP WTP

5 | Kejaksaan Republik Indonesia TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP

6 | Kementerian Sekretariat Negara WDP WDP WTP WTP WTP

7 | Kementerian Dalam Negeri TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

8 | Kementerian Luar Negeri WDP TMP WDP WTP-DPP WTP

9 [ Kementerian Pertahanan WDP WDP WDP WDP WTP-DPP
10 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TMP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP
11 [ Kementerian Keuangan WDP WDP WDP WTP WTP
12 [ Kementerian Pertanian WDP WDP WDP WDP WDP
13 | Kementerian Perindustrian WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
14 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WDP WDP WTP-DPP WTP WTP
15 | Kementerian Perhubungan WDP WDP WDP WDP WDP
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP WDP TMP TMP WDP
17 | Kementerian Kesehatan WDP TMP T™MP WDP WTP-DPP
18 | Kementerian Agama TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
19 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP WDP WDP WDP WDP
20 | Kementerian Sosial WDP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
21 [ Kementerian Kehutanan TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
22 | Kementerian Kelautan dan Perikanan TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
23 | Kementerian Pekerjaan Umum TMP WDP WDP WDP WTP-DPP
24 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
25 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP WTP WTP WTP WTP
26 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat WDP WTP WTP WTP WTP
27 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TMP WDP WDP WDP WDP
28 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP WTP WTP WTP WTP
29 | Kementerian Riset dan Teknologi WTP WTP WTP WTP WTP
30 | Kementerian Lingkungan Hidup TMP TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP
31 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah WDP WDP WTP WTP WTP-DPP
32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak WTP WTP WTP WTP WTP
33 gier::rr;ts?rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi WTP WTP WTP WTP WDP
34 | Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP
35 | Lembaga Sandi Negara WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP
36 | Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
37 [ Badan Pusat Statistik TMP WDP WDP WTP WTP
38 | perencanaan pembangunan Nasone wre e ¢ e v
39 [ Badan Pertanahan Nasional TMP TMP WDP WDP WTP-DPP
40 | Perpustakaan Nasional WDP WDP WTP WTP WTP
41 | Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP WDP WDP WDP WDP
42 | Kepolisian Negara Republik Indonesia TMP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
43 | Badan Pengawas Obat dan Makanan WDP WDP WTP-DPP WTP TMP
44 | Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
45 | Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP WTP WTP WTP
46 | Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
47 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WDP WDP WDP WDP WTP-DPP
48 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WDP WTP WDP WTP-DPP WTP
49 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP
50 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP
51 [ Komisi Pemilihan Umum TMP TMP WDP WDP WDP
52 [ Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP
53 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
54 | Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia WDP WDP WTP WTP WDP
55 | Badan Tenaga Nuklir Nasional WDP WTP WTP WTP WTP
56 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WDP WTP WTP WTP WDP
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Halaman 2 - Lampiran 4

No- Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahgzl%os Tah?::I;:)w Tah?xf\l:;m Tah?::I::)n Tahz:?::nz
57 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WDP WTP WTP WTP WDP
58 [ Badan Informasi Geospasial WTP WTP WDP WTP WDP
59 [ Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
60 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP WTP-DPP WDP WDP
61 | Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP
62 | Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP WTP WTP WTP
63 | Badan Kepegawaian Negara WDP WTP WTP WTP WTP
64 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
65 | Kementerian Perdagangan WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
66 | Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP WTP WTP WDP
67 | Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP WTP WDP WDP WDP
68 | Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP
69 | Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP
70 [ Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP
71 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana TMP TMP WDP WTP WTP
72 iadd;:egzsional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja WTP WTP WTP WTP WTP
73 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
74 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP WTP WTP
75 | Badan SAR Nasional WDP WTP-DPP WTP
76 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP WDP WTP
77 | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura WDP WDP
78 | Ombudsman Republik Indonesia WTP WTP
79 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan TMP WDP
30 :ZE:: ;:;gr:sahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan T™P %)

81 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP
82 [ Sekretariat Kabinet WTP
83 | Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP
84 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP
85 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP
36 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan T™P
Bebas Sabang
87 | APP 61 (Pembayaran Bunga Utang) WTP e * ko *
88 [ APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya) WTP-DPP & * & *
89 [ APP 69 (Belanja Lain-Lain) TMP > * © *
90 [ APP 70 (Dana Perimbangan) WDP * * * *
91 | APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian) WTP e * W *
92 | APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN) WTP-DPP & * kJ *
93 | APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN) WTP i * b *
94 | APP 98 (Penerusan Pinjaman) TMP ks * ko *
95 | APP 99 (Penyertaan Modal Negara) WDP * * * *
96 | BA 999.01 - Pengelolaan Utang *x WTP WTP WTP WTP-DPP
97 | BA 999.02 - Pengelolaan Hibah TMP WDP WDP WDP WTP-DPP
98 | BA 999.03 - Investasi Pemerintah WDP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
99 | BA 999.04 - Penerusan Pinjaman TMP TMP WDP WTP WTP
WDP untuk
Dana
Perimbangan
100 | BA 999.05 - Transfer ke Daerah danWTP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
untuk
Otonomi
khusus
TMP untuk
Belanja
101 | BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Lain-lain, WDP * * *
WTP-DPP
untuk Belanja
Subsidi
102 | BA 999.07 - Belanja Subsidi *x *x WDP WTP WTP-DPP
103 | BA 999.08 - Belanja Lain-lain *x *x WDP WTP-DPP WTP
104 | Bendahara Umum Negara rHE ok WDP WDP WDP
105 | Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias WDP HHHK kK HHHK kK
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Halaman 3 - Lampiran 4

. . . Opini Opini Opini Opini Opini
No. E K L B L
° ntitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012
Badan Lainnya
106 | Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
107 | Bank Indonesia WTP WTP WTP-DPP WTP WTP
108 | Pusat Investasi Pemerintah WTP WTP WTP HAAAAA b
S . Satker
109 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara WDP WTP HHAAA A KRR K
Kemenkeu
110 | Penyelenggara Ibadah Haji ( PIH) TMP TMP TMP WDP WDP
Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada Project
11 Management Office Asian Development Bank Earthquake And WTP
Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta
Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To
112 | The PNPM Mandiri Project Il Direktorat Jenderal Cipta Karya WTP WTP WTP
Kementerian Pekerjaan Umum
113 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi WTP R .
(BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008
Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation
114 | Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya WTP WTP
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
Loan ADB No. 2768-INO pada Urban Sanitation dan Rural
115 | Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat jenderal WTP
Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012
116 | PT. Jamsostek (Persero) WTP-DPP
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian
TW : Opini Tidak Wajar
T™MP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

Hokokok
kKKK

dokk ok K

BPK diperiksa

: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

: Perubahan nomor BA

: BA baru

: Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini
: Dibubarkan Tahun 2009

: Belum diperiksa

: Tidak diperiksa

oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Lampiran 5
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah Kasus %

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 267 35,70
1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 138
2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 93
3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan 2
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 24
5 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai 10
Il Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 283 37,83
1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai 86
1 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan 45
Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan
) Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau 77
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN 8
3 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya a3
potensi penerimaan/pendapatan
4 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 17
peningkatan biaya/belanja
4 | Lain-lain 7
1] Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 198 26,47
1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 120
2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 59
3 | Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 1
3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal 14
4 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 4
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 748 100
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 1 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan J:::':': % Nilai %
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:
1 Kerugian Negara 483 38,83 673.230,06 12,84
USD 1.062,76
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp683.792,84
1 | Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 30 6.237,19
usD 2,17
Jumlah Rupiah Total Rp6.258,73
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 21 6.006,97
3 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan 5 35.974,10
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 93 111.803,15
5 :gzbki)f;‘:l:n:embayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ 139 107.378,42
6 | Pemahalan harga (Mark up) 19 246.853,69
7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 3 1.095,56
3 Z:ieyfapﬁ(zrrj;alanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang 58 15.939,68
USD 1.060,59
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp26.480,92
9 Zietr:tl;?)\l/(aafn honorarium ganda dan atau melebihi standar yang 32 10.544,74
10 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 19 81.516,33
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 44 40.904,88
12 Eifg:s:n Iz)e:]zzanpszr;i kiarlr:gi::mbayaran restitusi  pajak atau 1 2.015,91
13 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai 1 65,00
ketentuan dan merugikan negara
14 | Lain-lain 18 6.894,44
] Potensi Kerugian Negara 56 4,50 2.282.886,19 43,52
USD 1.000,00
Jumlah Rupiah Total Rp2.292.815,19
1 Ketida'ksesuaian pfekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran 3 15.865,60
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
) Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang 1 .
hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
3 | Aset dikuasai pihak lain 17 869.660,66
4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa 1 2.705,68
5 | Aset tidak diketahui keberadaannya 11 19.198,65
6 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan 3 1.881,13

barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

USD 1.000,00

Rp11.810,13
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Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumiah % Nilai %
Kasus
7 Plutan'g/pmjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak 4 1.365.500,80
tertagih
8 | Lain-lain 6 8.073,67
[]] Kekurangan Penerimaan 203 16,32 1.759.249,51 33,54
USD 1.243,99
Jumlah Rupiah Total Rp1.771.601,09
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau
! dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara 88 107.611,86
Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
2 tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara 96 1.634.069,23
USD 1.234,40
Jumlah Rupiah Total Rp1.646.325,59
3 | Penggunaan langsung penerimaan negara 9 16.947,13
4 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 10 621,29
usD 9,59
Jumlah Rupiah Total Rp716,51
v Administrasi 395 31,75 - 0,00
Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak
1 . K 19
lengkap/tidak valid)
2 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak 78
valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan 6
anggaran
4 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak 48
menimbulkan kerugian negara)
5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 12
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 1
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan
7 - 106
perlengkapan atau Barang Milik Negara
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
8 | tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, 31
dil.
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau 1
amortisasi tidak sesuai ketentuan
Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang
10 . 38
ditentukan
11 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas 1
waktu yang ditentukan
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum
12 ] . 9
disetor ke Kas Negara
13 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 30
14 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 3
15 | Lain-lain 2
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Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumiah % Nilai %
Kasus
\" Ketidakhematan 54 4,34 100.440,06 1,91
usD 39,31
Jumlah Total Rupiah Rp100.830,37
1 | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 1 347,75
) P‘enetapan ‘kualltas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan 1 159,38
tidak sesuai standar
3 | Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga 52 99.932,93
UsD 39,31
Jumlah Rupiah Total Rp100.323,24
Vi Ketidakefektifan 53 4,26 429.351,88 8,19
1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai 6 1.181,42
peruntukan
) Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana 3 593,15
yang ditetapkan
3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 36 422.834,72
4 Pelaksanaan ke'glatan terlambét/terhamk?at stehmgga 7 4.687,85
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
5 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan 1 5474
dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai !
1.244 100 5.245.157,70 100
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan USD 3.346,06
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp5.278.391,37

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013
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Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012

Re EntiashEnerinchpeset Tahzr:;:)os Tah?:':;:mg Tah?l:"ZI:JIO Taiz:"z‘:)n Tah?::::)lz
1 |Prov. Aceh
LKPD 24 24 24 24 18
1 1 Prov. Aceh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 2 Kab. Aceh Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 3 | Kab. Aceh Barat Daya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 4 | Kab. Aceh Besar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 5 | Kab. Aceh Jaya 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 6 | Kab. Aceh Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 7 | Kab. Aceh Singkil 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 8 | Kab. Aceh Tamiang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 9 | Kab. Aceh Tengah 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
10 10 | Kab. Aceh Tenggara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 11 | Kab. Aceh Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 12 |Kab. Aceh Utara 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
13 13 | Kab. Bener Meriah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 14 | Kab. Bireuen 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
15 15 | Kab. Gayo Lues 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 16 | Kab. Nagan Raya 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
17 17 | Kab. Pidie 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 18 | Kab. Pidie Jaya 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 19 | Kab. Simeulue 1 WDP 1 T™W™W 1 ™ 1 WDP
20 20 | Kota Banda Aceh 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
21 21 | Kota Langsa 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 22 | Kota Lhokseumawe 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
23 23 | Kota Sabang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
24 24 | Kota Subulussalam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 | Prov. Sumatera Utara
LKPD 27 29 34 34 25

1 25 | Prov. Sumatera Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 26 | Kab. Asahan 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 27 | Kab. Batubara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 28 | Kab. Dairi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 29 | Kab. Deli Serdang 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
6 30 | Kab. Humbang Hasundutan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
7 31 | Kab. Karo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 32 | Kab. Labuhanbatu 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 34 | Kab. Labuhanbatu Utara 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
11 35 | Kab. Langkat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 36 | Kab. Mandailing Natal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
13 37 | Kab. Nias 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 38 | Kab. Nias Barat 1 TMP 1 TMP
15 39 [ Kab. Nias Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
16 40 | Kab. Nias Utara 1 TMP 1 TMP
17 41 | Kab. Padang Lawas 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
18 42 | Kab. Padang Lawas Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP
19 43 | Kab. Pakpak Bharat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 44 | Kab. Samosir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 45 | Kab. Serdang Bedagai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 46 | Kab. Simalungun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 47 | Kab. Tapanuli Selatan 1 TMP 1 TW 1 W 1 WDP 1 WDP
24 48 | Kab. Tapanuli Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
25 49 | Kab. Tapanuli Utara 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 50 | Kab. Toba Samosir 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 51 | Kota Binjai 1 WDP 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP
28 52 | Kota Gunung Sitoli 1 WDP 1 WDP
29 53 | Kota Medan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
30 54 | Kota Padangsidimpuan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 55 | Kota Pematangsiantar 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 56 | Kota Sibolga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
33 57 | Kota Tanjungbalai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 58 | Kota Tebing Tinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
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3 | Prov. Sumatera Barat
LKPD 20 20 20 20 19
1 59 | Prov. Sumatera Barat 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 60 | Kab. Agam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 61 | Kab. Dharmasraya 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 62 | Kab. Kep. Mentawai 1 WDP 1 WDP 1 WbDP 1 WDP 1 WDP
5 63 | Kab. Lima Puluh Kota 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 64 | Kab. Padang Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 65 | Kab. Pasaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 66 | Kab. Pasaman Barat 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 67 | Kab. Pesisir Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 68 | Kab. Sijunjung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 69 | Kab. Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 70 | Kab. Solok Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
13 71 | Kab. Tanah Datar 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
14 72 | Kota Bukittinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 73 | Kota Padang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
16 74 | Kota Padang Panjang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
17 75 | Kota Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 76 | Kota Payakumbuh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 77 | Kota Sawahlunto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 78 | Kota Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
4 | Prov. Riau
LKPD 12 12 13 13 9
1 79 | Prov. Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
2 80 [ Kab. Bengkalis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 81 | Kab. Indragiri Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 82 | Kab. Indragiri Hulu 1 TMP 1 TMP 1 ™ 1 WDP
5 83 | Kab. Kampar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 84 | Kab. Kepulauan Meranti 1 WDP 1 WDP
7 85 | Kab. Kuantan Singingi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
8 86 | Kab. Pelalawan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 87 | Kab. Rokan Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 88 | Kab. Rokan Hulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 89 | Kab. Siak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
12 90 | Kota Dumai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 91 | Kota Pekanbaru 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | Prov. Jambi
LKPD 11 12 12 12 12
1 92 | Prov. Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 93 | Kab. Batang Hari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
3 94 | Kab. Bungo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 95 | Kab. Kerinci 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 96 | Kab. Merangin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 97 | Kab. Muaro Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 98 | Kab. Sarolangun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 99 | Kab. Tanjung Jabung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
10 101 | Kab. Tebo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 102 | Kota Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 103 | Kota Sungai Penuh 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 | Prov. Sumatera Selatan
LKPD 16 16 16 16 16
1 104 | Prov. Sumatera Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 105 | Kab. Banyuasin 1 TMP 1 TW 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
3 106 |Kab. Empat Lawang 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP
4 107 | Kab. Lahat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 108 | Kab. Muara Enim 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 109 | Kab. Musi Banyuasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 110 | Kab. Musi Rawas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 111 | Kab. Ogan Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 112 | Kab. Ogan Komering llir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 3 - Lampiran 8

o q ini ini ini ini ini
No. Entitas Pemerintah Daerah T B AT S e
10 113 | Kab. Ogan Komering Ulu 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 114 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
13 116 | Kota Lubuklinggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 117 | Kota Pagar Alam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 118 | Kota Palembang 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
16 119 | Kota Prabumulih 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | Prov. Bengkulu
LKPD 10 11 11 11 11
1 120 | Prov. Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 121 | Kab. Bengkulu Selatan 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 122 | Kab. Bengkulu Tengah 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
4 123 | Kab. Bengkulu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 124 | Kab. Kaur 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 125 | Kab. Kepahiang 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
7 126 | Kab. Lebong 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
8 127 | Kab. Mukomuko 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 128 | Kab. Rejang Lebong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 129 | Kab. Seluma 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP
11 130 | Kota Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
8 |Prov. Lampung
LKPD 11 12 15 15 15
1 131 | Prov. Lampung 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
2 132 | Kab. Lampung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
3 133 | Kab. Lampung Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP
4 134 | Kab. Lampung Tengah 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 135 | Kab. Lampung Timur 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
6 136 | Kab. Lampung Utara 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 TW
7 137 | Kab. Mesuji 1 WDP 1 TMP 1 WDP
8 138 | Kab. Pesawaran 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 139 | Kab. Pesisir Barat
10 140 | Kab. Pringsewu 1 TMP 1 WDP 1 TMP
11 141 | Kab. Tanggamus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 142 | Kab. Tulang Bawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 143 | Kab. Tulang Bawang Barat 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 144 | Kab. Way Kanan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
15 145 | Kota Bandar Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
16 146 | Kota Metro 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung
LKPD 8 8 8 8 8
1 147 | Prov. Bangka Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 148 | Kab. Bangka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
3 149 | Kab. Bangka Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 150 | Kab. Bangka Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 151 | Kab. Bangka Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
6 152 | Kab. Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 153 | Kab. Belitung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 154 | Kota Pangkalpinang 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | Prov. Kepulauan Riau
LKPD 7 8 8 8 8
1 155 | Prov. Kepulauan Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 156 | Kab. Bintan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
3 157 | Kab. Karimun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 158 | Kab. Kepulauan Anambas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 159 | Kab. Lingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 160 | Kab. Natuna 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 161 | Kota Batam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
8 162 | Kota Tanjungpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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11 | Prov. DKI Jakarta
LKPD 1 1 1 1 1
1 163 | Prov. DKl Jakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
12 | Prov. Jawa Barat
LKPD 27 27 27 27 27
1 164 | Prov. Jawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 165 | Kab. Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 166 | Kab. Bandung Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 167 | Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 168 | Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 169 | Kab. Ciamis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 170 | Kab. Cianjur 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 171 | Kab. Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 172 | Kab. Garut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 173 | Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 WbDP 1 WDP 1 WDP
11 174 | Kab. Karawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 175 | Kab. Kuningan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 176 | Kab. Majalengka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 177 | Kab. Pangandaran
15 178 | Kab. Purwakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 179 | Kab. Subang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 180 | Kab. Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 181 | Kab. Sumedang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 182 | Kab. Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 183 | Kota Bandung 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 184 | Kota Banjar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
22 185 | Kota Bekasi 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 186 | Kota Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 187 | Kota Cimahi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 188 | Kota Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 189 | Kota Depok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
27 190 | Kota Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 191 | Kota Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | Prov. Jawa Tengah
LKPD 36 36 36 36 36
1 192 | Prov. Jawa Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
2 193 | Kab. Banjarnegara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 194 | Kab. Banyumas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
4 195 | Kab. Batang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 196 | Kab. Blora 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 197 | Kab. Boyolali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
7 198 | Kab. Brebes 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 199 | Kab. Cilacap 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 200 | Kab. Demak 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
10 201 | Kab. Grobogan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 202 | Kab. Jepara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
12 203 | Kab. Karanganyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 204 | Kab. Kebumen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 205 | Kab. Kendal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 206 | Kab. Klaten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 207 | Kab. Kudus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
17 208 | Kab. Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 209 | Kab. Pati 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 210 | Kab. Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 211 | Kab. Pemalang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 212 | Kab. Purbalingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 213 | Kab. Purworejo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 214 | Kab. Rembang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 215 | Kab. Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
25 216 | Kab. Sragen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 217 | Kab. Sukoharjo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 218 | Kab. Tegal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 219 | Kab. Temanggung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
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29 220 | Kab. Wonogiri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 221 | Kab. Wonosobo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 222 | Kota Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 223 | Kota Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
33 224 | Kota Salatiga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 225 | Kota Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
35 226 | Kota Surakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
36 227 | Kota Tegal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
14 | Prov. D.l. Yogyakarta
LKPD 6 6 6 6 6
1 228 | Prov. D.I. Yogyakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP
2 229 | Kab. Bantul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
3 230 | Kab. Gunung Kidul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 231 | Kab. Kulon Progo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 232 | Kab. Sleman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
6 233 | Kota Yogyakarta 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
15 | Prov. Jawa Timur
LKPD 39 39 39 39 39
1 234 | Prov. Jawa Timur 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
2 235 | Kab. Bangkalan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 236 | Kab. Banyuwangi 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 237 | Kab. Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 238 | Kab. Bojonegoro 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 239 | Kab. Bondowoso 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
7 240 | Kab. Gresik 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 241 | Kab. Jember 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
9 242 | Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 243 | Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 244 | Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 245 | Kab. Lumajang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 246 | Kab. Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 247 | Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 248 | Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 249 | Kab. Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
17 250 | Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 251 | Kab. Ngawi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 252 | Kab. Pacitan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP
20 253 | Kab. Pamekasan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
21 254 | Kab. Pasuruan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 255 | Kab. Ponorogo 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 256 | Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 257 | Kab. Sampang 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 258 | Kab. Sidoarjo 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 259 | Kab. Situbondo 1 W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 260 | Kab. Sumenep 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 261 | Kab. Trenggalek 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 262 | Kab. Tuban 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
30 263 | Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
31 264 | Kota Batu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
32 265 | Kota Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
33 266 | Kota Kediri 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 267 | Kota Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
35 268 | Kota Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
36 269 | Kota Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
37 270 | Kota Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
38 271 | Kota Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
39 272 | Kota Surabaya 1 TMP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP
16 | Prov. Banten
LKPD 8 9 9 9 9
1 273 | Prov. Banten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 274 | Kab. Lebak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 275 | Kab. Pandeglang 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
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4 276 | Kab. Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
5 277 | Kab. Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 278 | Kota Cilegon 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
7 279 | Kota Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 280 | Kota Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 281 | Kota Tangerang Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
17 | Prov. Bali
LKPD 10 10 10 10 10
1 282 | Prov. Bali 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 283 | Kab. Badung 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
3 284 | Kab. Bangli 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 285 | Kab. Buleleng 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
5 286 | Kab. Gianyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 287 | Kab. Jembrana 1 T™MP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
7 288 | Kab. Karangasem 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 289 | Kab. Klungkung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 290 | Kab. Tabanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
10 291 | Kota Denpasar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 | Prov. Nusa Tenggara Barat
LKPD 10 11 11 11 10
1 292 | Prov. Nusa Tenggara Barat 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WTP 1 WTP
2 293 | Kab. Bima 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 294 | Kab. Dompu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
4 295 | Kab. Lombok Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 296 | Kab. Lombok Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
6 297 | Kab. Lombok Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 298 | Kab. Lombok Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 299 | Kab. Sumbawa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 300 | Kab. Sumbawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 301 | Kota Bima 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
11 302 | Kota Mataram 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | Prov. Nusa Tenggara Timur
LKPD 20 21 22 22 10
1 303 | Prov. Nusa Tenggara Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 304 | Kab. Alor 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
3 305 | Kab. Belu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 306 | Kab. Ende 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
5 307 | Kab. Flores Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 308 | Kab. Kupang 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 T™MP
7 309 | Kab. Lembata 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
8 310 | Kab. Manggarai 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
9 311 | Kab. Manggarai Barat 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP
10 312 | Kab. Manggarai Timur 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
11 313 | Kab. Nagekeo 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 314 | Kab. Ngada 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
13 315 | Kab. Rote Ndao 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
14 316 | Kab. Sabu Raijua 1 WDP 1 WDP
15 317 | Kab. Sikka 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
16 318 | Kab. Sumba Barat 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
17 319 | Kab. Sumba Barat Daya 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 320 | Kab. Sumba Tengah 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 321 | Kab. Sumba Timur 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP
20 322 | Kab. Timor Tengah Selatan 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
21 323 | Kab. Timor Tengah Utara 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
22 324 | Kota Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | Prov. Kalimantan Barat
LKPD 14 15 15 15 10
1 325 | Prov. Kalimantan Barat 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 326 | Kab. Bengkayang 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 327 | Kab. Kapuas Hulu 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 328 | Kab. Kayong Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
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5 329 | Kab. Ketapang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 330 | Kab. Kubu Raya 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
7 331 | Kab. Landak 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
8 332 | Kab. Melawi 1 T™MP 1 TW 1 TW 1 TW
9 333 | Kab. Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 334 | Kab. Sambas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 335 | Kab. Sanggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 336 | Kab. Sekadau 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 337 | Kab. Sintang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
14 338 | Kota Pontianak 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
15 339 | Kota Singkawang 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP
21 | Prov. Kalimantan Tengah
LKPD 15 15 15 15 11
1 340 | Prov. Kalimantan Tengah 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 TMP
2 341 | Kab. Barito Selatan 1 TW 1 TW 1 TW 1 TMP
3 342 | Kab. Barito Timur 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 TMP
4 343 | Kab. Barito Utara 1 TW 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
5 344 | Kab. Gunung Mas 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
6 345 | Kab. Kapuas 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 346 | Kab. Katingan 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
8 347 | Kab. Kotawaringin Barat 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 348 | Kab. Kotawaringin Timur 1 ™™ 1 T™W™W 1 T™W 1 WDP 1 TMP
10 349 | Kab. Lamandau 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 350 | Kab. Murung Raya 1 ™™ 1 T™W™W 1 ™ 1 WDP 1 WDP
12 351 | Kab. Pulang Pisau 1 W 1 T™W 1 T™W 1 T™W 1 TMP
13 352 | Kab. Seruyan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 353 | Kab. Sukamara 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP
15 354 | Kota Palangka Raya 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
22 | Prov. Kalimantan Selatan
LKPD 14 14 14 14 12
1 355 | Prov. Kalimantan Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 356 | Kab. Balangan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 357 | Kab. Banjar 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
4 358 | Kab. Barito Kuala 1 W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 359 [ Kab. Hulu Sungai Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 360 | Kab. Hulu Sungai Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 361 | Kab. Hulu Sungai Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 362 | Kab. Kotabaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
9 363 | Kab. Tabalong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
10 364 | Kab. Tanah Bumbu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 365 | Kab. Tanah Laut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 366 | Kab. Tapin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 367 | Kota Banjarbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 368 | Kota Banjarmasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 | Prov. Kalimantan Timur
LKPD 12 12 12 12 -
1 369 | Prov. Kalimantan Timur 1 ™ 1 W 1 WDP 1 WDP
2 370 | Kab. Berau 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
3 371 | Kab. Bulungan 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP
4 372 | Kab. Kutai Barat 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP
5 373 | Kab. Kutai Kartanegara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
6 374 | Kab. Kutai Timur 1 T™MP 1 TMP 1 T™W 1 ™
7 375 | Kab. Paser 1 W 1 T™W 1 T™W 1 WDP
8 376 | Kab. Penajam Paser Utara 1 WDP 1 T™W™W 1 T™W 1 WDP
9 377 | Kota Balikpapan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 378 | Kota Bontang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 379 | Kota Samarinda 1 TMP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
12 380 | Kota Tarakan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | Prov. Kalimantan Utara
LKPD
1 381 | Prov. Kalimantan Utara 2 3 3 3 -
2 382 | Kab. Malinau 1 W 1 WDP 1 T™W 1 WDP

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

Halaman 8 - Lampiran 8

5 q ini ini ini ini ini
No. Entitas Pemerintah Daerah T e T e i
383 | Kab. Nunukan 1 WDP 1 TW 1 ™ 1 WDP
4 384 | Kab. Tana Tidung 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
25 | Prov. Sulawesi Utara
LKPD 14 16 16 16 12
1 385 | Prov. Sulawesi Utara 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
2 386 | Kab. Bolaang Mongondow 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 TMP 1 TMP
3 387 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 388 | Kab. Bolaang Mongondow Timur 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
5 389 | Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 TMP
6 390 | Kab. Kepulauan Sangihe 1 WDP 1 TW 1 T™W 1 TMP 1 TMP
7 391 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1 WDP 1 WDP 1 W 1 WDP 1 WDP
8 392 | Kab. Kepulauan Talaud 1 T™MP 1 TMP 1 W 1 TMP 1 T™W
9 393 | Kab. Minahasa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 ™™
10 394 | Kab. Minahasa Selatan 1 TW 1 TW 1 T™MP 1 TMP
11 395 | Kab. Minahasa Tenggara 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
12 396 | Kab. Minahasa Utara 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
13 397 | Kota Bitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
14 398 | Kota Kotamobagu 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 T™W
15 399 | Kota Manado 1 WDP 1 ™ 1 TMP 1 T™W™W 1 WDP
16 400 | Kota Tomohon 1 ™ 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
26 | Prov. Sulawesi Tengah
LKPD 11 12 12 12 12
1 401 | Prov. Sulawesi Tengah 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 402 | Kab. Banggai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 403 | Kab. Banggai Kepulauan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
4 404 | Kab. Buol 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 TMP
5 405 | Kab. Donggala 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
6 406 | Kab. Morowali 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
7 407 | Kab. Parigi Moutong 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 408 | Kab. Poso 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 409 | Kab. Sigi 1 TMP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
10 410 | Kab. Tojo Una-Una 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
11 411 | Kab. Tolitoli 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 412 | Kota Palu 1 TMP 1 TMP 1 WbDP 1 WDP 1 WTP
27 | Prov. Sulawesi Selatan
LKPD 24 25 25 25 25
1 413 | Prov. Sulawesi Selatan 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 414 | Kab. Bantaeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 415 | Kab. Barru 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 416 | Kab. Bone 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 417 | Kab. Bulukumba 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
6 418 | Kab. Enrekang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 419 | Kab. Gowa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
8 420 | Kab. Jeneponto 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
9 421 | Kab. Kep. Selayar 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 422 | Kab. Luwu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
11 423 | Kab. Luwu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
12 424 | Kab. Luwu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
13 425 | Kab. Maros 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
14 426 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
15 427 | Kab. Pinrang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
16 428 | Kab. Sidenreng Rappang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 429 | Kab. Sinjai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 430 | Kab. Soppeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
19 431 | Kab. Takalar 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
20 432 | Kab. Tana Toraja 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
21 433 | Kab. Toraja Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 434 | Kab. Wajo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
23 435 | Kota Makassar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 436 | Kota Palopo 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
25 437 | Kota Pare-Pare 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
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28 | Prov. Sulawesi Tenggara
LKPD 13 13 13 13 12
1 438 | Prov. Sulawesi Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 439 | Kab. Bombana 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
3 440 | Kab. Buton 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
4 441 | Kab. Buton Utara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 442 | Kab. Kolaka 1 TW 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 443 | Kab. Kolaka Utara 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 444 | Kab. Konawe 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
8 445 | Kab. Konawe Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
9 446 | Kab. Konawe Utara 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
10 | 447 | Kab. Muna 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
11 | 448 | Kab. Wakatobi 1 T™MP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 449 | Kota Baubau 1 TW 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 | 450 | Kota Kendari 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 | Prov. Gorontalo
LKPD 7 7 7 7 7
1 451 | Prov. Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 452 | Kab. Boalemo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 453 | Kab. Bone Bolango 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 454 | Kab. Gorontalo 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
5 455 | Kab. Gorontalo Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 456 | Kab. Pohuwato 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 457 | Kota Gorontalo 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 | Prov. Sulawesi Barat
LKPD 6 6 6 6 6
1 458 | Prov. Sulawesi Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 459 | Kab. Majene 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 460 | Kab. Mamasa 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
4 461 | Kab. Mamuju 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
5 462 | Kab. Mamuju Utara 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 463 | Kab. Polewali Mandar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 | Prov. Maluku
LKPD 9 12 12 12 3
1 464 | Prov. Maluku 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
2 465 | Kab. Buru 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
3 466 | Kab. Buru Selatan 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
4 467 | Kab. Kepulauan Aru 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
5 468 | Kab. Maluku Barat Daya 1 T™MP 1 T™P 1 TMP
6 469 | Kab. Maluku Tengah 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
7 470 | Kab. Maluku Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
8 471 | Kab. Maluku Tenggara Barat 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
9 472 | Kab. Seram Bagian Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 473 | Kab. Seram Bagian Timur 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
11 | 474 | Kota Ambon 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
12 | 475 | Kota Tual 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
32 | Prov. Maluku Utara
LKPD 9 9 10 10 4
1 476 | Prov. Maluku Utara 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
2 477 | Kab. Halmahera Barat 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
3 478 | Kab. Halmahera Selatan 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 479 | Kab. Halmahera Tengah 1 TMP 1 TW 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
5 480 | Kab. Halmahera Timur 1 TMP 1 ™ 1 T™P 1 TMP
6 481 | Kab. Halmahera Utara 1 TMP 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
7 482 | Kab. Kepulauan Sula 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP
8 483 | Kab. Pulau Morotai 1 T™MP 1 TMP
9 484 | Kota Ternate 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 WDP
10 | 485 | Kota Tidore Kepulauan 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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33 | Prov. Papua
LKPD 22 23 28 30 10
1 486 | Prov. Papua 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
2 487 | Kab. Asmat 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 488 | Kab. Biak Numfor 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
4 489 | Kab. Boven Digoel 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
5 490 | Kab. Deiyai 1 TMP
6 491 | Kab. Dogiyai 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
7 492 | Kab. Intan Jaya 1 TMP
8 493 | Kab. Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 494 | Kab. Jayawijaya 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 495 | Kab. Keerom 1 T™MP 1 T™MP 1 T™P 1 TMP
11 | 496 | Kab. Kepulauan Yapen 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
12 497 | Kab. Lanny Jaya 1 T™MP 1 TMP
13 498 | Kab. Mamberamo Raya 1 TMP 1 TMP 1 T™MP
14 499 | Kab. Mamberamo Tengah 1 T™P 1 TMP
15 500 | Kab. Mappi 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
16 501 | Kab. Merauke 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
17 502 | Kab. Mimika 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 503 | Kab. Nabire 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TW
19 504 | Kab. Nduga 1 T™MP 1 TMP
20 505 | Kab. Paniai 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
21 506 | Kab. Pegunungan Bintang 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 T™W 1 WDP
22 507 | Kab. Puncak 1 T™MP 1 TMP
23 508 | Kab. Puncak Jaya 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 TMP
24 509 | Kab. Sarmi 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
25 510 | Kab. Supiori 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
26 511 | Kab. Tolikara 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
27 512 | Kab. Waropen 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
28 513 | Kab. Yahukimo 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
29 514 | Kab. Yalimo 1 T™MP 1 TMP
30 515 | Kota Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 | Prov. Papua Barat
LKPD 10 10 12 12 2
1 516 | Prov. Papua Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
2 517 | Kab. Fakfak 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
3 518 | Kab. Kaimana 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 TMP
4 519 | Kab. Manokwari 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
5 520 | Kab. Manokwari Selatan
6 521 | Kab. Maybrat 1 T™MP 1 TMP
7 522 | Kab. Pegunungan Arfak
8 523 | Kab. Raja Ampat 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
9 524 | Kab. Sorong 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
10 525 | Kab. Sorong Selatan 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 526 | Kab. Tambrauw 1 T™MP 1 TMP
12 527 | Kab. Teluk Bintuni 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
13 528 | Kab. Teluk Wondama 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
14 529 | Kota Sorong 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP
Jumlah 485 504 522 524 415
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
™ : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
. Jumlah Kasus
No. Kelompok dan Jenis Temuan —
Provinsi | Kabupaten Kota Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 105 1.184 297 1.586
1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 47 689 159 895
2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 44 360 94 498
3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan - 10 6 16
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 13 116 34 163
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung
5 ) 1 9 4 14
SDM yang memadai
" Kelemahan Sistem Pen.gendallan Pelaksanaan Anggaran 160 1.384 391 1.935
Pendapatan dan Belanja
1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai 53 444 120 617
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
2 | penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai 20 181 48 249
ketentuan
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
3 | bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang 49 419 102 570
diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD 4 43 11 58
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
5 | dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ 18 224 82 324
pendapatan
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum 7 57 19 83
dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
7 | Lain-lain 9 16 9 34
Il | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 70 646 175 891
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur 0 346 99 485
atau keseluruhan prosedur
) S.OP yar\g a(.ja pada entitas tidak berjalan secara optimal atau 7 203 47 277
tidak ditaati
3 | Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern - 1 3 4
4 Satl'Jan Peng?was Intern yang ada tidak memadai atau tidak 5 79 18 99
berjalan optimal
5 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 1 17 8 26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 335 3.214 863 4.412
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
. Provinsi Kabupaten Kota
No. Kelompok dan Jenis 1 Iak _
Jumlah - Jumlah _— Jumlah - Nilai
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perund dangan yang M kibatkan
| Kerugian Daerah 262 148.010,85 1.448 415.735,31 345 80.258,86 2.055 644.005,02
1 | Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 32 27.265,91 97 26.708,33 20 2.834,19 149 56.808,43
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 13 7.093,21 61 14.078,26 15 2.731,28 89 23.902,75
3 Rekan_an pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 5 915,43 20 7.596,83 4 164,67 29 8.976,03
pekerjaan
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 76 35.122,61 343 92.686,57 81 20.436,63 500 148.245,81
5 | Ketebihan pembayaran selain kekurangan volume 30 10.477,37 173 23.210,19 36 2.706,17 239| 3639373
pekerjaan dan/atau barang
6 | Pemahalan harga (Mark up) 7 2.107,10 33 7.762,38 13 7.058,88 53 16.928,36
7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 4 1.337,85 92 49.193,47 15 1.469,53 111 52.000,85
g | Biava Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi 19 11.851,99 161 36.081,75 42 9.907,07 222 57.840,81
standar yang ditetapkan
g | Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi 7 1.841,37 64 11.036,23 26 5.604,96 97 18.482,56
standar yang ditetapkan
10 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai 17 16.751,30 49 17.865,78 16 2.904,42 82 37.521,50
dengan kontrak
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 38 27.263,31 238 47.197,53 56 14.987,79 332 89.448,63
12 ;Pneancgeimballan pinjaman/piutang atau dana bergulir a ) 3 26.933,48 3 } 3 26.933,48

13 PenJufalan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak . . 2 235,65 . . P 235,65
sesuai ketentuan dan merugikan daerah

14 | Lain-lain 14 5.983,40 107 55.148,86 21 9.153,27 142 70.285,53
1] Potensi Kerugian Daerah 31 52.841,25 235 561.099,31 75 272.201,46 341 886.142,02
USD 1.100,00 - - USD 1.100,00
Jumlah Rupiah 63.763,15 561.099,31 272.201,46 897.063,92
Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
1 | pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 8 3.447,89 35 14.495,83 14 1.663,32 57 19.607,04
seluruhnya
Rekanan belum melaksanakan kewajiban
2 | pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah 2 - 19 2.354,88 5 130,50 26 2.485,38
rusak selama masa pemeliharaan
3 | Aset dikuasai pihak lain 9 5.741,80 50 32.206,96 13 137.840,59 72 175.789,35
4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa - - 3 6.440,01 1 - 4 6.440,01
5 | Aset tidak diketahui keberadaannya 5 30.153,13 50 428.145,43 12 15.762,31 67 474.060,87

Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
6 | pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak 1 - 4 287,70 2 76,08 7 363,78
sesuai ketentuan

USD 1.100,00 - - -| USD 1.100,00
Jumlah Rupiah 10.921,90 287,70 76,08 - 11.285,68
7 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk 1 ) 1 224,00 3 84.135,86 5 84.359,86
menyerahkan aset kepada daerah
g | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi 1 7.758,82 24 47.909,62 13 29.255,28 58| 8492372
tidak tertagih
9 | Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan - - - - 2 112,89 2 112,89
10 | Lain-lain 4 5.739,61 29 29.034,88 10 3.224,63 43 37.999,12
mn Kekurangan Penerimaan 84 47.580,55 645 202.173,05 160 31.586,12 889 281.339,72
- USD 161,63 - USD 161,63
Jumlah Rupiah 47.580,55 203.777,87 31.586,12 282.944,54
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
1 | ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas 41 7.800,87 258 45.653,34 57 8.762,24 356 62.216,45
Daerah
- usD 0,45 - - UsD 0,45
Jumlah Rupiah 7.800,87 45.657,81 8.762,24 - 62.220,92

Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda
2 | keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ 38 38.741,61 330 141.265,43 85 18.996,25 453 199.003,29
diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah

- USD 161,18 - - UsSD 161,18
Jumlah Rupiah 38.741,61 142.865,79 18.996,25 - 200.603,65
3 | Penggunaan langsung Penerimaan Daerah 3 711,10 30 11.269,89 6 697,34 39 12.678,33

4 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum ; ) 2 195,75 } } 5 195,75
masuk ke kas Daerah

Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh

instansi yang tidak berhak 1 323,33 6 802,34 3 1.499,24 10 2.624,91

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari

1 3,64 8 2.313,73 6 1.580,35 15 3.897,72
ketentuan
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Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
. . L Provinsi Kabupaten Kota
No. K pok dan Jenis 1ak -
Jumlah _ Jumlah _ Jumlah i Nilai
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
7 | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah - - 1 36,00 - - 1 36,00
8 | Lain-lain - - 10 636,57 3 50,70 13 687,27
v Administrasi 150 1.581 432 2.163 -
1 Pertapggungjawaban perjalar)an dinas tidak akuntabel 4 39 18 61
(bukti tidak lengkap/tidak valid)
2 Pertanggl{ngjawa_ban t‘1dak akunt?bel (Pukh tlda.k 51 244 117 612
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau ; 1 3 15
penetapan anggaran
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
4 (tidak menimbulkan kerugian daerah) 9 46 24 79
5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 4 7 2 13
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 1 3 1 5
7 Penyimpangan terhadap peraturan perfUl_J.bidang 2% 295 83 204
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
8 | undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, 11 165 55 231
pertambangan, perpajakan, dll.
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan } 2 R 5
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
10 Penyetoran pfenerlmaan negara/daerah melebihi batas 16 174 20 230
waktu yang ditentukan
Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
1 melebihi batas waktu yang ditentukan 6 %6 14 116
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun
12 1 1
Anggaran belum disetor ke kas daerah 3 55 3 7
13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung 5 54 14 73
bukti yang sah
14 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 14 152 43 209
15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah - 14 2 16
16 | Lain-lain - 23 3 26
\" Ketidakhematan 29 57.061,89 122 49.554,30 57 33.481,07 208 140.097,26
1 | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 2 580,27 1 129,51 1 1.658,45 4 2.368,23
2 P.enetapan lfualltas dap kuantitas barang/jasa yang a } 7 1.625,91 : } 7 1.625,91
digunakan tidak sesuai standar
3 | Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau 27 56.481,62 114 47.798,88 56 31.822,62 197|  136.103,12
kemahalan harga
Vi Ketidakefisienan - - - - 1 - 1 -
Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output
1 . L - - - - 1 - 1 -
lebih besar/tinggi dari yang seharusnya
vil Ketidakefektifan 16 128.199,28 153 270.798,19 50 79.446,48 219 478.443,95
1 | Penegunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai 7 3.288,23 97|  179.567,80 26 30.304,35 130 | 213.160,38
peruntukan
2 Pemanfaatan barang/Ja.sa dilakukan tidak sesuai : a 3 13.640,79 1 ; 9 13.640,79
dengan rencana yang ditetapkan
3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 6 122.104,45 23 71.120,75 11 19.698,11 40 212.923,31
2 Pemanfa_atan l?arang/Jasa_l t'ld_ak berdampak terhadap } ) 2 697,80 1 2.355,00 5 3.052,80
pencapaian tujuan organisasi
5 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga 2 978,66 9 4.715,68 7 26.969,02 18| 3266336
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
6 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal - - 3 1.055,37 1 120,00 4 1.175,37
Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak
7 | diselenggarakan dengan baik termasuk target 1 1.827,94 8 - 3 - 12 1.827,94
penerimaan tidak tercapai
8 | Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif - - 1 - - - 1 -
Total Keti han terhadap Perundang: | 572 433.693,82 4.184 1.499.360,16 1.120 496.973,99 5.876 2.430.027,97
UsD 1.100,00 USD 161,63 - USD 1.261,63
Jumlah Rupiah 444.615,72 1.500.964,98 496.973,99 2.442.554,69
Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 28 Juni 2013
2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Lampiran 13
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

No Kelompok Temuan ek %
Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 13 27,08
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 4
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5
3 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 4
I} Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 8 16,67
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 3
1 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau )
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
) Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya 3
potensi penerimaan/pendapatan
1] Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 27 56,25
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 12
2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 14
3 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 48 100
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Halaman 1 - Lampiran 14

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan Lkl % Nilai %
Kasus

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 7 15,22 1.913,13 7,37
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 1 8,40
) Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau 1 875
barang )
3 Pemahalan harga (Mark up) 1 27,19
4 Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan 2 54,72
5 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 1 149,03
6 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 1 1.665,04
] Potensi Kerugian Negara 3 6,52 2.916,60 11,24
1 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih 1 317,16
2 Lain-lain 2 2.599,44
m Kekurangan Penerimaan 6 13,04 20.889,73 80,49
USD 0,28
Total Nilai Rupiah 20.892,51
1 D.end.a ketgrlambatan pekerjaan belum/tidak ditetépkan atau dipungut/ 1 127,68
diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara
USD 0,28
Total Nilai Rupiah 130,46

Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak
2 ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusa- 5 20.762,05
haan milik negara

v Administrasi 18 39,13 -
1 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 1
lainnya (selain perjalanan dinas)
) Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbul- 5
kan kerugian negara)
3 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perleng- 1
kapan atau Barang Milik Negara
4 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu 5
lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
5 Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan 2
6 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 2
7 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 1
8 Lain-lain 1
\' Ketidakhematan 4 8,70 138,31 0,53
UsD 272,72
Total Nilai Rupiah 2.846,15
1 Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga 4 138,31
USD 272,72
Total Nilai Rupiah 2.846,15
\Y/| Ketidakefektifan 8 17,39 97,15 0,37
1 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 1 97,15
2 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan 1 .

organisasi
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Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

. Jumlah o
No Kelompok dan Jenis Temuan % Nilai %
Kasus
3 Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi 5 .
pencapaian tujuan organisasi

4 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan 1 .

baik termasuk target penerimaan tidak tercapai
46 100,00 25.954,92 100
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan UsD 273,00
28.665,54
Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 28 Juni 2013
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Halaman 1 - Lampiran 16

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester | Tahun 2013

X Daftar LHP
No Entitas - -
Jml Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN
| [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
1 1 [Pemerintah Pusat 1 [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

1 2 |Majelis Permusyawaratan Rakyat 1 [LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2012

2 3 |Dewan Perwakilan Rakyat 1 [LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2012

3 4 |Mahkamah Agung 1 [LK Mahkamah Agung Tahun 2012

4 5 |Kejaksaan Republik Indonesia 1 LK Kejaksaan Republik Indonesia 2012

5 6 |Kementerian Sekretariat Negara 1 [LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012

6 7 |Kementerian Dalam Negeri 1 [LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012

7 8 |Kementerian Luar Negeri 1 [LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2012

8 9 |Kementerian Pertahanan 1 |LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012

9 10 [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 |LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012

10 | 11 |[Kementerian Keuangan 1 [LK Kementerian Keuangan Tahun 2012

11 | 12 [Kementerian Pertanian 1 [LK Kementerian Pertanian Tahun 2012

12 | 13 [Kementerian Perindustrian 1 [LK Kementerian Perindustrian Tahun 2012

13 | 14 |Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 |LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012

14 | 15 |[Kementerian Perhubungan 1 |LK Kementerian Perhubungan Tahun 2012

15 | 16 [Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 1 |LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

16 | 17 [Kementerian Kesehatan 1 [LK Kementerian Kesehatan Tahun 2012

17 | 18 [Kementerian Agama 1 [LK Kementerian Agama Tahun 2012

18 | 19 [Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 [LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012

19 | 20 |[Kementerian Sosial 1 |LK Kementerian Sosial Tahun 2012

20 | 21 [Kementerian Kehutanan 1 |LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012

21 | 22 [Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 |LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

22 | 23 |Kementerian Pekerjaan Umum 1 [LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012

23 | 24 |Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan| 1 |LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun|
Keamanan 2012

24 | 25 |Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 [LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012

25 | 26 |Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 [LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

26 | 27 [Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 |LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012

27 | 28 |Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 1 [LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012

28 | 29 |Kementerian Negara Riset dan Teknologi 1 [LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2012

29 | 30 |[Kementerian Lingkungan Hidup 1 [LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012

30 | 31 |[Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah| 1 |LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012

31 | 32 |[Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan| 1 |LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Perlindungan Anak Anak Tahun 2012

32 | 33 |[Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negaral 1 |LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Tahun 2012

33 | 34 |Badan Intelijen Negara 1 |LK Badan Intelijen Negara Tahun 2012

34 | 35 |Lembaga Sandi Negara 1 [LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2012

35 | 36 [Dewan Ketahanan Nasional 1 |LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012

36 | 37 [Badan Pusat Statistik 1 |LK Badan Pusat Statistik Tahun 2012

37 | 38 [Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/| 1 [LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas|
Bappenas ITahun 2012

38 | 39 [Badan Pertanahan Nasional 1 |LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2012

39 | 40 |Perpustakaan Nasional 1 LK Perpustakaan Nasional Tahun 2012

40 | 41 |Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 |LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

41 | 42 |Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 [LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012

42 | 43 |Badan Pengawas Obat dan Makanan 1 [LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012

43 | 44 |Lembaga Ketahanan Nasional 1 [LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2012

44 | 45 |Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 |LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012

45 | 46 |Badan Narkotika Nasional 1 |LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2012
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46 | 47 |Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 1 [LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
47 | 48 |Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1 |LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012
48 | 49 [Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 LK Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Tahun 2012
49 | 50 [Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 1 [LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012
50 | 51 |[Komisi Pemilihan Umum 1 [LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012
51 | 52 |Mahkamah Konstitusi 1 [LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2012
52 | 53 |Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1 LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2012
53 | 54 [Lembaga limu Pengetahuan Indonesia 1 |LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2012
54 | 55 |Badan Tenaga Nuklir Nasional 1 LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2012
55 | 56 [Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1 [LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2012
56 | 57 [Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 1 |LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2012
57 | 58 [Badan Informasi Geospasial 1 |LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
58 | 59 [Badan Standardisasi Nasional 1 |LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012
59 | 60 [Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1 LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012
60 | 61 |Lembaga Administrasi Negara 1 [LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012
61 | 62 |Arsip Nasional Republik Indonesia 1 LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
62 | 63 [Badan Kepegawaian Negara 1 LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012
63 | 64 [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012
64 | 65 |[Kementerian Perdagangan 1 [LK Kementerian Perdagangan Tahun 2012
65 | 66 |[Kementerian Perumahan Rakyat 1 [LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012
66 | 67 |[Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 [LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012
67 | 68 [Komisi Pemberantasan Korupsi 1 [LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
68 | 69 |Dewan Perwakilan Daerah 1 |LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2012
69 | 70 [Komisi Yudisial 1 |LK Komisi Yudisial Tahun 2012
70 | 71 |Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 [LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012
71 | 72 [Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga| 1 |LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiaj
Kerja Indonesia ITahun 2012
72 | 73 |Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 1 [LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2012
73 | 74 |Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 |LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012
74 | 75 |Badan SAR Nasional 1 |LK Badan SAR Nasional Tahun 2012
75 | 76 |Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1 [LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2012
76 | 77 |BP BPWS 1 |LK Badan Pengelola Wilayah Suramadu Tahun 2012
77 | 78 |Ombudsman Republik Indonesia 1 |LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012
78 | 79 [Badan Nasional Pengelola Perbatasan 1 [LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012
79 | 80 [Badan Nasional Penanggulangan Teroris 1 LK Badan Nasional Penanggulangan Teroris Tahun 2012
80 | 81 [Sekretariat Kabinet 1 [LK Sekretariat Kabinet Tahun 2012
81 | 82 [Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 [LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2012
82 ( 83 |Lembaga Penyiaran Publik Radio Republiik Indonesia 1 LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republlik Indonesia Tahun 2012
83 | 84 lLembaga Penyiaran Publik Televisi Republlik Indonesia 1 LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republlik Indonesia Tahun 2012
84 | 85 [Badan Per haan K 1 Perd 1 Bebas dan| 1 |LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan|
Pelabuhan Bebas Sabang Bebas Sabang Tahun 2012
85 | 86 |Bendahara Umum Negara (BUN) 1 |LK Bendahara Umum Negara Tahun 2012
86 | 87 |BA 999.01 - Pengelolaan Utang 1 |LKBA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2012
87 | 88 |BA 999.02 - Hibah 1 |LKBA 999.02 - Hibah Tahun 2012
88 | 89 |BA 999.03 - Investasi Pemerintah 1 [LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2012
89 | 90 |BA 999.04 - Penerusan Pinjaman 1 |LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2012
90 | 91 |BA 999.05 - Transfer ke Daerah 1 [LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2012
91 | 92 |BA 999.07 - Belanja Subsidi 1 |[LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2012
92 | 93 |BA 999.08 - Belanja Lainnya 1 |[LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2012
93 | 94 |Badan Pengusahaan Batam 1 [LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011
| 93
Il [Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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1 95 |Provinsi Aceh LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012

96 LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

97 LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012

98 LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012

99 LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

100 LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

101 LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012

102 LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012

103 LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012

104 LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

105 LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012

106 LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2012

107 LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

108 LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2012

109 LKPD Kota Langsa Tahun 2012

110 LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012

111 LKPD Kota Sabang Tahun 2012

112 LKPD Kota Subulussalam Tahun 2012

2 | 113 [Provinsi Sumatera Utara LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

114 LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2012

115 LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012

116 LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2012

117 LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012
118 LKPD Kabupaten Karo Tahun 2012

119 LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012

120 LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012
121 LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012
122 LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012

123 LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012
124 LKPD Kabupaten Nias Tahun 2012

125 LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012

126 LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012

127 LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012
128 LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2012

129 LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012
130 LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012
131 LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012

132 LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012

133 LKPD Kota Binjai Tahun 2012

134 LKPD Kota Medan Tahun 2012

135 LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012

136 LKPD Kota Sibolga Tahun 2012

137 LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012

3 | 138 [Provinsi Sumatera Barat LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

Rlr|lr|r|r|r|rRr|Rr|rRr|Rr|r|RrRr|r|r|RPr|Rr|[r]Rr|RPr|r|r]Rr|r|rRr|r|r|[Rr|Rr|r|Rr|Rr|r|[r|Rr|Rr|[r|Rr|RPr|r|[rRr|Rr|r|rRr|rRr|r|[R|Rr|~r|Rr]|R~

139 LKPD Kabupaten Agam Tahun 2012

140 LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
141 LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012
142 LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
143 LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012
144 LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2012

145 LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
146 LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
147 LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012

148 LKPD Kabupaten Solok Tahun 2012

149 LKPD KabupatenTanah Datar Tahun 2012
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150 LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012
151 LKPD Kota Padang Tahun 2012
152 LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2012
153 LKPD Kota Pariaman Tahun 2012
154 LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2012
155 LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2012
156 LKPD Kota Solok Tahun 2012

4 | 157 [Provinsi Riau LKPD Provinsi Riau Tahun 2012
158 LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
159 LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2012
160 LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
161 LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012
162 LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
163 LKPD Kabupaten Siak Tahun 2012
164 LKPD Kota Dumai Tahun 2012
165 LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012

5 | 166 |Provinsi Jambi LKPD Provinsi Jambi Tahun 2012

167 LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012

168 LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2012

169 LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2012

170 LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2012

171 LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012

172 LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2012

173 LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012
174 LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
175 LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2012

176 LKPD Kota Jambi Tahun 2012

177 LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2012

6 | 178 |Provinsi Sumatera Selatan LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012

179 LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012

180 LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012

181 LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2012

182 LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

183 LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012

184 LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012

185 LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012

186 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012

187 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012

188 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012
189 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012
190 LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2012

191 LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2012

192 LKPD Kota Palembang Tahun 2012

193 LKPD Kota Prabumulih Tahun 2012

7 | 194 [Provinsi Bengkulu LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2012

Rlr|lr|r|r|r|rr|r|rr|r|r|rr|r|r|r|r|rRr|Rr|r|r]r|r|rrRr|r|r|Rr|Rr|r|Rr|rRr|r|[r|Rr|r|[rRr|RPr|r|[r|Rr|r|rRr|r|r|[R|Rr|~r|Rr ]|~

195 LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012
196 LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
197 LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012
198 LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2012

199 LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2012

200 LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2012

201 LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012

202 LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012
203 LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2012

204 LKPD Kota Bengkulu Tahun 2012
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8 | 205 [Provinsi Lampung 1 [LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012
206 1 |LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
207 1 |LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
208 1 |LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
209 1 |LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
210 1 [LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
211 1 |LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012
212 1 |LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012
213 1 |[LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
214 1 [LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2012
215 1 [LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
216 1 [LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012
217 1 [LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012
218 1 [LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2012
219 1 |LKPD Kota Metro Tahun 2012
9 | 220 [Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 [LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
221 1 [LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2012
222 1 [LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
223 1 [LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012
224 1 |LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
225 1 |LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2012
226 1 |LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
227 1 |LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2012
10 | 228 [Provinsi Kepulauan Riau 1 [LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
229 1 [LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2012
230 1 [LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2012
231 1 |LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
232 1 |LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2012
233 1 [LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2012
234 1 |LKPD Kota Batam Tahun 2012
235 1 [LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2012
11 | 236 [Provinsi DKI Jakarta 1 |LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
12 | 237 [Provinsi Jawa Barat 1 |LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
238 1 [LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
239 1 [LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
240 1 [LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012
241 1 [LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012
242 1 [LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012
243 1 |LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012
244 1 |LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012
245 1 |LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012
246 1 |LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012
247 1 |LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012
248 1 [LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012
249 1 [LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012
250 1 [LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
251 1 [LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012
252 1 [LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012
253 1 [LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012
254 1 [LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
255 1 [LKPD Kota Bandung Tahun 2012
256 1 [LKPD Kota Banjar Tahun 2012
257 1 |LKPD Kota Bekasi Tahun 2012
258 1 [LKPD Kota Bogor Tahun 2012
259 1 |LKPD Kota Cimahi Tahun 2012
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260 1 |LKPD Kota Cirebon Tahun 2012
261 1 |LKPD Kota Depok Tahun 2012
262 1 |LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012
263 1 |LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012
13 | 264 |Provinsi Jawa Tengah 1 |LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
265 1 |[LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
266 1 [LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2012
267 1 [LKPD Kabupaten Batang Tahun 2012
268 1 |[LKPD Kabupaten Blora Tahun 2012
269 1 [LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2012
270 1 [LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012
271 1 [LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012
272 1 [LKPD Kabupaten Demak Tahun 2012
273 1 |[LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2012
274 1 [LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2012
275 1 [LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
276 1 [LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012
277 1 [LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2012
278 1 [LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2012
279 1 |LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012
280 1 |LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012
281 1 |LKPD Kabupaten Pati Tahun 2012
282 1 |LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
283 1 |LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2012
284 1 [LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
285 1 [LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2012
286 1 [LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012
287 1 |LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2012
288 1 [LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2012
289 1 |[LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
290 1 [LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012
291 1 [LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012
292 1 [LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
293 1 [LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
294 1 [LKPD Kota Magelang Tahun 2012
295 1 [LKPD Kota Pekalongan Tahun 2012
296 1 [LKPD Kota Salatiga Tahun 2012
297 1 [LKPD Kota Semarang Tahun 2012
298 1 [LKPD Kota Surakarta Tahun 2012
299 1 |LKPD Kota Tegal Tahun 2012
14 | 300 |Provinsi D | Yogyakarta 1 |LKPD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012
301 1 |LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012
302 1 |LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012
303 1 [LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
304 1 [LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2012
305 1 [LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
15 | 306 [Provinsi Jawa Timur 1 |LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
307 1 [LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
308 1 [LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
309 1 [LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012
310 1 [LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
311 1 [LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012
312 1 [LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2012
313 1 [LKPD Kabupaten Jember Tahun 2012
314 1 [LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012
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315 1 |LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012
316 1 |LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012
317 1 |LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2012
318 1 |LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012
319 1 |LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2012
320 1 [LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
321 1 [LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
322 1 [LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
323 1 [LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012
324 1 [LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012
325 1 [LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
326 1 [LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
327 1 [LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
328 1 [LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
329 1 [LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2012
330 1 [LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
331 1 [LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2012
332 1 [LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2012
333 1 |LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
334 1 |LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2012
335 1 |LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
336 1 |LKPD Kota Batu Tahun 2012
337 1 |LKPD Kota Blitar Tahun 2012
338 1 |[LKPD Kota Kediri Tahun 2012
339 1 [LKPD Kota Madiun Tahun 2012
340 1 [LKPD Kota Malang Tahun 2012
341 1 |LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012
342 1 |LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012
343 1 |[LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012
344 1 [LKPD Kota Surabaya Tahun 2012
16 | 345 [Provinsi Banten 1 |LKPD Provinsi Banten Tahun 2012
346 1 |LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2012
347 1 [LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
348 1 [LKPD Kabupaten Serang Tahun 2012
349 1 [LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
350 1 [LKPD Kota Cilegon Tahun 2012
351 1 [LKPD Kota Serang Tahun 2012
352 1 |LKPD Kota Tangerang Tahun 2012
353 1 |LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
1

355 1 |LKPD Kabupaten Badung Tahun 2012

356 1 |LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2012

357 1 [LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012

358 1 [LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2012

359 1 [LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012

360 1 |LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2012

361 1 [LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

362 1 [LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2012

363 1 [LKPD Kota Denpasar Tahun 2012
18 | 364 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 [LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012

365 1 [LKPD Kabupaten Bima Tahun 2012

366 1 [LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

367 1 [LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012

368 1 [LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

369 1 [LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012
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370 LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012
371 LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
372 LKPD Kota Bima Tahun 2012
373 LKPD Kota Mataram Tahun 2012

19 | 374 |Provinsi Nusa Tenggara Timur

LKPD Kabupaten Belu Tahun 2012

1
1
1
1
1
375 1 [LKPD Kabupaten Ende Tahun 2012
376 1 [LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012
377 1 [LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2012
378 1 [LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2012
379 1 |[LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
380 1 [LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
381 1 [LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
382 1 [LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
383 1 [LKPD Kota Kupang Tahun 2012
20 | 384 |Provinsi Kalimantan Barat 1 |LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
385 1 |[LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2012
386 1 |LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012
387 1 |LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012
388 1 |LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
389 1 |LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2012
390 1 |LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2012
391 1 |LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2012
392 1 |LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012
393 1 [LKPD Kota Pontianak Tahun 2012
21 | 394 |Provinsi Kalimantan Tengah 1 [LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
395 1 [LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2012
396 1 |[LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2012
397 1 |LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2012
398 1 [LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2012
399 1 |[LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
400 1 [LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
401 1 |[LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012
402 1 [LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
403 1 [LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012
404 1 [LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2012
22 | 405 |Provinsi Kalimantan Selatan 1 |LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
406 1 |LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012
407 1 |LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2012
408 1 |LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
409 1 |LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
410 1 |LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
411 1 |LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
412 1 |LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2012
413 1 [LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012
414 1 [LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012
415 1 [LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2012
416 1 [LKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012
23 | 417 |Provinsi Sulawesi Utara 1 |LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
418 1 [LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012
419 1 |[LKPD Kabupaten Boolang Mongondow Selatan Tahun 2012
420 1 |[LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012
421 1 |[LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
422 1 LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012
423 1 |[LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012
424 1 [LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2012
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X Daftar LHP
No Entitas
Jml Objek Pemeriksaan
425 1 |LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
426 1 |LKPD Kota Bitung Tahun 2012
427 1 [LKPD Kota Manado Tahun 2012
428 1 [LKPD Kota Tomohon Tahun 2012
24 | 429 |Provinsi Sulawesi Tengah 1 |LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
430 1 [LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2012
431 1 [LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012
432 1 [LKPD Kabupaten Buol Tahun 2012
433 1 [LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012
434 1 [LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2012
435 1 [LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012
436 1 [LKPD Kabupaten Poso Tahun 2012
437 1 [LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2012
438 1 [LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012
439 1 [LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2012
440 1 |LKPD Kota Palu Tahun 2012
25 | 441 [Provinsi Sulawesi Selatan 1 |LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
442 1 [LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
443 1 [LKPD Kabupaten Barru Tahun 2012
444 1 |LKPD Kabupaten Bone Tahun 2012
445 1 |LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
446 1 |LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2012
447 1 |LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2012
448 1 |LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2012
449 1 |LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012
450 1 [LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2012
451 1 [LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012
452 1 |LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
453 1 [LKPD Kabupaten Maros Tahun 2012
454 1 [LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012
455 1 [LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2012
456 1 [LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
457 1 [LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2012
458 1 [LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2012
459 1 [LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2012
460 1 [LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
461 1 [LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012
462 1 [LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2012
463 1 [LKPD Kota Makassar Tahun 2012
464 1 |LKPD Kota Palopo Tahun 2012
465 1 |LKPD Kota Pare-pare Tahun 2012
26 | 466 |Provinsi Sulawesi Tenggara 1 |LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
467 1 |LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2012
468 1 [LKPD Kabupaten Buton Tahun 2012
469 1 |LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2012
470 1 [LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2012
471 1 [LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012
472 1 [LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2012
473 1 [LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012
474 1 [LKPD Kabupaten Muna Tahun 2012
475 1 [LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012
476 1 |LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2012
477 1 |LKPD Kota Kendari Tahun 2012
27 | 478 [Provinsi Gorontalo 1 |LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012
479 1 [LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2012
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X Daftar LHP
No Entitas
Jml Objek Pemeriksaan
480 1 [LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
481 1 |LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
482 1 |LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012
483 1 |LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2012
484 1 |LKPD Kota Gorontalo Tahun 2012
28 | 485 |Provinsi Sulawesi Barat 1 [LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
486 1 [LKPD Kabupaten Majene Tahun 2012
487 1 [LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2012
488 1 [LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2012
489 1 [LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012
490 1 [LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
29 | 491 |Provinsi Maluku 1 [LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
492 1 [LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
493 1 [LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011
494 1 |LKPD Kota Tual Tahun 2012
495 1 |[LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
30 | 496 |Provinsi Maluku Utara 1 [LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012
497 1 [LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
498 1 [LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012
499 1 |LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012
31 | 500 [Provinsi Papua 1 |LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2012
501 1 |LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2012
502 1 |LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012
503 1 |LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012
504 1 [LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2012
505 1 [LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2012
506 1 [LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012
507 1 |LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012
508 1 [LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012
509 1 |[LKPD Kota Jayapura Tahun 2012
510 1 [LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2011
511 1 [LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2011
32 | 512 |Provinsi Papua Barat 1 [LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012
513 1 [LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012
419
IV |Laporan Keuangan Badan Lainnya
1 | 514 [Kementerian Agama 1 |LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2012
2 [ 515 [Lembaga Penjamin Simpanan 1 [LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012
3 [ 516 [Bank Indonesia 1 [LK Bank Indonesia Tahun 2012
517 [Kementerian Pekerjaan Umum 1 |Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM|
IMandiri Project Il Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun 2012
518 1 |Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management Andl|
Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan|
Umum Tahun 2012
519 1 |Loan ADB 2768-INO pada USRI Support To PNPM Mandliri Project Direktorat]
Uenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
6
Jumlah Pemeriksaan Keuangan 519
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BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua
hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas
LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas
kewajaraninformasikeuangan yangdisajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria
pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal
16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada
kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun
2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK
harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang
pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang
dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis
opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

e  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan
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opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena
keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu
paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

e  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

e Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

e  Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat
(TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan
keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas,
sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas
tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian
intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas,
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah
SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI
dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

e Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan.

e Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

e  Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan
ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur
pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan
penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
sebagai berikut.

Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di
masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya.

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan
yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun
operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian
atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah
(kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak
mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input
dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/
kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan
dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio
penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar
dari seharusnya.

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome)
yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan
manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal
sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selainitu, BPKjuga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi
dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian
opini atas LK.
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Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang  tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan
arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CalLK), yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya
meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CalLK, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut,
dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-
lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah
pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah
pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan
Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota
menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester | Tahun 2013 BPK telah melakukan
pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan
keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun
BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu,
dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR
pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan
415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun
LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu
penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004. Pada semester | Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan
LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga
telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur
secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.
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BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester | Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan
pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta
LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun
2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya
termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah
melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi
anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan
ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas
yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36
triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai
Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai
Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK
dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan
dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/
daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak
selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK
BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL
termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun
2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW
atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun
2011, BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK
Bank Indonesia (BI), LK Loan Asian Development Bank (ADB) 2575-INO pada Rural
Infrastructure Support (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Project 1l Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum (PU), LK Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and
Health Project (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK Loan
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ADB No. 2768-INO pada Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to
PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)
Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun
2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester | Tahun 2013

Opini
fenis LK WTP % WDP % T TW % TMP % fumiah
LKPP 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
LKKL 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
LKPD 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415
LK Badan Lainnya 4 66% 1 17% 0 0% 1 17% 6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
pada Semester | Tahun 2013
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BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak
menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah
LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu
permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang
mempengaruhiopini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan
sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang
terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi
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di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi
di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus
yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak
35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13
kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu
aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset
tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian
oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan
pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-
kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus.
Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau
tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum
dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang
tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK
adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK
mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti
kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan
kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester | Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai
pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan
Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25
miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah,
serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan
rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307
kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No. Sub Kelompok Temuan Jogioh

Kasus

1  Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.918

5 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2957
Belanja ’

3  Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.132

Jumlah 5.307
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Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257
kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern
sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus
tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan
kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan,
penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai
Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan
dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada

Pemeriksaan Keuangan
(nilai dalam juta rupiah)

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Negara/Daerah 2.602 1.373.118,12
2 Potensi Kerugian Negara /Daerah 402 3.210.410,23
3 Kekurangan Penerimaan 1.113 2.082.523,33
Sub Total 1 4.117 6.666.051,68

Administrasi 2.613 -
Ketidakhematan 268 244.111,19
Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan 284 916.617,14

Sub Total 2 3.165 1.160.728,33

Jumlah 7.282 7.826.780,01
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Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada
Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam
IHPS | Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub
Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/
daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak
4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut
adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub
Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165
kasus (44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah
tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya
terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus
kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara
lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang
ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan
pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang
terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.
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Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian
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Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23%
dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;

kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai
Rp145.151,08 juta;

kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15%
dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;

kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;

kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus
kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;

kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan
sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;

Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus
(5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;

kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh
kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;

kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak
104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan
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e  kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian)
senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (mark up), dan rekanan
pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23
juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa
aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian
pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian
atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih,
rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang
telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam
pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai
ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan
kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang
tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan
dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
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Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

e  kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi
kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;

e kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;

e  kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh
kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;
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e kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai
Rp1.450.741,68 juta;

e kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil
pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7%
dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;

e kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak
15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;

e  kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh
kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;

e kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset
kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian)
senilai Rp84.359,86 juta;

e kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan

e kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari
seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang
dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor
DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33
juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda
keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah,
penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase
kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.
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Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
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Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

e kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah
sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai
Rp1.868.190,17 juta;

e kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus
kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;

e kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4%
dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;

e kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25
kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;

e kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak
sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai
Rp2.624,91 juta; dan

e  kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus
kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan
yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran
subsidi oleh pemerintah.
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Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan
penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan
entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas
negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai
Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan
adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613
kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19
juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.
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BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

3.1 Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP
Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun
2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan
atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu,
BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun
2011.

3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
“Husni, Mucharam & Rekan” sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP “Husni, Mucharam &
Rekan” ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang
Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP
untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
tahunan BPK Rl Tahun 2012.

33 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.

34 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk
memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan
berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa
telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang
dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian
yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d)
pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

35 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran
(LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian
neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88
triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan
negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai
Rp1.491,41 triliun, pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit
anggaran senilai Rp153,31 triliun.

3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CalK.
Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,
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3.7

3.8

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun,
kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun.
Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun,
realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto
senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun
2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun
2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak
memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer opinion atas LKPP.

Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih
menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari
kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan sebagai berikut.

e Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih
kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan
Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun
yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (unrealized)
senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung
penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh
transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang
Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari
untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung
berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia
tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan
yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan
belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas
(unrealized).

e Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan
anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial,
yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai
sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai
Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang
melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang
belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran
Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun
tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun
yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening
penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan
anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98
miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja
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3.9

Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi
belanja yang sebenarnya.

Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam
Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti
eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks
kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya
dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri
keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak
memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas
kewajaran saldo Aset Eks BPPN.

Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun
2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL
dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun
dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian
fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49
miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi
manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung
dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan
penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang
berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan
fisik SAL.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam
LKPP antara lain sebagai berikut.

Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh
yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30
triliun karena penggunaan tarif tax treaty.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun
Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan
koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak
dapat diyakini kewajarannya.

Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan
PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak,
sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun
berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.

Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan
Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) senilai SDR 2.569,40
juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012)
belum jelas sumber pendanaannya.
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Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)
eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun
2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun
untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pemerintah antara lain agar
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segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait
amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen
tax treaty;

mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan
anggaran;

menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan
hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian
atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan
masalahaseteksBPPN terkaitaset propertiyangdokumenkepemilikannya
dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);

menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih
kurs;

segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL
pada tahun-tahun sebelumnya;

menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan
pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/
Pengesahan (SP3) atas Notice of Disbursement (NoD) Tahun Anggaran
yang lalu;

segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks
BPPN yang telah berstatus free dan clear;

menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR,
memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang
diidentifikasikan menambah jumlah aset dan segera menuntaskan
pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;

memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti
lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian
negara;

meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Letter of
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan
dananya;

e menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;

e menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui
mekanisme APBN; dan

e mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas
BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK).

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada
DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada
tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu
opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai
dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat
terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

Opini

Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini
WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP
pada 2 LKKL.

Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas
dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

Opini
LKKL Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83
Tahun 2009 44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78
Tahun 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83
Tahun 2011 66 76% 18 21% 0 0% 3 3% 87
Tahun 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
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Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
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Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan
pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru
mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012
secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat
dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.

Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP
dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di
Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan
pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja
bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya
dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang
memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang
belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.

Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas
kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan
aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan
informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian
dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan
Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung
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catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan
aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta
permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan
penelusuran dan penilaian.

Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang
ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain
terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan
pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester | Tahun 2013, ketidakpatuhan
pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap
telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai
Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19
miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70
miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan
sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun2004tentangPerbendaharaanNegara, pemerintahtelah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat
sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus
dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika
seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,
serta efisien dan efektif.

SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas
pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan.

Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk
melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.
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Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
keuanganyangberupaopini, BPKjuga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat
diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan
WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.
Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem
pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian vyaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi
dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian.
Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya
penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen
pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang
kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja
yang baik dengan pihak ekstern.

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam
menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya
kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya
pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan
pengendalian tercermin daribelum memadainya pengendalian fisik atas aset,
pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian
yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian
penting.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan
tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam
pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan
melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi,
dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi
terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil
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audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain
yang ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau
74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun
sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP
dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan
peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.

Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem
akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya
komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini
WTP.

Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI,
yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan
disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas
disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 267
2 Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 283
3 Struktur Pengendalian Intern 198

Jumlah 748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

Kelemahan Sistem Pengendalian
Intern

26%

36% m Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi dan
Pelaporan

M Kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja

Kelemahan Struktur
38% Pengendalian Intern
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Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan
sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat
dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, terdiri atas

e sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;

e sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan
ketentuan;

e sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;

e sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak
memadai; dan

e sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum
didukung SDM yang memadai.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kementerian Sosial, PNBP TA 2012 dari denda keterlambatan
penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79
juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda
keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian
pencatatan belanja modal dan PNBP di LRA.

e Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang
belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan
minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

e Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan
negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM
belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas
pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.
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Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, terdiri atas

sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan
ketentuan;

sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;

sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak
tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/
pendapatan;

sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan

sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi
pagu anggaran.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan
dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan
pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah
sekurang-kurangnyasenilaiRp12,70triliun, sehingga nilairealisasi belanja
bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
(BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga
berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur
dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI
belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
Penyetoran (SP3) karena Notice of Disbursement (NoD) senilai Rp4,08
miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah
luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja
Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai
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EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah Bl
tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian
berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan
dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama
Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNBP dari
pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.

Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah
belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan
pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian
BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi
energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki standard operating procedure
(SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati;

sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;

sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal; dan

sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78
entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.
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Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur
mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak
tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN,
sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak
jelas.

Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum
mendapat ijin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan
penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum
tercapai dan rawan disalahgunakan.

Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian
kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses
Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya
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indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa,
mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d.
20009.

e Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan
tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai
ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja
barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan
pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan
secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas,
kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi
dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.

Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur
yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum
menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan
kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan
dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam
pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang
bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok
temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.
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Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-
undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)
No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Negara 483 683.792,84
2 Potensi Kerugian Negara 56 2.292.815,19
3 Kekurangan Penerimaan 203 1.771.601,09
4 Administrasi 395 =
5 Ketidakhematan 54 100.830,37
6 Ketidakefektifan 53 429.351,88

Jumlah 1.244 5.278.391,37

3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus
senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-
undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
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3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%,
diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan
penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi
kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)
3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
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Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan
dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan
barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan,
kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan
harga (mark up).

Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang
untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan
penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi
kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai
ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak
483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian
negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian
negara sebagai berikut:

e sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;

e sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai
Rp6.006,97 juta;

e sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;

e sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai
Rp111.803,15 juta;

e sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;

e sebanyak 19 kasus pemahalan harga (mark up) senilai Rp246.853,69 juta;

e sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
senilai Rp1.095,56 juta;

e sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;

e sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;
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e sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;

e sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai
Rp40.904,88 juta;

e sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak
atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;

e sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak
sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan

e sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di
antaranya penyalahgunaan dana PNBP dan belanja dalam proses TP/
TGR.

Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan
dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan
Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga
senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan
ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan
kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.

e Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim
Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU)
mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.

e DiKementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan
volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan
indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.

e Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai
Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data
atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik).

e Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat
pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85
miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai
Rp1,69 miliar.

Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan
aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran
sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya
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Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai
Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta
dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan
yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi
dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

Terhadapkasus-kasuskerugiannegaratersebut, BPKtelahmerekomendasikan
kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat
yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan
kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara
sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

Potensi kerugian negara adalah adanyasuatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian
di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputiadanya rekanan
belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang
telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset
tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya
pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan
pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan
kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau
dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi
kerugian negara.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara
sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas

e sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai
Rp15.865,60 juta;
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sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;

sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;

sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai
Rp2.705,68 juta;

sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp19.198,65 juta;

sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
senilai Rp11.810,13 juta;

sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi
tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan

sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta
di antaranya aset yang dimilki satker hilang yang masih menjadi tanggung
jawab pegawai.

Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas
6,11 juta m? sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat
Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
(PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas
Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo,
dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai
pihak lain.

Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI),
beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai
Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/
karyawan/pensiunan.

Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik
BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m? senilai Rp2,70 miliar
masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di
pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak
mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.

Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan
aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran
sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09
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juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai
Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam
Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan
entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal
dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola
barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas
yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi
hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya
unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya
denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak
ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung
penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan
sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas

e sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai
Rp107.611,86 juta;

e sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor
ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;

e sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai
Rp16.947,13 juta; dan

e sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan senilai Rp716,51 juta.
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Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran
999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah
senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara
kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.

e DiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNBP belum dipungut pada
Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik
Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNBP yang
belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas
Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNBP
yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak
negara dari PNBP berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.

e DiKementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung
Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum
disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara
dan potensi kekurangan penerimaan negara.

e Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan
pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi
dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan
kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan
senilai Rp12,13 miliar.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20
juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas
di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai
Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83
juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama
senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat
yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
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merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa
agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat
yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta
menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan
aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara
atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan
penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.

Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif
yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/
tidak valid) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas,
pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran,
proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan
kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan
pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau
barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas
waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran
akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan
aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata
anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan
administrasi.

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan
administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas

e sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid);

e sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);

e sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran;

e sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan kerugian negara);

e sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan
pelelangan;
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sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain;

sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;

sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu
yang ditentukan;

sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran
belum disetor ke kas negara;

sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah;

sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan

sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja
melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.

3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti
disajikan dalam Lampiran 7.

3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut.
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Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804
lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48
miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga
realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor
penggunaannya.

Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak
dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai
aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya
serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.

Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat
sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBP
kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah
diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang
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diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada
Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum
diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan
surat tagihan.

e Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas
penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena
pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung
jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah
merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan
kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif
atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang
diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta
memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang
bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25
juta)

Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan
sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain
itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai
Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

Pada Semester | Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan
atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat
atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang
tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan
penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum
memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan
pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya
realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.
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3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus
kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya
terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah
dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan
senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus
ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.

3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.1 Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012
dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima
daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten
Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa
Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak
(Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun
laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah
tingkat provinsi/kabupaten/kota.

4.2 Selain itu, pada Semester | Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP
atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo
Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat
pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK
pada akhir Semester Il Tahun 2012.

4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011
meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai
neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai
Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian
pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan
pembiayaan neto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini,
SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah
temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan
kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan
bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”.
Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak
finansial.
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LKPD Tahun 2012
Opini

4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas
(termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas,
opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.

4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1.
Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LD OPINI oA
(Tshun) ' TP  Persentase WDP Persentase TW  Persentase TMP  Persentase

2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485

2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504

2010 34 7% 341 65% 26 5% 121 23% 522

2011 67 13% 349 67% 8 1% 100 19% 524

2012 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415

4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun
2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada
524 LKPD. Sampai dengan Semester | Tahun 2013, opini baru diberikan
kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah
dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat
menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan
perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
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Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa

e persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak
mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.

e persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah
sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.

Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini
WDP serta TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang
dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan
keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya,
penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan
hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah
tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan
merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu
laporan keuangan.

Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan
keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan
akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan
Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan
ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan
metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai
bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai,
dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan
tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas,
belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.

Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan
tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan
lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset
tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset
lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester |
Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD
kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan
dalam Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP WDP T™w T™MP Jml WTP WDP ™ TMP Jml WTP WDP ™™ T™MP Jml
0 24 1 8 33 6 235 26 96 363 7 64 4 14 89
2008
0% 73% 3% 24% 100% 2% 65% 7% 26% 100% 8% 72% 4% 16% 100%
1 24 3] 5] 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92

2009
3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 7% 72% 9% 12% 100%

2010
18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%
10 19 0 4 33 36 267 6 89 398 21 63 2 7 93}
2011
30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%
16 9 0 1 26 67 212 4 26 309 30 46 0 4 80

2012
61% 35% 0% 4% 100% 22% 69% 1% 8% 100% 38% 57% 0% 5% 100%

Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan
tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
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Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah
provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.
LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari
keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP
dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah
kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan
entitas kabupaten.

Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas
kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini
pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap
sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan
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tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya
sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13
kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian
sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak
84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data
sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset
tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta
permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung
bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang
ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara
lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan
pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester | Tahun 2013 ketidakpatuhan
pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset
tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai
Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06
miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44
miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan
sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara, pemerintahtelahmengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat
sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus
dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika
seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,
serta efisien dan efektif.

SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.

SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas
pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
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SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan.

Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk
melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.

Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
keuanganyangberupaopini, BPKjuga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat
diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan
WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.
Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan
perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan
pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi
dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian.
Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya
penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen
pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang
kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang
baik dengan pihak ekstern.

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam
menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya
kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya
pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan
pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset,
pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas
pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian
yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian
penting.
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Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPl yang
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah,
dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan
dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan
berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain
itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri,
reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu
lain yang ditetapkan.

Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus
kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok
dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran
9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran
11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.586

) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 1.935
Belanja

3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 891

Jumlah 4.412

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak
4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan
kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan
pada 415 entitas.

Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun
2012 yang disajikan dalam persentase.
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Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
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Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa
kelemahan struktur pengendalian intern.

Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak
1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten
sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak
1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten
sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan
struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota
sebanyak 175 kasus.

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPl yang dapat
dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, terdiri atas

e sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;

e sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
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e sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;

e sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak
memadai; dan

e sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum
didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah
kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses
penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-
masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689
kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran
11.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai
akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai
akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.

e DiProvinsiSumateraSelatan, terdapatselisihnilaipiutangpajakkendaraan
bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem
Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang
disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

e Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan
tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil stock opname tidak dapat
diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31
Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.

e Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai
investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas
Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas,
sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini
kewajarannya.

e Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi
tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum
dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak
dapat diyakini kewajarannya.
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Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, terdiri atas

e sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

e sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

e sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

e sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;

e sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;

e sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan

e sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan
pengamanan fisik aset yang tidak memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang
sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis
tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan
dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53
kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota
sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti
disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak
air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32
miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya;

e Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan
bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan
daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan
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tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan
PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten
Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun
2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan
saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;

Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal
tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah
mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak
dapat diyakini kewajarannya; dan

Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat
kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan
Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai
Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan
aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka
risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur;

sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati;

sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;

sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal; dan

sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan
struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak
memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak
ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus
dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak
99 kasus dan 47 kasus.

Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332
pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
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Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.

e Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik
pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan
daerah senilai Rp48,60 miliar.

e Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19
rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan
rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan
bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan
keuangan daerah.

e Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan
investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai
Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat
diyakini kewajarannya.

e Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian
kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak
dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012
mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai
Rp2,89 miliar.

e Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja
bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi
NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta,
efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar
tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan
keuangan.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan
laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami
ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur stock opname yang
kurang memadai.

Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang
belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi
untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan
stock opname persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan
meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang
bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan
kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian
kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam
Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam
Lampiran 11.

Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
(nilai dalam juta rupiah)
Jumlah

No. Sub Kelompok Temuan Nilai
Kasus

Ktidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Daerah 2.055 644.005,02
2 Potensi Kerugian Daerah 341 897.063,92
3 Kekurangan Penerimaan 889 282.944,54
Sub Total 1 3.285 1.824.013,48

4 Administrasi 2.163 -
5 Ketidakhematan 208 140.097,26
6 Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan 220 478.443,95
Sub Total 2 2.591 618.541,21

Total 5.876 2.442.554,69
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Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876
kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.

Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan
dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
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Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi
sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan
penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi
kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah
kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan
berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian
kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.
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Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

Tingkat Pemerintahan Total
. Sub Kelompok Provinsi Kabupaten Kota
b Jml .-
- KJaTl.Ils Nilai KLTtIJs Nilai KJaTJs Nilai fasus e
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perund d yang M
1 Kerugian Daerah 262 148.010,85  1.448 415.735,31 345  80.258,86  2.055  644.005,02
2 E‘;ﬁg;‘ (EREH: 31 63.763,15 235 561.099,31 75 272.201,46 341 897.063,92
3 E:EZ:?;E\Z: 84  47.580,55 645 203.777,87 160  31.586,12 889 282.944,54
Sub Total 1 377  259.354,55 2.328  1.180.612,49 580 384.06,44 3.285 1.824.013,48
4 Administrasi 150 - 1.581 - 432 - 2.163

5 Ketidakhematan 29  57.061,89 122 49.554,30 57 33.481,07 208 140.097,26
6 z‘::iae'::;'(‘:f':;hfan 16  128.199,28 153 270.798,19 51 79.446,48 220 478.443,95
Sub Total 2 195  185.261,17 1.856 320.352,49 540 112.927,55 2.591  618.541,21
Jumlah 572  444.61572 4.184  1.500.964,98 1.120 496.973,99 5.876  2.442.554,69

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok
temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262
kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai
Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta.
Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi
sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus
senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46
juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak
645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai
Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi
terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak
1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan,
ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak
45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai
Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.

Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD
Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam
persentase.
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Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
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Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih
banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan,
dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah
provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak
35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota.
Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah
provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak
14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih
tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah
provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten
sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan
dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan
barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan
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dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (mark up), penggunaan uang/
barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau
melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan,
pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/
pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan
daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak
2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapatindikasi kerugian
daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian
daerah tersebut sebagai berikut:

e sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43
juta;

e sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai
Rp23.902,75 juta;

e sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;

e sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
senilai Rp148.245,81 juta;

e sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;

e sebanyak 53 kasus pemahalan harga (mark up) senilai Rp16.928,36 juta;

e sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
senilai Rp52.000,85 juta;

e sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;

e sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi
standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;

e sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;

e sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai
Rp89.448,63 juta;

e sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir
macet senilai Rp26.933,48 juta;
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sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak
sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan

sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta
di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses
TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum
dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan
keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa
Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009
belum diproses TP/TGR.

4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian
daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah
kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta
dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai
Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81
kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.

4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
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Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah
pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23
miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi
dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan
kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR
yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar
yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS)
namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif
dan berpotensi tidak tertagih.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat
perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang
Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.

Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas
belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum
disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi
kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.

Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah
Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui
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harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi
pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi
senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota
senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/
penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai
Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16
juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan
dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang
berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadapkasus-kasuskerugiandaerahtersebut, BPKtelahmerekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang
perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada
pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan
yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta
mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas
daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian
di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi
ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan
kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama
masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus
sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan
pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan,
pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset
kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak
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tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus
potensi kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah
sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai
berikut:

e sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai
Rp19.607,04 juta;

e sebanyak26kasusrekananbelum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
senilai Rp2.485,38 juta;

e sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;

e sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai
Rp6.440,01 juta;

e sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp474.060,87 juta;

e sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
senilai Rp11.285,68 juta;

e sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;

e sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi
tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;

e sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai
Rp112,89 juta; dan

e sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12
juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun
di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan
volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan
independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum
disetor ke kasda.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi
kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain,
dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai
Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan
kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian
daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
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seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus
senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta,
sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya
sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah
senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga,
diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga
berpotensi beralih kepada pihak lain.

e Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil
reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah
Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk
Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.

e Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A
yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan
saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang
atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.

e Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap
yang sebagian besar dari hasil appraisal penyusunan neraca awal tidak
diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak
mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai
Rp16,29 miliar.

e Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat
angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet
mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.

e Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas
3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang
belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan
daerah.

Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai
Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28
juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset
tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84
juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti
disajikan dalam Lampiran 11.
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Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa,
memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan
penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah
dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas
daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda
keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah,
penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah
ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima
atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan,
kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus
kekurangan penerimaan.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan
sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
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e sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai
Rp62.220,92 juta;

e sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor
ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;

e sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai
Rp12.678,33 juta;

e sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk
ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;

e sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh
instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;

e sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;

e sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai
Rp36,00 juta; dan

e sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27
juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa
giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim
jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan
kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.

Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan
penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan
pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus
masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan
38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai
Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57
kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,
terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian
golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang
dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak
pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah
dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah
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senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan
daerah senilai Rp50,50 miliar.

e Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas
pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70
miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan
aset tanah.

e Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran
dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012
tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak
dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai
Rp13,48 miliar.

e Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak
mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan
tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan
sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d.
31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88
juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga
mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.

Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan
Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian
pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari
para penyedia barang dan jasa.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah
provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan
kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/
penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai
Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14
juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta,
seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat
yangbertanggungjawab lalaidantidak cermat dalam menaatidan memahami
ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan,
pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang
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sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepadakepaladaerahantaralainagar memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang
lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan
ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan
aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah
atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan
penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.

Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi
pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid),
baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan
dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses
pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan
kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan
pelaksanaan lelang secara proforma.

Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik
daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-
lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau
amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah
melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran
uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara
pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran
investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/
belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran
kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan
administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
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sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid);

sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);

sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran;

sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan kerugian daerah);

sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;

sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain;

sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;

sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi
batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan;

sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun
anggaran belum disetor ke kas daerah;

sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung
bukti yang sah;

sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah;

sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan

sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya
pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir
yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4,94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan
administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak
akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
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dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus
masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten
sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah
daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai
berikut.

e Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar
belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan
adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.

e Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai
Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga
Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas
penggunaan dana hibah.

e DiKabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara,
terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan
senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan
terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

e Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas
realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan
laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum
dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang
milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk
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meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum
memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya
ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi
di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak
220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah,
sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah
daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

Pada Semester | Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD
Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan
Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah
tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester
Il Tahun 2012.

Opini
Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.
Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78
kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:

e sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan;

e sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja; dan

e sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti
disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian
sebagai berikut:

Buku Il IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2013

4.105

4.106

4.107

sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya
terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03
juta;

sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;

sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan

sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran

12.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

O

Has

Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di
bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:

Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui
keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak
dapatditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang
pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan
indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah
Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar,
Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00
juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga
mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51
miliar.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan
pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat
diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan
kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.

Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen
pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial
tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar
mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

il pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam

cakram padat terlampir.
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BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

5.1

5.2

5.3

Pada Semester | Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK
badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (Bl), LK Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433
H/2012 M, LK Loan ADB No. 2575-INO pada Rural Infrastructure Support
(RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) Project |l Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum (PU), LK Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation
Management and Health Project (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian PU dan LK Loan ADB 2768-INO pada Urban Sanitation and
Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian PU.

Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan
atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas
SPI.

Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan
aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus
kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan
dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)
Laporan Laba Rugi /
Neraca Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas /
Laporan Realisasi Anggaran

No. Objek Pemeriksaan
Laba (Rugi)
Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Biaya Surplus
(Defisit)
1 ;Er;“::f:npemam'“ 34.879.701,64 11.389.111,26  23.490.590,38  7.832.529,11 1.068.427,58  6.764.101,53
2 BankIndonesia 1519.526.148,00  1.353.057.680,00  166.468.468,00  40.035.595,00  34.215.902,00  5.819.693,00
3 r;;}’::f:iﬁara 55.001.230,17 53.721.378,48 1.279.851,69  8.651.775,25 8.529.296,51 122.478,74
Loan ADB 2575-INO
4 . . . 37.432,91 37.432,91
Loan ADB 2654-INO
S S ismip - - - 46.391,45 46.391,45
G | RN ) 5 5 316.529,91 316.642,73 (112,82)

USRI
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5.4

5.5

5.6

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga
kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat
terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

Opini

Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK Bl, LK Loan
ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK Loan ADB No. 2654-INO MSMHP, dan
LK Loan ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun
1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun
2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

X Opini

No Entitas

2008 2009 2010 2011 2012
1 Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
2 Bank Indonesia WTP WTP WTP-DPP WTP WTP
3 Penyelenggara Ibadah Haji TMP TMP TMP WDP WDP
4 Loan _A.DB 2575-INO PNPM i i WTP WTP WTP

Mandiri

5 Loan ADB 2654-INO MSMHP - - - WTP WTP
6 Loan ADB 2768-INO USRI - - - - WTP
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Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya

67%

50%

M Tahun 2008
M Tahun 2009
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0% 0% 0% 0% 0%

TW TMP

WTP

Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak
60%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun
2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.

e Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun
2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian
intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa
untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini,
BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas
yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan
sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan
adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.
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Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan
dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No Sub Kelompok Jenis Temuan J::;Ij:
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 13
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 4
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5
3 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 4
I Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 3
Belanja
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 3

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
2 teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang 2
pendapatan dan belanja

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan

. berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan =

1 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 27

1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau 12
keseluruhan prosedur

2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 14

3 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 1

Jumlah 48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

B 27% H Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan Pelaporan

B Kelemahan Sistem
Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

1 Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern

H 17%
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Dari Grafik 5.2 diketahui

e Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
adalah sebanyak 27%.

e Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.

e Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak
56%.

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.

e Di BIl, belum ada kepastian mengenai mekanisme set off kewajiban
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan
pembayaranyangharusdilakukanBlsenilaiRp23,50 miliar mengakibatkan
pencatatan kewajiban oleh Bl belum memiliki dasar yang memadai;

e Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai Bl yang ditugaskan
ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka shared function belum
dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga
pembayaran remunerasi pegawai Bl dalam penugasan shared function
tidak mempunyai kepastian hukum; dan

e Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang
tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban general
service jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus
minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang
belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan
prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan
kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan
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penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan
pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan
menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai
Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

No Sub Kelompok Temuan mian Nilai
Kasus

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 7 1.913,13
Potensi Kerugian Negara 3 2.916,60
Kekurangan Penerimaan 6 20.892,51
Sub Total 1 16 25.722,24

4 Administrasi 18 -
Ketidakhematan 4 2.846,15
Ketidakefektifan 8 97,15
Sub Total 2 30 2.943,30

Jumlah 46 28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan
pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan

17% 15%

W Kerugian Negara

H Potensi Kerugian Negara
m Kekurangan Penerimaan
B Administrasi
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Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan
sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan
kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi
kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35%
dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan)
senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3
kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah
penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total
2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus
(65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan) senilai
Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan
administratif dan/atau perbaikan SPI .

Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan
ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan
penerimaan dan administrasi sebagai berikut.

e Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/
pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai
ketentuan perundang-undangan;

e Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;

e Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak
negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan

e Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau
pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut
tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak
menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi
tindak pidana.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian
keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran
uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;
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e Di Loan ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang
mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan Communication
Cost ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan Quality Control Test Cost
yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;

e Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai
perjanjian, sehingga Bl belum memperoleh pendapatan sanksi
administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan
perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK),
sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi
Uang Kertas (MSUK) dan sanksi breakdown time pemeliharaan MSUK;

e Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID)
senilai Rp2,32 miliar;

e Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal
pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank
Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD
Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan
kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada
Bank Penerima Setoran (BPS); dan

e Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi pada pembayaran Maslahat Ammah dan Nagabah jamaah
haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04
ribu equivalen Rp1,03 miliar.

Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah
menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas
negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84
juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada
Lampiran 15.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada
umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan
pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan
lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan
pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-
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pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab
yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung
jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan
penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai
dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya
ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di
dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8
kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A
APBD
APBN
ADB
B

BA
BRR
BPS
BUN
BBM
PIH
BPK
BPPN
BP3IP
BMKG
BUMN
BBPPKS
C
CalLK
D
DJKN
DPR
DPD
DPRD
DIPA
|
IHPS
IMF
K

KAP
SKK Migas

KL
L
LAK
LHP
LK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Asian Development Bank

Bagian Anggaran

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bank Penerima Setoran

Bendahara Umum Negara

Bahan Bakar Minyak

Penyelenggara lbadah Haji

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan llmu Pelayaran
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Badan Usaha Milik Negara

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Catatan atas Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

International Monetary Fund

Kantor Akuntan Publik

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas

Kementerian/Lembaga
Laporan Arus Kas

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Keuangan
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LPP . Lembaga Penyiaran Publik

LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD . Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPP . Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LKPP . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS . Lembaga Penjamin Simpanan

LoC . Letter of Credit

LRA . Laporan Realisasi Anggaran

M

MAK . Mata Anggaran Kegiatan

MK : Mahkamah Konstitusi

MKN : Modul Kekayaan Negara

MNN : Murni Nusantara Niaga

MSUK :  Mesin Sortasi Uang Kertas

MSMHP . Metropolitan Sanitation Management and Health Project
N

NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

NoD . Notice of Disbursement

o

OJK . Otoritas Jasa Keuangan

P

PU . Pekerjaan Umum

PP . Peraturan Pemerintah

PIH . Penyelenggara Ibadah Haji

PPA . Perusahaan Pengelola Aset

PSC : Production Sharing Contract

PKB . Pajak Kendaraan Bermotor

PSMK : Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM :  Perusahaan Daerah Air Minum

PKPS . Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN . Penyertaan Modal Negara

PNBP . Penerimaan Negara Bukan Pajak

PHLN :  Pinjaman/Hibah Luar Negeri

PNPM . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas . Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB ELJ.:\It Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas
R

RIS . Rural Infrastucture Support

RBA :  Rencana Bisnis dan Anggaran
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RPN

S

SAP
SAL
SAPB
SiLPA
SPAP
SKPD
SOP
SP3
SPI
RRI
SID
SDS
SPIP
SPKN
SPPD
T
TGR
TPKN
TMP
T™W
TPPI
V)
Unima
upP
UPTPPD
USRI
UuDP
UWTO
w
WDP
WTP
WTP-DPP

Riset Perkebunan Nusantara

Standar Akuntansi Pemerintahan

Saldo Anggaran Lebih

Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Standar Profesional Akuntan Publik
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Standard Operating Procedure

Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
Sistem Pengendalian Intern

Radio Republik Indonesia

Sistem Informasi Debitur

Startek Data Sistem

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Tuntutan Ganti Rugi

Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Tidak Memberikan Pendapat
Tidak Wajar

Trans Pacific Petrochemical Indotama

Universitas Negeri Manado

Uang Persediaan

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
Urban Sanitation and Rural Infrastructur

Uang Untuk Dipertanggungjawabkan

Uang Wajib Tahunan Otorita

Wajar Dengan Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
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Halaman 1 - Lampiran 4

Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012

No. Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tah?sz;:)oa Tah?xﬁuz‘:JOS Tah?:;:)lo Tah?xE"Z‘:Jll Tah?:;:)lz
Kementerian/Lembaga

1 [ Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2 | Dewan Perwakilan Rakyat WDP WTP WTP WTP WTP

3 | Badan Pemeriksa Keuangan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP

4 | Mahkamah Agung TMP TMP WDP WDP WTP

5 | Kejaksaan Republik Indonesia TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP

6 | Kementerian Sekretariat Negara WDP WDP WTP WTP WTP

7 | Kementerian Dalam Negeri TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

8 | Kementerian Luar Negeri WDP TMP WDP WTP-DPP WTP

9 [ Kementerian Pertahanan WDP WDP WDP WDP WTP-DPP
10 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TMP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP
11 [ Kementerian Keuangan WDP WDP WDP WTP WTP
12 [ Kementerian Pertanian WDP WDP WDP WDP WDP
13 | Kementerian Perindustrian WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
14 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WDP WDP WTP-DPP WTP WTP
15 | Kementerian Perhubungan WDP WDP WDP WDP WDP
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP WDP TMP TMP WDP
17 | Kementerian Kesehatan WDP TMP T™MP WDP WTP-DPP
18 | Kementerian Agama TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
19 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP WDP WDP WDP WDP
20 | Kementerian Sosial WDP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
21 [ Kementerian Kehutanan TMP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP
22 | Kementerian Kelautan dan Perikanan TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
23 | Kementerian Pekerjaan Umum TMP WDP WDP WDP WTP-DPP
24 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
25 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP WTP WTP WTP WTP
26 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat WDP WTP WTP WTP WTP
27 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TMP WDP WDP WDP WDP
28 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP WTP WTP WTP WTP
29 | Kementerian Riset dan Teknologi WTP WTP WTP WTP WTP
30 | Kementerian Lingkungan Hidup TMP TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP
31 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah WDP WDP WTP WTP WTP-DPP
32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak WTP WTP WTP WTP WTP
33 gier::rr;ts?rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi WTP WTP WTP WTP WDP
34 | Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP
35 | Lembaga Sandi Negara WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP
36 | Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
37 [ Badan Pusat Statistik TMP WDP WDP WTP WTP
38 | perencanaan pembangunan Nasone wre e ¢ e v
39 [ Badan Pertanahan Nasional TMP TMP WDP WDP WTP-DPP
40 | Perpustakaan Nasional WDP WDP WTP WTP WTP
41 | Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP WDP WDP WDP WDP
42 | Kepolisian Negara Republik Indonesia TMP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
43 | Badan Pengawas Obat dan Makanan WDP WDP WTP-DPP WTP TMP
44 | Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
45 | Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP WTP WTP WTP
46 | Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
47 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WDP WDP WDP WDP WTP-DPP
48 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WDP WTP WDP WTP-DPP WTP
49 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP
50 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP
51 [ Komisi Pemilihan Umum TMP TMP WDP WDP WDP
52 [ Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP
53 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
54 | Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia WDP WDP WTP WTP WDP
55 | Badan Tenaga Nuklir Nasional WDP WTP WTP WTP WTP
56 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WDP WTP WTP WTP WDP
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Halaman 2 - Lampiran 4

No- Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahgzl%os Tah?::I;:)w Tah?xf\l:;m Tah?::I::)n Tahz:?::nz
57 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WDP WTP WTP WTP WDP
58 [ Badan Informasi Geospasial WTP WTP WDP WTP WDP
59 [ Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
60 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP WTP-DPP WDP WDP
61 | Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP
62 | Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP WTP WTP WTP
63 | Badan Kepegawaian Negara WDP WTP WTP WTP WTP
64 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
65 | Kementerian Perdagangan WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
66 | Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP WTP WTP WDP
67 | Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP WTP WDP WDP WDP
68 | Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP
69 | Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP
70 [ Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP
71 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana TMP TMP WDP WTP WTP
72 iadd;:egzsional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja WTP WTP WTP WTP WTP
73 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
74 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP WTP WTP
75 | Badan SAR Nasional WDP WTP-DPP WTP
76 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP WDP WTP
77 | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura WDP WDP
78 | Ombudsman Republik Indonesia WTP WTP
79 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan TMP WDP
30 :ZE:: ;:;gr:sahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan T™P %)

81 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP
82 [ Sekretariat Kabinet WTP
83 | Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP
84 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP
85 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP
36 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan T™P
Bebas Sabang
87 | APP 61 (Pembayaran Bunga Utang) WTP e * ko *
88 [ APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya) WTP-DPP & * & *
89 [ APP 69 (Belanja Lain-Lain) TMP > * © *
90 [ APP 70 (Dana Perimbangan) WDP * * * *
91 | APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian) WTP e * W *
92 | APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN) WTP-DPP & * kJ *
93 | APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN) WTP i * b *
94 | APP 98 (Penerusan Pinjaman) TMP ks * ko *
95 | APP 99 (Penyertaan Modal Negara) WDP * * * *
96 | BA 999.01 - Pengelolaan Utang *x WTP WTP WTP WTP-DPP
97 | BA 999.02 - Pengelolaan Hibah TMP WDP WDP WDP WTP-DPP
98 | BA 999.03 - Investasi Pemerintah WDP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
99 | BA 999.04 - Penerusan Pinjaman TMP TMP WDP WTP WTP
WDP untuk
Dana
Perimbangan
100 | BA 999.05 - Transfer ke Daerah danWTP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
untuk
Otonomi
khusus
TMP untuk
Belanja
101 | BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Lain-lain, WDP * * *
WTP-DPP
untuk Belanja
Subsidi
102 | BA 999.07 - Belanja Subsidi *x *x WDP WTP WTP-DPP
103 | BA 999.08 - Belanja Lain-lain *x *x WDP WTP-DPP WTP
104 | Bendahara Umum Negara rHE ok WDP WDP WDP
105 | Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias WDP HHHK kK HHHK kK
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Halaman 3 - Lampiran 4

. . . Opini Opini Opini Opini Opini
No. E K L B L
° ntitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012
Badan Lainnya
106 | Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
107 | Bank Indonesia WTP WTP WTP-DPP WTP WTP
108 | Pusat Investasi Pemerintah WTP WTP WTP HAAAAA b
S . Satker
109 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara WDP WTP HHAAA A KRR K
Kemenkeu
110 | Penyelenggara Ibadah Haji ( PIH) TMP TMP TMP WDP WDP
Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada Project
11 Management Office Asian Development Bank Earthquake And WTP
Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta
Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To
112 | The PNPM Mandiri Project Il Direktorat Jenderal Cipta Karya WTP WTP WTP
Kementerian Pekerjaan Umum
113 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi WTP R .
(BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008
Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation
114 | Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya WTP WTP
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
Loan ADB No. 2768-INO pada Urban Sanitation dan Rural
115 | Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat jenderal WTP
Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012
116 | PT. Jamsostek (Persero) WTP-DPP
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian
TW : Opini Tidak Wajar
T™MP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

Hokokok
kKKK

dokk ok K

BPK diperiksa

: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

: Perubahan nomor BA

: BA baru

: Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini
: Dibubarkan Tahun 2009

: Belum diperiksa

: Tidak diperiksa

oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Lampiran 5
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah Kasus %

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 267 35,70
1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 138
2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 93
3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan 2
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 24
5 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai 10
Il Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 283 37,83
1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai 86
1 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan 45
Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan
) Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau 77
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN 8
3 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya a3
potensi penerimaan/pendapatan
4 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 17
peningkatan biaya/belanja
4 | Lain-lain 7
1] Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 198 26,47
1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 120
2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 59
3 | Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 1
3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal 14
4 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 4
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 748 100
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 1 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan J:::':': % Nilai %
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:
1 Kerugian Negara 483 38,83 673.230,06 12,84
USD 1.062,76
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp683.792,84
1 | Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 30 6.237,19
usD 2,17
Jumlah Rupiah Total Rp6.258,73
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 21 6.006,97
3 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan 5 35.974,10
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 93 111.803,15
5 :gzbki)f;‘:l:n:embayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ 139 107.378,42
6 | Pemahalan harga (Mark up) 19 246.853,69
7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 3 1.095,56
3 Z:ieyfapﬁ(zrrj;alanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang 58 15.939,68
USD 1.060,59
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp26.480,92
9 Zietr:tl;?)\l/(aafn honorarium ganda dan atau melebihi standar yang 32 10.544,74
10 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 19 81.516,33
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 44 40.904,88
12 Eifg:s:n Iz)e:]zzanpszr;i kiarlr:gi::mbayaran restitusi  pajak atau 1 2.015,91
13 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai 1 65,00
ketentuan dan merugikan negara
14 | Lain-lain 18 6.894,44
] Potensi Kerugian Negara 56 4,50 2.282.886,19 43,52
USD 1.000,00
Jumlah Rupiah Total Rp2.292.815,19
1 Ketida'ksesuaian pfekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran 3 15.865,60
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
) Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang 1 .
hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
3 | Aset dikuasai pihak lain 17 869.660,66
4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa 1 2.705,68
5 | Aset tidak diketahui keberadaannya 11 19.198,65
6 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan 3 1.881,13

barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

USD 1.000,00

Rp11.810,13
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Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumiah % Nilai %
Kasus
7 Plutan'g/pmjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak 4 1.365.500,80
tertagih
8 | Lain-lain 6 8.073,67
[]] Kekurangan Penerimaan 203 16,32 1.759.249,51 33,54
USD 1.243,99
Jumlah Rupiah Total Rp1.771.601,09
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau
! dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara 88 107.611,86
Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
2 tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara 96 1.634.069,23
USD 1.234,40
Jumlah Rupiah Total Rp1.646.325,59
3 | Penggunaan langsung penerimaan negara 9 16.947,13
4 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 10 621,29
usD 9,59
Jumlah Rupiah Total Rp716,51
v Administrasi 395 31,75 - 0,00
Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak
1 . K 19
lengkap/tidak valid)
2 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak 78
valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan 6
anggaran
4 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak 48
menimbulkan kerugian negara)
5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 12
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 1
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan
7 - 106
perlengkapan atau Barang Milik Negara
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
8 | tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, 31
dil.
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau 1
amortisasi tidak sesuai ketentuan
Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang
10 . 38
ditentukan
11 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas 1
waktu yang ditentukan
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum
12 ] . 9
disetor ke Kas Negara
13 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 30
14 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 3
15 | Lain-lain 2
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Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No Kelompok dan Jenis Temuan Jumiah % Nilai %
Kasus
\" Ketidakhematan 54 4,34 100.440,06 1,91
usD 39,31
Jumlah Total Rupiah Rp100.830,37
1 | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 1 347,75
) P‘enetapan ‘kualltas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan 1 159,38
tidak sesuai standar
3 | Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga 52 99.932,93
UsD 39,31
Jumlah Rupiah Total Rp100.323,24
Vi Ketidakefektifan 53 4,26 429.351,88 8,19
1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai 6 1.181,42
peruntukan
) Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana 3 593,15
yang ditetapkan
3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 36 422.834,72
4 Pelaksanaan ke'glatan terlambét/terhamk?at stehmgga 7 4.687,85
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
5 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan 1 5474
dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai !
1.244 100 5.245.157,70 100
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan USD 3.346,06
EUR 0,82
Jumlah Rupiah Total Rp5.278.391,37

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013
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Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012

Re EntiashEnerinchpeset Tahzr:;:)os Tah?:':;:mg Tah?l:"ZI:JIO Taiz:"z‘:)n Tah?::::)lz
1 |Prov. Aceh
LKPD 24 24 24 24 18
1 1 Prov. Aceh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 2 Kab. Aceh Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 3 | Kab. Aceh Barat Daya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 4 | Kab. Aceh Besar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 5 | Kab. Aceh Jaya 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 6 | Kab. Aceh Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 7 | Kab. Aceh Singkil 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 8 | Kab. Aceh Tamiang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 9 | Kab. Aceh Tengah 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
10 10 | Kab. Aceh Tenggara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 11 | Kab. Aceh Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 12 |Kab. Aceh Utara 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
13 13 | Kab. Bener Meriah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 14 | Kab. Bireuen 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
15 15 | Kab. Gayo Lues 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 16 | Kab. Nagan Raya 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
17 17 | Kab. Pidie 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 18 | Kab. Pidie Jaya 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 19 | Kab. Simeulue 1 WDP 1 T™W™W 1 ™ 1 WDP
20 20 | Kota Banda Aceh 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
21 21 | Kota Langsa 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 22 | Kota Lhokseumawe 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
23 23 | Kota Sabang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
24 24 | Kota Subulussalam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 | Prov. Sumatera Utara
LKPD 27 29 34 34 25

1 25 | Prov. Sumatera Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 26 | Kab. Asahan 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 27 | Kab. Batubara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 28 | Kab. Dairi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 29 | Kab. Deli Serdang 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
6 30 | Kab. Humbang Hasundutan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
7 31 | Kab. Karo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 32 | Kab. Labuhanbatu 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 34 | Kab. Labuhanbatu Utara 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
11 35 | Kab. Langkat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 36 | Kab. Mandailing Natal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
13 37 | Kab. Nias 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 38 | Kab. Nias Barat 1 TMP 1 TMP
15 39 [ Kab. Nias Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
16 40 | Kab. Nias Utara 1 TMP 1 TMP
17 41 | Kab. Padang Lawas 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
18 42 | Kab. Padang Lawas Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP
19 43 | Kab. Pakpak Bharat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 44 | Kab. Samosir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 45 | Kab. Serdang Bedagai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 46 | Kab. Simalungun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 47 | Kab. Tapanuli Selatan 1 TMP 1 TW 1 W 1 WDP 1 WDP
24 48 | Kab. Tapanuli Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
25 49 | Kab. Tapanuli Utara 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 50 | Kab. Toba Samosir 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 51 | Kota Binjai 1 WDP 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP
28 52 | Kota Gunung Sitoli 1 WDP 1 WDP
29 53 | Kota Medan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
30 54 | Kota Padangsidimpuan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 55 | Kota Pematangsiantar 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 56 | Kota Sibolga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
33 57 | Kota Tanjungbalai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 58 | Kota Tebing Tinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
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q g ini ini ini ini ini
No. Entitas Pemerintah Daerah T e T e i
3 | Prov. Sumatera Barat
LKPD 20 20 20 20 19
1 59 | Prov. Sumatera Barat 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 60 | Kab. Agam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 61 | Kab. Dharmasraya 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 62 | Kab. Kep. Mentawai 1 WDP 1 WDP 1 WbDP 1 WDP 1 WDP
5 63 | Kab. Lima Puluh Kota 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 64 | Kab. Padang Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 65 | Kab. Pasaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 66 | Kab. Pasaman Barat 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 67 | Kab. Pesisir Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 68 | Kab. Sijunjung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 69 | Kab. Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 70 | Kab. Solok Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
13 71 | Kab. Tanah Datar 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
14 72 | Kota Bukittinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 73 | Kota Padang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
16 74 | Kota Padang Panjang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
17 75 | Kota Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 76 | Kota Payakumbuh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 77 | Kota Sawahlunto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 78 | Kota Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
4 | Prov. Riau
LKPD 12 12 13 13 9
1 79 | Prov. Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
2 80 [ Kab. Bengkalis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 81 | Kab. Indragiri Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 82 | Kab. Indragiri Hulu 1 TMP 1 TMP 1 ™ 1 WDP
5 83 | Kab. Kampar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 84 | Kab. Kepulauan Meranti 1 WDP 1 WDP
7 85 | Kab. Kuantan Singingi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
8 86 | Kab. Pelalawan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 87 | Kab. Rokan Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 88 | Kab. Rokan Hulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 89 | Kab. Siak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
12 90 | Kota Dumai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 91 | Kota Pekanbaru 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | Prov. Jambi
LKPD 11 12 12 12 12
1 92 | Prov. Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 93 | Kab. Batang Hari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
3 94 | Kab. Bungo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 95 | Kab. Kerinci 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 96 | Kab. Merangin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 97 | Kab. Muaro Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 98 | Kab. Sarolangun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 99 | Kab. Tanjung Jabung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
10 101 | Kab. Tebo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 102 | Kota Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 103 | Kota Sungai Penuh 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 | Prov. Sumatera Selatan
LKPD 16 16 16 16 16
1 104 | Prov. Sumatera Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 105 | Kab. Banyuasin 1 TMP 1 TW 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
3 106 |Kab. Empat Lawang 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP
4 107 | Kab. Lahat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 108 | Kab. Muara Enim 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 109 | Kab. Musi Banyuasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 110 | Kab. Musi Rawas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 111 | Kab. Ogan Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 112 | Kab. Ogan Komering llir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
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o q ini ini ini ini ini
No. Entitas Pemerintah Daerah T B AT S e
10 113 | Kab. Ogan Komering Ulu 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 114 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
13 116 | Kota Lubuklinggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 117 | Kota Pagar Alam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 118 | Kota Palembang 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
16 119 | Kota Prabumulih 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | Prov. Bengkulu
LKPD 10 11 11 11 11
1 120 | Prov. Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 121 | Kab. Bengkulu Selatan 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 122 | Kab. Bengkulu Tengah 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
4 123 | Kab. Bengkulu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 124 | Kab. Kaur 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 125 | Kab. Kepahiang 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
7 126 | Kab. Lebong 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
8 127 | Kab. Mukomuko 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 128 | Kab. Rejang Lebong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 129 | Kab. Seluma 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP
11 130 | Kota Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
8 |Prov. Lampung
LKPD 11 12 15 15 15
1 131 | Prov. Lampung 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
2 132 | Kab. Lampung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
3 133 | Kab. Lampung Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP
4 134 | Kab. Lampung Tengah 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 135 | Kab. Lampung Timur 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
6 136 | Kab. Lampung Utara 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 TW
7 137 | Kab. Mesuji 1 WDP 1 TMP 1 WDP
8 138 | Kab. Pesawaran 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 139 | Kab. Pesisir Barat
10 140 | Kab. Pringsewu 1 TMP 1 WDP 1 TMP
11 141 | Kab. Tanggamus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 142 | Kab. Tulang Bawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 143 | Kab. Tulang Bawang Barat 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 144 | Kab. Way Kanan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
15 145 | Kota Bandar Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
16 146 | Kota Metro 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung
LKPD 8 8 8 8 8
1 147 | Prov. Bangka Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 148 | Kab. Bangka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
3 149 | Kab. Bangka Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 150 | Kab. Bangka Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 151 | Kab. Bangka Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
6 152 | Kab. Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 153 | Kab. Belitung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 154 | Kota Pangkalpinang 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | Prov. Kepulauan Riau
LKPD 7 8 8 8 8
1 155 | Prov. Kepulauan Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 156 | Kab. Bintan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
3 157 | Kab. Karimun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 158 | Kab. Kepulauan Anambas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 159 | Kab. Lingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 160 | Kab. Natuna 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 161 | Kota Batam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
8 162 | Kota Tanjungpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

Halaman 4 - Lampiran 8

5 q ini ini ini ini ini
No. Entitas Pemerintah Daerah T e T e i
11 | Prov. DKI Jakarta
LKPD 1 1 1 1 1
1 163 | Prov. DKl Jakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
12 | Prov. Jawa Barat
LKPD 27 27 27 27 27
1 164 | Prov. Jawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 165 | Kab. Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 166 | Kab. Bandung Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 167 | Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 168 | Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 169 | Kab. Ciamis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 170 | Kab. Cianjur 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 171 | Kab. Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 172 | Kab. Garut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 173 | Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 WbDP 1 WDP 1 WDP
11 174 | Kab. Karawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 175 | Kab. Kuningan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 176 | Kab. Majalengka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 177 | Kab. Pangandaran
15 178 | Kab. Purwakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 179 | Kab. Subang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 180 | Kab. Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 181 | Kab. Sumedang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 182 | Kab. Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 183 | Kota Bandung 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 184 | Kota Banjar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
22 185 | Kota Bekasi 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 186 | Kota Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 187 | Kota Cimahi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 188 | Kota Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 189 | Kota Depok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
27 190 | Kota Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 191 | Kota Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | Prov. Jawa Tengah
LKPD 36 36 36 36 36
1 192 | Prov. Jawa Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
2 193 | Kab. Banjarnegara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 194 | Kab. Banyumas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
4 195 | Kab. Batang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 196 | Kab. Blora 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 197 | Kab. Boyolali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
7 198 | Kab. Brebes 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 199 | Kab. Cilacap 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 200 | Kab. Demak 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
10 201 | Kab. Grobogan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 202 | Kab. Jepara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
12 203 | Kab. Karanganyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 204 | Kab. Kebumen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 205 | Kab. Kendal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 206 | Kab. Klaten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 207 | Kab. Kudus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
17 208 | Kab. Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 209 | Kab. Pati 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 210 | Kab. Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 211 | Kab. Pemalang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 212 | Kab. Purbalingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 213 | Kab. Purworejo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 214 | Kab. Rembang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 215 | Kab. Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
25 216 | Kab. Sragen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 217 | Kab. Sukoharjo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 218 | Kab. Tegal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 219 | Kab. Temanggung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
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29 220 | Kab. Wonogiri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 221 | Kab. Wonosobo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 222 | Kota Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 223 | Kota Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
33 224 | Kota Salatiga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 225 | Kota Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
35 226 | Kota Surakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
36 227 | Kota Tegal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
14 | Prov. D.l. Yogyakarta
LKPD 6 6 6 6 6
1 228 | Prov. D.I. Yogyakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP
2 229 | Kab. Bantul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
3 230 | Kab. Gunung Kidul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 231 | Kab. Kulon Progo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 232 | Kab. Sleman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
6 233 | Kota Yogyakarta 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
15 | Prov. Jawa Timur
LKPD 39 39 39 39 39
1 234 | Prov. Jawa Timur 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
2 235 | Kab. Bangkalan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 236 | Kab. Banyuwangi 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 237 | Kab. Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 238 | Kab. Bojonegoro 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 239 | Kab. Bondowoso 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
7 240 | Kab. Gresik 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 241 | Kab. Jember 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
9 242 | Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 243 | Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 244 | Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 245 | Kab. Lumajang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 246 | Kab. Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 247 | Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 248 | Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 249 | Kab. Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
17 250 | Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 251 | Kab. Ngawi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 252 | Kab. Pacitan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP
20 253 | Kab. Pamekasan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
21 254 | Kab. Pasuruan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 255 | Kab. Ponorogo 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 256 | Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 257 | Kab. Sampang 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 258 | Kab. Sidoarjo 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 259 | Kab. Situbondo 1 W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 260 | Kab. Sumenep 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 261 | Kab. Trenggalek 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 262 | Kab. Tuban 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
30 263 | Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
31 264 | Kota Batu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
32 265 | Kota Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
33 266 | Kota Kediri 1 ™™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 267 | Kota Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
35 268 | Kota Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
36 269 | Kota Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
37 270 | Kota Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
38 271 | Kota Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
39 272 | Kota Surabaya 1 TMP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP
16 | Prov. Banten
LKPD 8 9 9 9 9
1 273 | Prov. Banten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 274 | Kab. Lebak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 275 | Kab. Pandeglang 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
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4 276 | Kab. Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
5 277 | Kab. Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 278 | Kota Cilegon 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
7 279 | Kota Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 280 | Kota Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 281 | Kota Tangerang Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
17 | Prov. Bali
LKPD 10 10 10 10 10
1 282 | Prov. Bali 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 283 | Kab. Badung 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
3 284 | Kab. Bangli 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 285 | Kab. Buleleng 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
5 286 | Kab. Gianyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 287 | Kab. Jembrana 1 T™MP 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
7 288 | Kab. Karangasem 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 289 | Kab. Klungkung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 290 | Kab. Tabanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
10 291 | Kota Denpasar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 | Prov. Nusa Tenggara Barat
LKPD 10 11 11 11 10
1 292 | Prov. Nusa Tenggara Barat 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WTP 1 WTP
2 293 | Kab. Bima 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 294 | Kab. Dompu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
4 295 | Kab. Lombok Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 296 | Kab. Lombok Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
6 297 | Kab. Lombok Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 298 | Kab. Lombok Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 299 | Kab. Sumbawa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 300 | Kab. Sumbawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 301 | Kota Bima 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
11 302 | Kota Mataram 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | Prov. Nusa Tenggara Timur
LKPD 20 21 22 22 10
1 303 | Prov. Nusa Tenggara Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 304 | Kab. Alor 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
3 305 | Kab. Belu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 306 | Kab. Ende 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
5 307 | Kab. Flores Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 308 | Kab. Kupang 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 T™MP
7 309 | Kab. Lembata 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
8 310 | Kab. Manggarai 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
9 311 | Kab. Manggarai Barat 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP
10 312 | Kab. Manggarai Timur 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
11 313 | Kab. Nagekeo 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 314 | Kab. Ngada 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
13 315 | Kab. Rote Ndao 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
14 316 | Kab. Sabu Raijua 1 WDP 1 WDP
15 317 | Kab. Sikka 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
16 318 | Kab. Sumba Barat 1 WDP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
17 319 | Kab. Sumba Barat Daya 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 320 | Kab. Sumba Tengah 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 321 | Kab. Sumba Timur 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP
20 322 | Kab. Timor Tengah Selatan 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
21 323 | Kab. Timor Tengah Utara 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
22 324 | Kota Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | Prov. Kalimantan Barat
LKPD 14 15 15 15 10
1 325 | Prov. Kalimantan Barat 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 326 | Kab. Bengkayang 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 327 | Kab. Kapuas Hulu 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 328 | Kab. Kayong Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
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5 329 | Kab. Ketapang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 330 | Kab. Kubu Raya 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
7 331 | Kab. Landak 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
8 332 | Kab. Melawi 1 T™MP 1 TW 1 TW 1 TW
9 333 | Kab. Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 334 | Kab. Sambas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 335 | Kab. Sanggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 336 | Kab. Sekadau 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 337 | Kab. Sintang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
14 338 | Kota Pontianak 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
15 339 | Kota Singkawang 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP
21 | Prov. Kalimantan Tengah
LKPD 15 15 15 15 11
1 340 | Prov. Kalimantan Tengah 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 TMP
2 341 | Kab. Barito Selatan 1 TW 1 TW 1 TW 1 TMP
3 342 | Kab. Barito Timur 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 TMP
4 343 | Kab. Barito Utara 1 TW 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
5 344 | Kab. Gunung Mas 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
6 345 | Kab. Kapuas 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 346 | Kab. Katingan 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
8 347 | Kab. Kotawaringin Barat 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 348 | Kab. Kotawaringin Timur 1 ™™ 1 T™W™W 1 T™W 1 WDP 1 TMP
10 349 | Kab. Lamandau 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 350 | Kab. Murung Raya 1 ™™ 1 T™W™W 1 ™ 1 WDP 1 WDP
12 351 | Kab. Pulang Pisau 1 W 1 T™W 1 T™W 1 T™W 1 TMP
13 352 | Kab. Seruyan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 353 | Kab. Sukamara 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP
15 354 | Kota Palangka Raya 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
22 | Prov. Kalimantan Selatan
LKPD 14 14 14 14 12
1 355 | Prov. Kalimantan Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 356 | Kab. Balangan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 357 | Kab. Banjar 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
4 358 | Kab. Barito Kuala 1 W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 359 [ Kab. Hulu Sungai Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 360 | Kab. Hulu Sungai Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 361 | Kab. Hulu Sungai Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 362 | Kab. Kotabaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TW
9 363 | Kab. Tabalong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
10 364 | Kab. Tanah Bumbu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 365 | Kab. Tanah Laut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 366 | Kab. Tapin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 367 | Kota Banjarbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 368 | Kota Banjarmasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 | Prov. Kalimantan Timur
LKPD 12 12 12 12 -
1 369 | Prov. Kalimantan Timur 1 ™ 1 W 1 WDP 1 WDP
2 370 | Kab. Berau 1 TW 1 TW 1 WDP 1 WDP
3 371 | Kab. Bulungan 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP
4 372 | Kab. Kutai Barat 1 TW 1 TW 1 TW 1 WDP
5 373 | Kab. Kutai Kartanegara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
6 374 | Kab. Kutai Timur 1 T™MP 1 TMP 1 T™W 1 ™
7 375 | Kab. Paser 1 W 1 T™W 1 T™W 1 WDP
8 376 | Kab. Penajam Paser Utara 1 WDP 1 T™W™W 1 T™W 1 WDP
9 377 | Kota Balikpapan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 378 | Kota Bontang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 379 | Kota Samarinda 1 TMP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
12 380 | Kota Tarakan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | Prov. Kalimantan Utara
LKPD
1 381 | Prov. Kalimantan Utara 2 3 3 3 -
2 382 | Kab. Malinau 1 W 1 WDP 1 T™W 1 WDP
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383 | Kab. Nunukan 1 WDP 1 TW 1 ™ 1 WDP
4 384 | Kab. Tana Tidung 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
25 | Prov. Sulawesi Utara
LKPD 14 16 16 16 12
1 385 | Prov. Sulawesi Utara 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
2 386 | Kab. Bolaang Mongondow 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 TMP 1 TMP
3 387 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 388 | Kab. Bolaang Mongondow Timur 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
5 389 | Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 TMP
6 390 | Kab. Kepulauan Sangihe 1 WDP 1 TW 1 T™W 1 TMP 1 TMP
7 391 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1 WDP 1 WDP 1 W 1 WDP 1 WDP
8 392 | Kab. Kepulauan Talaud 1 T™MP 1 TMP 1 W 1 TMP 1 T™W
9 393 | Kab. Minahasa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 ™™
10 394 | Kab. Minahasa Selatan 1 TW 1 TW 1 T™MP 1 TMP
11 395 | Kab. Minahasa Tenggara 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
12 396 | Kab. Minahasa Utara 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
13 397 | Kota Bitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
14 398 | Kota Kotamobagu 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 T™W
15 399 | Kota Manado 1 WDP 1 ™ 1 TMP 1 T™W™W 1 WDP
16 400 | Kota Tomohon 1 ™ 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
26 | Prov. Sulawesi Tengah
LKPD 11 12 12 12 12
1 401 | Prov. Sulawesi Tengah 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 402 | Kab. Banggai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 403 | Kab. Banggai Kepulauan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
4 404 | Kab. Buol 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 TMP
5 405 | Kab. Donggala 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
6 406 | Kab. Morowali 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
7 407 | Kab. Parigi Moutong 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 408 | Kab. Poso 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
9 409 | Kab. Sigi 1 TMP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
10 410 | Kab. Tojo Una-Una 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
11 411 | Kab. Tolitoli 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 412 | Kota Palu 1 TMP 1 TMP 1 WbDP 1 WDP 1 WTP
27 | Prov. Sulawesi Selatan
LKPD 24 25 25 25 25
1 413 | Prov. Sulawesi Selatan 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 414 | Kab. Bantaeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 415 | Kab. Barru 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 416 | Kab. Bone 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 417 | Kab. Bulukumba 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
6 418 | Kab. Enrekang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 419 | Kab. Gowa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
8 420 | Kab. Jeneponto 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
9 421 | Kab. Kep. Selayar 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 422 | Kab. Luwu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
11 423 | Kab. Luwu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
12 424 | Kab. Luwu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
13 425 | Kab. Maros 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
14 426 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
15 427 | Kab. Pinrang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
16 428 | Kab. Sidenreng Rappang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 429 | Kab. Sinjai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 430 | Kab. Soppeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
19 431 | Kab. Takalar 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
20 432 | Kab. Tana Toraja 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
21 433 | Kab. Toraja Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 434 | Kab. Wajo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
23 435 | Kota Makassar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 436 | Kota Palopo 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
25 437 | Kota Pare-Pare 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
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28 | Prov. Sulawesi Tenggara
LKPD 13 13 13 13 12
1 438 | Prov. Sulawesi Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 439 | Kab. Bombana 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
3 440 | Kab. Buton 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
4 441 | Kab. Buton Utara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 442 | Kab. Kolaka 1 TW 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 443 | Kab. Kolaka Utara 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 444 | Kab. Konawe 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
8 445 | Kab. Konawe Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
9 446 | Kab. Konawe Utara 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
10 | 447 | Kab. Muna 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
11 | 448 | Kab. Wakatobi 1 T™MP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 449 | Kota Baubau 1 TW 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 | 450 | Kota Kendari 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 | Prov. Gorontalo
LKPD 7 7 7 7 7
1 451 | Prov. Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 452 | Kab. Boalemo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 453 | Kab. Bone Bolango 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 454 | Kab. Gorontalo 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
5 455 | Kab. Gorontalo Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 456 | Kab. Pohuwato 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 457 | Kota Gorontalo 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 | Prov. Sulawesi Barat
LKPD 6 6 6 6 6
1 458 | Prov. Sulawesi Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 459 | Kab. Majene 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 460 | Kab. Mamasa 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
4 461 | Kab. Mamuju 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
5 462 | Kab. Mamuju Utara 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 463 | Kab. Polewali Mandar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 | Prov. Maluku
LKPD 9 12 12 12 3
1 464 | Prov. Maluku 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
2 465 | Kab. Buru 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
3 466 | Kab. Buru Selatan 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
4 467 | Kab. Kepulauan Aru 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
5 468 | Kab. Maluku Barat Daya 1 T™MP 1 T™P 1 TMP
6 469 | Kab. Maluku Tengah 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
7 470 | Kab. Maluku Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
8 471 | Kab. Maluku Tenggara Barat 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
9 472 | Kab. Seram Bagian Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 473 | Kab. Seram Bagian Timur 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
11 | 474 | Kota Ambon 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
12 | 475 | Kota Tual 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
32 | Prov. Maluku Utara
LKPD 9 9 10 10 4
1 476 | Prov. Maluku Utara 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
2 477 | Kab. Halmahera Barat 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 TMP
3 478 | Kab. Halmahera Selatan 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 479 | Kab. Halmahera Tengah 1 TMP 1 TW 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
5 480 | Kab. Halmahera Timur 1 TMP 1 ™ 1 T™P 1 TMP
6 481 | Kab. Halmahera Utara 1 TMP 1 W 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
7 482 | Kab. Kepulauan Sula 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP
8 483 | Kab. Pulau Morotai 1 T™MP 1 TMP
9 484 | Kota Ternate 1 T™MP 1 TW 1 T™MP 1 WDP
10 | 485 | Kota Tidore Kepulauan 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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33 | Prov. Papua
LKPD 22 23 28 30 10
1 486 | Prov. Papua 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
2 487 | Kab. Asmat 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 488 | Kab. Biak Numfor 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
4 489 | Kab. Boven Digoel 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
5 490 | Kab. Deiyai 1 TMP
6 491 | Kab. Dogiyai 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
7 492 | Kab. Intan Jaya 1 TMP
8 493 | Kab. Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 494 | Kab. Jayawijaya 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 495 | Kab. Keerom 1 T™MP 1 T™MP 1 T™P 1 TMP
11 | 496 | Kab. Kepulauan Yapen 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 WDP
12 497 | Kab. Lanny Jaya 1 T™MP 1 TMP
13 498 | Kab. Mamberamo Raya 1 TMP 1 TMP 1 T™MP
14 499 | Kab. Mamberamo Tengah 1 T™P 1 TMP
15 500 | Kab. Mappi 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
16 501 | Kab. Merauke 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
17 502 | Kab. Mimika 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 503 | Kab. Nabire 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TW
19 504 | Kab. Nduga 1 T™MP 1 TMP
20 505 | Kab. Paniai 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
21 506 | Kab. Pegunungan Bintang 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 T™W 1 WDP
22 507 | Kab. Puncak 1 T™MP 1 TMP
23 508 | Kab. Puncak Jaya 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 TMP
24 509 | Kab. Sarmi 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
25 510 | Kab. Supiori 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
26 511 | Kab. Tolikara 1 T™MP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
27 512 | Kab. Waropen 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
28 513 | Kab. Yahukimo 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
29 514 | Kab. Yalimo 1 T™MP 1 TMP
30 515 | Kota Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 | Prov. Papua Barat
LKPD 10 10 12 12 2
1 516 | Prov. Papua Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
2 517 | Kab. Fakfak 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
3 518 | Kab. Kaimana 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 TMP
4 519 | Kab. Manokwari 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 TMP
5 520 | Kab. Manokwari Selatan
6 521 | Kab. Maybrat 1 T™MP 1 TMP
7 522 | Kab. Pegunungan Arfak
8 523 | Kab. Raja Ampat 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
9 524 | Kab. Sorong 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
10 525 | Kab. Sorong Selatan 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 526 | Kab. Tambrauw 1 T™MP 1 TMP
12 527 | Kab. Teluk Bintuni 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
13 528 | Kab. Teluk Wondama 1 TMP 1 TMP 1 T™P 1 TMP
14 529 | Kota Sorong 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP
Jumlah 485 504 522 524 415
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
™ : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
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Lampiran 9
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
. Jumlah Kasus
No. Kelompok dan Jenis Temuan —
Provinsi | Kabupaten Kota Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 105 1.184 297 1.586
1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 47 689 159 895
2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 44 360 94 498
3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan - 10 6 16
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 13 116 34 163
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung
5 ) 1 9 4 14
SDM yang memadai
" Kelemahan Sistem Pen.gendallan Pelaksanaan Anggaran 160 1.384 391 1.935
Pendapatan dan Belanja
1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai 53 444 120 617
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
2 | penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai 20 181 48 249
ketentuan
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
3 | bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang 49 419 102 570
diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD 4 43 11 58
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
5 | dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ 18 224 82 324
pendapatan
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum 7 57 19 83
dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
7 | Lain-lain 9 16 9 34
Il | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 70 646 175 891
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur 0 346 99 485
atau keseluruhan prosedur
) S.OP yar\g a(.ja pada entitas tidak berjalan secara optimal atau 7 203 47 277
tidak ditaati
3 | Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern - 1 3 4
4 Satl'Jan Peng?was Intern yang ada tidak memadai atau tidak 5 79 18 99
berjalan optimal
5 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 1 17 8 26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 335 3.214 863 4.412
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Halaman 1 - Lampiran 10

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
. Provinsi Kabupaten Kota
No. Kelompok dan Jenis 1 Iak _
Jumlah - Jumlah _— Jumlah - Nilai
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perund dangan yang M kibatkan
| Kerugian Daerah 262 148.010,85 1.448 415.735,31 345 80.258,86 2.055 644.005,02
1 | Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 32 27.265,91 97 26.708,33 20 2.834,19 149 56.808,43
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 13 7.093,21 61 14.078,26 15 2.731,28 89 23.902,75
3 Rekan_an pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 5 915,43 20 7.596,83 4 164,67 29 8.976,03
pekerjaan
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 76 35.122,61 343 92.686,57 81 20.436,63 500 148.245,81
5 | Ketebihan pembayaran selain kekurangan volume 30 10.477,37 173 23.210,19 36 2.706,17 239| 3639373
pekerjaan dan/atau barang
6 | Pemahalan harga (Mark up) 7 2.107,10 33 7.762,38 13 7.058,88 53 16.928,36
7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 4 1.337,85 92 49.193,47 15 1.469,53 111 52.000,85
g | Biava Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi 19 11.851,99 161 36.081,75 42 9.907,07 222 57.840,81
standar yang ditetapkan
g | Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi 7 1.841,37 64 11.036,23 26 5.604,96 97 18.482,56
standar yang ditetapkan
10 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai 17 16.751,30 49 17.865,78 16 2.904,42 82 37.521,50
dengan kontrak
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 38 27.263,31 238 47.197,53 56 14.987,79 332 89.448,63
12 ;Pneancgeimballan pinjaman/piutang atau dana bergulir a ) 3 26.933,48 3 } 3 26.933,48

13 PenJufalan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak . . 2 235,65 . . P 235,65
sesuai ketentuan dan merugikan daerah

14 | Lain-lain 14 5.983,40 107 55.148,86 21 9.153,27 142 70.285,53
1] Potensi Kerugian Daerah 31 52.841,25 235 561.099,31 75 272.201,46 341 886.142,02
USD 1.100,00 - - USD 1.100,00
Jumlah Rupiah 63.763,15 561.099,31 272.201,46 897.063,92
Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi
1 | pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 8 3.447,89 35 14.495,83 14 1.663,32 57 19.607,04
seluruhnya
Rekanan belum melaksanakan kewajiban
2 | pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah 2 - 19 2.354,88 5 130,50 26 2.485,38
rusak selama masa pemeliharaan
3 | Aset dikuasai pihak lain 9 5.741,80 50 32.206,96 13 137.840,59 72 175.789,35
4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa - - 3 6.440,01 1 - 4 6.440,01
5 | Aset tidak diketahui keberadaannya 5 30.153,13 50 428.145,43 12 15.762,31 67 474.060,87

Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
6 | pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak 1 - 4 287,70 2 76,08 7 363,78
sesuai ketentuan

USD 1.100,00 - - -| USD 1.100,00
Jumlah Rupiah 10.921,90 287,70 76,08 - 11.285,68
7 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk 1 ) 1 224,00 3 84.135,86 5 84.359,86
menyerahkan aset kepada daerah
g | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi 1 7.758,82 24 47.909,62 13 29.255,28 58| 8492372
tidak tertagih
9 | Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan - - - - 2 112,89 2 112,89
10 | Lain-lain 4 5.739,61 29 29.034,88 10 3.224,63 43 37.999,12
mn Kekurangan Penerimaan 84 47.580,55 645 202.173,05 160 31.586,12 889 281.339,72
- USD 161,63 - USD 161,63
Jumlah Rupiah 47.580,55 203.777,87 31.586,12 282.944,54
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
1 | ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas 41 7.800,87 258 45.653,34 57 8.762,24 356 62.216,45
Daerah
- usD 0,45 - - UsD 0,45
Jumlah Rupiah 7.800,87 45.657,81 8.762,24 - 62.220,92

Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda
2 | keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ 38 38.741,61 330 141.265,43 85 18.996,25 453 199.003,29
diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah

- USD 161,18 - - UsSD 161,18
Jumlah Rupiah 38.741,61 142.865,79 18.996,25 - 200.603,65
3 | Penggunaan langsung Penerimaan Daerah 3 711,10 30 11.269,89 6 697,34 39 12.678,33

4 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum ; ) 2 195,75 } } 5 195,75
masuk ke kas Daerah

Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh

instansi yang tidak berhak 1 323,33 6 802,34 3 1.499,24 10 2.624,91

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari

1 3,64 8 2.313,73 6 1.580,35 15 3.897,72
ketentuan
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Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
. . L Provinsi Kabupaten Kota
No. K pok dan Jenis 1ak -
Jumlah _ Jumlah _ Jumlah i Nilai
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
7 | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah - - 1 36,00 - - 1 36,00
8 | Lain-lain - - 10 636,57 3 50,70 13 687,27
v Administrasi 150 1.581 432 2.163 -
1 Pertapggungjawaban perjalar)an dinas tidak akuntabel 4 39 18 61
(bukti tidak lengkap/tidak valid)
2 Pertanggl{ngjawa_ban t‘1dak akunt?bel (Pukh tlda.k 51 244 117 612
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau ; 1 3 15
penetapan anggaran
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
4 (tidak menimbulkan kerugian daerah) 9 46 24 79
5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 4 7 2 13
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 1 3 1 5
7 Penyimpangan terhadap peraturan perfUl_J.bidang 2% 295 83 204
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
8 | undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, 11 165 55 231
pertambangan, perpajakan, dll.
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan } 2 R 5
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
10 Penyetoran pfenerlmaan negara/daerah melebihi batas 16 174 20 230
waktu yang ditentukan
Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
1 melebihi batas waktu yang ditentukan 6 %6 14 116
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun
12 1 1
Anggaran belum disetor ke kas daerah 3 55 3 7
13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung 5 54 14 73
bukti yang sah
14 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 14 152 43 209
15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah - 14 2 16
16 | Lain-lain - 23 3 26
\" Ketidakhematan 29 57.061,89 122 49.554,30 57 33.481,07 208 140.097,26
1 | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 2 580,27 1 129,51 1 1.658,45 4 2.368,23
2 P.enetapan lfualltas dap kuantitas barang/jasa yang a } 7 1.625,91 : } 7 1.625,91
digunakan tidak sesuai standar
3 | Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau 27 56.481,62 114 47.798,88 56 31.822,62 197|  136.103,12
kemahalan harga
Vi Ketidakefisienan - - - - 1 - 1 -
Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output
1 . L - - - - 1 - 1 -
lebih besar/tinggi dari yang seharusnya
vil Ketidakefektifan 16 128.199,28 153 270.798,19 50 79.446,48 219 478.443,95
1 | Penegunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai 7 3.288,23 97|  179.567,80 26 30.304,35 130 | 213.160,38
peruntukan
2 Pemanfaatan barang/Ja.sa dilakukan tidak sesuai : a 3 13.640,79 1 ; 9 13.640,79
dengan rencana yang ditetapkan
3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 6 122.104,45 23 71.120,75 11 19.698,11 40 212.923,31
2 Pemanfa_atan l?arang/Jasa_l t'ld_ak berdampak terhadap } ) 2 697,80 1 2.355,00 5 3.052,80
pencapaian tujuan organisasi
5 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga 2 978,66 9 4.715,68 7 26.969,02 18| 3266336
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
6 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal - - 3 1.055,37 1 120,00 4 1.175,37
Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak
7 | diselenggarakan dengan baik termasuk target 1 1.827,94 8 - 3 - 12 1.827,94
penerimaan tidak tercapai
8 | Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif - - 1 - - - 1 -
Total Keti han terhadap Perundang: | 572 433.693,82 4.184 1.499.360,16 1.120 496.973,99 5.876 2.430.027,97
UsD 1.100,00 USD 161,63 - USD 1.261,63
Jumlah Rupiah 444.615,72 1.500.964,98 496.973,99 2.442.554,69
Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 28 Juni 2013
2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

(sejea nqu uep yeidnu eanf weje, )

- - - 0518 4 - - - 96°0L T 60'L9T € S6'6TL T v 9 4 s wejessningns €103 | 8T | 8T
- - - 00'568'S T - 00T T - 1 05'90€°T 1 0§'sTTL o1 € 9 4 s Bueqeseioy | /T | /T
- - - - - £6'€0S - - ET'2L6'T 1 81'L6 4 VTELST ot v v v T amewnasyoyeloy | 9T | 9T
- - - L6'6TC'T T 00901 978 T - - 88°0T T 6V'6TLT T 12 L v ST esgueteloy [ ST | ST
- - 16'86T - - z€'98Y - - - - 9L'sTT S 80'70L 13 T v 1 9 yady epueg elo) | vT | ¢T
- - - - T - 0r'€0Z'T 4 9€'589'7 € 68°LST € S9'970°9 9T 8 S L (4 eheraipid ‘qey | €T | €T
- - - - - 80'907 z9'0r T - - T6'9€T 4 79'e8€ 6 8 S 8 124 alpid qey | ZT | 2T
- - - - - - €9't9TasN |- - - - - €9'19T @SN - - - - -

- - - or'L6z 1 - 16'622°9 s - - - - T€'1259 o1 - T L 8T ehey uedeN ‘qe) | TT | TT
- - - 9L'T6T'T 1 - 19'28€ € - - 86'8L6 € SE'ESST a4 4 9 6 e sanjokes ‘qey | 0T | 0T
- - - S8'795'9 1 - pET0T T 1866 1 24'999 v [4833 74 6 € L v vT YeudN Jauag qe) [ 6 |6
- - ST'ErT - - - 9€'L0S € - - 060887 |8 92'88€'ST T € 9 L 9T eieINyOdY qey (8 |8
- - - - T - 0T'6¥0°T € - - 59'055'S 9 S8'665°9 8T € 8 S 9T eie88uaL yaoy qe | £ [ L
- - 106 - - - L5'0vE T - - SS'LTE 4 71899 v 1 T - 4 yesua yadoy qe |9 |9
- - 00'8TT - 4 ETLYT 98'9€ T - - S8'LY6'9T | S Y8TET'LT €1 T € - v Suelwel yaoyqey | s | S
- - - - - - L0t T 65'79€ 4 TETL € L6'Stt L T S 4 8 ehefyadv ge) | v | v
- - - - - - €8'€TTY 4 9556 T 1 08907 T 61'926'S L € L v 7T Jesagyadyqey [ € | €
- - - - - - 18915 S - - 6T'TETOT [ L 0T'8v£°0T 24 ot jas 8 (24 ehegleseg yadyqey [z | ¢
- - aL'c - - 0s'sz 0816 T 21’601 4 60'660'€ 4 T§'SZE'E 8 4 v S 24 leiegyady e [T [T
- - - - - €9°T9T ASN - - €9°T9T ASN

- - £6'TLS 8v'059°'9T | 1T 96'VLLT 20'vE8YT 1€ €5'S6L'8 41 9L'€50'59 | 8S SL'80T°L0T v0z 19 90T 6L ave yaaynoud | T

Buku Il - Lampiran

Badan Pemeriksa Keuangan

ZT0Z unye] yesaeq Yejunawad uesuenay| uesode] ueesyuawad
seju3 nInualy uenwa) yodwo|ady Jeyeq

1T uesidwet - T uewejey



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

- - 80'€8 - - - - - S 9L'SET € €5'65T T S6'€€9 L vT'626 9T T S S jas JeueisBuelewad o) | Iy | €2
STELT 95's ST6YT'C - - - - - 4 €0'VES'T 4 68'8SE°67T 4 6E°98L°E 9 TE6LIVET a3 - T v 9 uepay el0) | oF | 2T
OE'LE - 9E'ETT 00°0S 1 - - - 9 €5'61L € - - 9T'szL ot 6L'v6'T [o14 T z € 9 lefuig eoy | 65 | 12
S6'96 - 0L'1S 00°058 1 - - - 4 90'€vT 4 - - jratad € LTVIET 8 - 4 v 9 Jisowes eqoL “qey | 8€ | 0T
00'sL - 6L'69T - - - - - 1 66T € L£'08T T S8'v6S 8 €9'7£0'T €T - 14 4 9 esein ynuede) ey | L€ | 6T
- - - - - - - - S 89607 T 00'0v2'T 4 T5'159°C 4 07'S60'S o1 4 4 v 8 yesua ynuede] ‘qey | 9 | 8T
- - 80'STT - - - - - 4 £0€8S T LY'L20'T T 9€'sY8 9 98'S51°Z ot € 1 S 6 uelejas yjnuedey ‘qey | G€ | LT
L0y 6€'L yL'T9T - - - - - 9 66'€T8 4 €0'SEE 1 67'8VE v 15°L6v'T €T - 4 € s unsunjewss ‘qey | v | 9T
'y - oL'6LT - - - - - S T6'EL T 88'906'€ 4 15'vS6 s LE'SE6Y €T - 9 14 ot 1e3epag Buepsas ‘qey | €€ | ST
- - - €9'1LTT € - 0008 T L 43474 9 1198 € £8'0S'T 8 £€6'006'C 14 T 9 v T 1eseyg jeded ‘qey | ze | ¢T
- - - - - - - - v 95'8€T T 99'T1Z'T € 08'059'L ot 20'100'6 8T - z v 9 seme Sueped ‘qey | T€ | €T
- - - - - - - - S 61978 4 - - VE'8LE € €5'708°T 4 v T S ot seIN"ge) | 0 | 2T
S0°'9€ - - - - - - - 1 0T'9z€ T 002’6 1 76's0T°T 14 T€'758TT A - T v S le1eN Buijiepuen ‘qey | 62 | TT
- - TL9YT'T 79'€96'€ 4 - - - 4 v1'678 4 - - 9.'190°C ot 75'098'9 9T T € € A 1ey8uegey [ 8z | 0T
- - - - - - 1Ty T 9 LE'06T S 78'895 4 S9'EL6 L SOVST'T 1T 4 S 9 €1 eieyn nyequeyngel qey | £z |6
- - T7'0ST - - - 16'80T'T T € - - - - 76'029'T L €8'67L°E 124 4 € € 8 ueje|as nequeynget ‘qey | 9z | 8
- - €587 - - - - - v L1'%2T z - - 0T'6€T°€ 9 LT'E9v'E 48 4 4 4 9 mequeyngelqey | sz | L
¥8°06T - S9'7TT - - - 002, T 9 1€°26T € - - 0L'6€L 9 10'700°T 9T T S v ot o qey [ vz |9
- - SL'ee SE'0L 1 - 79'689 T S OEPST 4 05'sT8 € 06°zTT v £9'7S6'T 9T 1 - v S ueinpunseq Suequiny qe) | €2 | §
- - 19'09 - - - - - 9 TS'SLT € €E°S6T'Y 4 £7'007'T 6 LTTLLS [o24 T S S jas ule@-qey | 2z |t
00702 - 6€'60Y - - - - - 4 00'70T T - - L1°068 L LT'760°T o1 4 € € 8 eleqnieg ‘qey [ T2 | €
6595 - 798 - - - - - S 65'95 T 85'8LT'S v LY'18TT 8 ¥9'729'9 81 4 € v 6 ueyesy ‘qe | 02 | T
20°901 - SS'TZL LTOT0ET | T - - - € YT'SYTT 8 - - or'zeerr | €T 18'£80'67 st T 8 14 €T eieln esalewns nod [ 61 | T
ST'20'T s6'zt 62'190'9 9v'00£'6T  [OT |- vLTLET S 0T £0'608'6 €9 ££'098'85T (34 vL'686'9S | 29T | OL'TEE VT €LE g 08 86 S0z eiEIN BIDRWNS NOId | T

(sejea nqui uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidwet - Z uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep

1T uesidwe - € uewejey

- - - 00002 T 171 T 9 vL'0E € - - 89'97 z £9'887 €T - 4 4 14 folosexoy | 29 | 6T
- - - - - - - L oT'LSLE € 60'8TT°ZT 4 €L'6ST v 76'7€0'9T 9T T 12 S ot onjyemes e10y | 19 | 8T
- - - 0005 T 65'SSL'E € S 79's0v € €5'79E°S 1 wie z 96'758'6 ST 4 6 v ST ynquinyehed e10) | 09 | £T
0S°SYT - - S8'€69 1 60991 T 9 0€'7S€E 9 - - 7’199 9 89'€/8'T 14 4 v T L uewelied B0} | 65 | 9T
oT'e - S0'T L 4 SS'60T 4 9 oT'e T - - 6€'19T € STYITT vT 4 L 4 T 3uelued Suepeq e10) | 85 | ST
- - - YET 4 8v'e8 4 S T0'LY6'T v 68'596°'T € ¥1'889 6 98'80L'Y st T L L ST Sueped e10) | £S5 | ¥T
- - - - - - - € 87'0VT'T T - - 950y 4 ¥8'089'T 9 - z 9 8 183umping ex0y | 95 | €1
€8T - vS'LyT - - 19'912°T € L 8€'€CT 4 17'85C 4 17265 L LY'06T'T 124 € s 14 a3 Jeleq yeuel ‘qey [ §§ | ¢T
- - 86'L - - - - S - - 9Ly 4 9.'82T € 8€'995 ot S v A 9T Yolos‘qey [ ¥S | TT
- - - - - - - 9 T'9e T - - 9Y'TSE 9 88'88€ €1 S v € a4 Sunfunfis ‘qey | €5 | 0T
- - - - - - - v 151z € - - EPETTT [ 00'SEE'T A3 - € 4 s s |6
- - 8r'e - T 0008 T v 09715 14 - - LT'196 9 £8'SSS'T 9T € 9 S vT jeleg uewesed ‘qey | IS | 8
- - - - - - - S TT'SST'E v 18'99'T 1 8L'78T € 0£'980'S 134 - 9 z 8 uewesed ‘qe | 05 | £
- - - SL'L96'8 € 6L'85T T L vT'879 S L£9'96T 1 VETSET vT 6L'TZ8'TT 1€ 4 9 8 9T ed 3ueped ‘qe) [ 67 |9
or'zt - vL'YS 05'P9€ 1 £9's6 4 8 68'8vT v S9vy 1 96°C€E v £9'98E°T (4 1 v v 6 €10) yning ewrn qex | 8y | §
- - S0°09% - - - - 1 SY'Lov'T € - - LL°0TT'T L [44:3544 vT T S 12 ot lemeualy oy qey | Ly | ¥
- - - - - - - L 98'ZET T - - 69'TLE v S5'505 48 z v 4 8 eAeisewseyq gey | 9y | €
- - - - - 60915 T 4 16'6LY € - - 98'6LT 1 98's/T'T A 4 v 9 a4 wesy ‘qe | Sy |
- - - $0'200°T T 87'vv8 14 L 09'90T € 08'971°9T v 9Y'89T'T v 81'897°61 € € 8 v ST jeleg eivjewns Aoid | vy [ T
£V'6LT - v8'vL9 69'9v0°ZT | €T 9€'LS0°L 12 | ot STTILYT v9 LT'6L5'8E Lt 12'0L60T | L6 TL'Y9E'ER 9T€ SE v6 8L L0z jeleg esajewns ‘Aoid | €
LL'T - LL'6E - - - - 9 9T'8TY € - - 19°'00C S LL'819 vT - v 9 ot 188u1L Buiga eyoy | € | ST
- - - 6978 1 - - S 99'64T € 97’9 1 01'299's 14 TLLE6'S v - € € 9 edjoqiseloy | zv | vz

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

- - 0€'6€ - - - - - € 86'LE8 € - - S9'L9Y'T 6 £€9'S0€°T ST - 4 € S ogaLqey [ 18 | 0T
TE'ST - 77161 66'6€ T - - - ot 18'697 € £5'780°C 4 90'559 v EV'LYO'E (4 4 A 4 13 Sunqer SunfueL ‘qey | 08 | 6
- - 887091 00'€8 1 - - - L T6'ST T - T 60'586'C [ 00'780°€ 14 - L ot JAs jeseg Bunqer Bunfuel “qey | 6, |8
- - 6677 - - - - - 8 - - 87'91 4 60769 vT LELT8T 174 - T v S un3uejoes ‘qey | 8L | L
- - ve‘0L - - - - - € - - - - TE0EL S T€0€L 8 T - 1 4 1queefoseniy “gey | £ |9
- - €5'5€€ - - - - - T LTE9 4 79'LT6 S YL'0ST'E €1 £S'TYTY 1€ T s L €1 uiBueIBN “qeY [ 9L | §
- - 006 vS'2LT 1 - - - ot - - - - LTEL8T € 18'sYT°T 7T 1 - o1 24 pubay ge) | S2 | ¥
- - LL'ot - - - - - S - - 0o'zze 4 8L'8LE € 84509 ot € ¥ 8 ST osungqey | v | €
08'7Z - 59199 - - - sz'zot T 6 08'7Z T 89'60'S € S9'199 € 8€'867'9 JAs - 8 L ST e Bueleg ‘qey [ €4 [ ¢
06'TT - L6'SLTY - 1 - SS'8YT T ot €L'€T 4 - € LT'S0S'7 43 SY'LoLy 6T € 6 41 124 lquernoid [zL [T
1029 - S9'106°L 6S'sEET | S - 08'05t z v8 80TEE'T ST v8'66L'8 61 $9'656'8T | S8 96'9L8'TE otz a1 s vL 8€T lquerAoid | §
- - T 8Y'8ST T - TY'80T'T L vT - - - - 6L'9EL 9 89'€00°C 8T € €1 S 1T niequexad e | L |6
- - - - - - 90192 v L 08‘9L T 86'559'T T - T ¥8'E66'E T 4 S 9 €1 rewngeloy |0z |8
LL'o8e - LY'L0L'T - - - - - 9 SE'SVET z - - 86'09€ 7 8 €€'60L°S 9T 1 4 € 9 Aeis e | 69 | £
43414 - €659 - - - TS'EEL'T € 6 €€'T26 s 79'T01 4 ¥5'80S v T0'595°€ 134 4 8 z as niNH uexoy ‘gex | 89 |9
- - - €TVEELT | ¥ - - - 6 99'TT9 v - - ¥8'0EL 12 €£'929°8T 1T v T L 44 uemelejad ‘qe) | £9 | §
- - - oz'LeL 1 - - - S 15°607 T - - 66'8€7 S OL'SLET 43 T € T 9 18uiBuis uejueny “qey | 99 | ¢
- - - - - - 00'8LE T L £6'00C T - T 69°001°C 8T 79'6L9'T 8T € 6 6 24 Jedwey ‘qey [ 59 | €
- - - €9'08T T - LL'v86 T 6 €1'7L89T € £T'8ETE 1 18'68Y'T v £€9'59L°2C [44 T € € L sieyuag ge) | v9 |z
- - - - - - - - - - - 00'00T'TASN |- - - 0o‘00TTaAsN |- - - - -

TeeLT - 8Y'esy - - - L6'616°TY € 8 SO'TEL € €5'96T°T € 0S'SEEBT [ 6 SO'E8T'Y9 9T € a3 4 LT nepyroid (€9 | T
- - - - - - 00°00T°T AsN - 00°00T°T asN

17'906 - 69'8L2°T vS00v'8T | £ - £L'SBE'6Y 6T (L 9LTLT'TT 0z 9ET6Y'L 1] 07'205'8 | 6S 65256'VCT 06T 1z 99 8€ frad ney noid | v

(sejea nqui uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidwe - § uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejea nqu uep yerdnu eanf wejep tejiu)

1T uesidweT - G uewejey

- - €5'THT - - - v 16'€2C T - - ¥2'90T Y 6 ST'0EY't T 4 14 € 6 niny8uag Aoid | 00T | T
'€ - 69'86L v6'9L0°T 09'262 4 s§ 6L'60S'Y 8T LT'E0L'0E 9 €8'STTYT | SE EEEIB'TS 61T €1 w 67 €8 niny8uag 'noid | L
- - €1'856 - 00002 T S - - - - 09°€€9°E v 09'€€8'E I v S 1 ot yinwngeid €10y | 66 | 9T
80'9L (74434 60'€T6'T - - - 9 T6'157°T T S8'08€ T L6TLYE 6 YL'S0T'S JAs € A 4 48 Suequiajed €103 | 86 | ST
244 - - - 88'999 4 S €5'88L v S9'SLE T S0'967°T A TTLeTE 61 4 A 14 €1 wely seded €10y | £6 | VT
95T - 1097 - - - 9 TT'e T 09795 1 TETS T 20'619 6 € € € 6 nesguipingni oy | 96 | €T
S8'L6 LY'6Y S6'VEL'T 0589 - - 9 £5'80€ € Ly'6y € SYIUY'T 9 S6'868'C 6T v T € 8 nin Suswoy ._mm%““._w s6 |zt
o - 9 . 0 .- . . ueje|as
- - 8Y'v1E - - - ot L0y T LO'LTET 4 €8'951°T ST L6°18L°T -4 S € S €1 nin Bupswoy uedg -qey | 76 | ¥
vL'y 987y TS - 00712 4 € 9.'28¢ 1 98Ty € TLITTE s VE'9SL'E T S v 4 138 nin Suniawoy ueso ‘qey | €6 | OT
S0'vL - €2'158 LE'EVEOT 00°00T T € S0'vL T - 1 L1°20T°T v 65'VZLTT 48 € 4 4 L Bunawoy ueso qe) | 26 | 6
20'90T - T€'L5T 00'zzT - - L 66'ST 4 085t 1 T6'€9E Y € oL'LYLY ST 4 € 9 3 Il ueso qed | 16 |8
- - €6'6T - 00's22°C 1 T €L'T86'7 s 95'SEY T 8T'STET s L1'856'8 €1 4 9 v 48 semey ISNIA“Ge) | 06 | £
- - oT'zsT - - - v - - 88'89/°C € 95'58Y°T 4 rYSTY 6 v 4 L €1 uisenAueg IsniA “ge) | 68 | 9
vS'6T - - 85'VIT'E - 4 9 19'7SET € 18'9€8'8 € 20195 S 80'ST6ET (4 S S 14 7T JesenNqey (88 | S
- £6'T 9€95¢C 00°8¥T - - 6 - - €6'TTT 4 6L'T9L'T S Ttz LT S 4 € ot jeyel-qey | /8 | ¥
- - - - - - 8 ST'es 1 TISISY € 80'960'C S SE'€99'9 L1 € € € 6 Suemetjedw3 gey (98 | €
- - 09207 - - - S 0T'yTT T SL'TS 1 99'6€S v 19'50L T 1 € € A uisenAueg ‘qey | 58 | 7
- 86T LY'T6 - LS'6VST 4 L €LYTT € TE'SL T €TVETY 14 YB'ELE'D JAs S 6 S 61 ueje|3s essjewns Aoid [ ¥8 | T
£T'V8E 08'92Z 88'8VE’L SY'OV8'ET S'sS6'y |16 8€'5Y9'6 Lz 2L'185'61 g €S'vIv'EE | ¥8 £5'E6V'T8 8vz 9 s9 LS 8LT uejejas esaleWNG NoId | 9
- - - - - - € 7s'8L 4 69'97 1 60°€YS 9 0€E'879 a - v 14 8 ynuad tesuns exoy | €8 | 7T
- - - 90°0v6'T - - S 91T T - - sL'Lie € L6'V8T'T ot T s 9 48 lquereloy | zg | 1T

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

- - £5°0S - - - - - 6 - - - - 75'859'9 ¥ 75859'9 €T 4 € v 6 Suemeg SuejnL qey | 12T | TT
- - - - - - - - L 06'62T T - - 18'85Y € TL'885 T 4 S € o1 snwes8uel ‘qey | 0zT | 0T
- - - ST'bT 1 - - - v - - - - 68'SEY'T € 700891 8 € T 9 ot nmas3ulid ‘qe) | 61T | 6
or's - - vr'769°T 4 - - - S LETL T €L'ST9 4 8E'€L8 € T6'TSTE €T 4 € € 8 ueiemesad ‘qeyl | 8TT | 8
v9°02 - - - - - - - € L9'TLT T - - 9L'769 T £7'€96 H T € € L 1nsan “qey | LTT | £
- - 96'6 - - - - - - - - ST'TI0'ZEE 4 LTBEVT | S Tr'e6EIvE L 9 v 9 9T eieyn Sundwe “qey | 91T |9
- - - - - - - - 8 - - 9Ly T 8E'SIS'T € 00'286'T 4% - 4 € S anwiy Sundwe “gey | STT | §
- - 16'86 - - - - - v - - SE'9L9'E 4 TeTre 4 £9'810'7 8 € 4 € 8 yesua) Sundwet “qey | v1T | ¥
- - €0'99 wwseey |1 - - - L Tt'688 4 - - 8€'0TT’E S 10'S€0°6 ST - € € 9 uele|as Sundwe ‘qey | €TT | €
95's - 86787 - - - 08'06T T € LT'LT T - - 86787 z 56061 L 1 9 v 3 jeseg Sundwel gey | ZIT | ¢
8Y'L1T - vr'1ZE - - - 0TLTY 4 S 06'967 4 - - S8'65€'8 € 1847871 43 9 S S 9T Sundweynoid | TTT [T
v6'8LZ - 20'6vY'T 98'6vZ0T |8 - Y1'656'% s 89 £2'STT'E v 99'8TZ'8€€ ot 96'Ly8'0Y | St S8'06€'L6€ 0sT o ss €5 8€T Sundweynoid | 8
- - 06°0L - - - - - L 88'7E9 v ETETETT 1 09'7SE v TL'206'CT 9T € 4 v 6 niny8uag €10y | OTT | TT
- - - - - - - - ST 8TETE € - - 144 4 €5'TVL (4 1 v € 8 ewn|as ‘qey | 60T | 0T
- - 6L 24549 T - - - S 60'122'T 4 89°0L6'TT 4 S8'79 4 V8'LLLET 48 - S T 9 3uoqa Suefey ‘qey | 80T | 6
- - ST'8YT - - - - - T - - - - 75's0T € 75'507 v - v 4 9 onwoNA ‘qey | 0T | 8
TT'ET - 6679 - - - - - S 61°7¢S'T € 0€'98 1 £5'599°'C € [ 7247 [ - T 4 € 3uogat-qey | 90T | L
- - - TLSSST 4 - 09267 4 L 66'LST € 96'2€L'9 4 TL'YS8'S L 8686571 € T L 14 a3 3ueiyeday ‘qey | SOT |9
- - 0T‘s9€ - - - - - € - - - - £0'9Y S £0°9vt 8 € v € ot Jney “gey | 0T | §
- - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 T z T v eiein njny3uag ‘qey | €0T | ¥
- - - - - - - - 4 oL'8vE T - - - - 0L'8vE € 1 S € 6 yeduay nny3uag “qey | 70T | €
- - - - - - - - v S8'/8 T - - - - S8'L8 H T € € A uelejas njny3uag “qey | 10T | ¢

(sejea nqu uep yerdnu eynf wejep 1ejiu)

1T uesidweT - 9 uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejea nqu uep yeidn. eanf wejep tejiu)

1T uesidwe - 7 uewejey

- L6'TT - - v - - - 6V'ETT 9 6Y'ETT ot € 4 v 6 Bueuidsunfuey eyoy | TYT |8
- - - - v £5°06 T - - - £5°06 S - € € 9 wejeq €10 | OvT | L
- - - - L yT'8YT S - TE0EY'T T 9'8LS'T 24 4 S 9 134 eunien ‘qey | 6€T | 9
- - - - 9 - - - 08'€2 z o8‘eTy 8 4 z 4 9 e33un ‘qey | 8€T | S
- - - - L - - - 00°St T 00'sy 8 € v v e sequeuy uenejnday ‘qey | LET | ¥
- 9'y9 - - S 97T T - 6L'7ST € S0'PST 6 € 14 € ot unwiiey ‘qey | 9€T | €
- €8'/8 - - 9 - - - TT'v0€E € TZ'0€ 6 T z 14 L ueuig ‘qey | SET | ¢
- - - - v 24 T S9'L £9'T69 v 65'L0L o1 1 v S ot nery uenejnday noid | vET | T
- 9Z'v9T - - £ vT'Lye 8 S9'L 82'29T°E [ LULIYE €8 st 9z 1€ 173 nery uenejnda) ‘Aoid | 0T
00'€ L€'9€9 or'9zL - 8 vLYSY € - 1r'se8 6 §5'900°C 1T T v 9 s Sueuid|exdued e10 | €€T | 8
0€'9T - - - S 76'180°T v w'tee TT'99T T 95°0L1'T 24 € - S 8 nwig 8unyjag "qey | ZET | £
- - - - v 6L'06T T - 09'92T € 6€L1E 8 T v 4 L 8unyjog “qey | T€T | 9
STTT £€9'60T - - v 69'TL9 v - €5°8€T 9 T8 T T z z s yesua exSueg ‘qey | 0ET | S
- - - - S - - - 8'502 € ¥8'50Z 8 - € € 9 uele|as eySueg ‘qe)l | 62T | ¥
€6'€Y oz'Les - - L TELY 4 - 1702 € 7SS 43 - 9 4 8 jeseq eyueg ‘qe)l | 82T | €
- - - - 9 85'LT T - 78's8T s or'€0z 43 T € € L exsueg ‘qey | £2T |
- 6556 - 0519 9 S6'297 € - LEBYS'E ot 8USY [o14 T € 9 ot 3unyijag eySueg noid | 92T | T
8y'vL 6L'89€'T ov'ozL 0S'T9L sy 86°L2LT 8T w'zee 00'vzL'S oy 0€°29T°0T 90T 8 st 67 29 3unyag e)3ueg uenejnday ‘noid | 6
- 8E'E - - € 8ETT T €266 S0'6TT 4 99672 L - T - 4 oA BI0) | STT | ST
- - S0'600'€ - € LS'L6ET v 85PYET W8Tt v 20'966'9 ST z 9 9 T 3undwen Jepueg €10y | ¥ZT | ¥T
- - 00'6L€ - v - - - 08'9v9 € 08'520'T 6 1 € € A ueuey Aep "qey | €2T | €1
98'67 SL'ST9 - 87L6S € 98'67 T - SL's19 4 687071 8 T L T 6 jeseg Suemeg BuenL "qey | zzT | 2T

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

(se|ea nqui uep yeidnu eynf wejep rejiu)

1T uesidwe - g uewejey

- - 68°29T 0624789 T €5'569 4 L 60°9T€ 9 - - ¥9'665'% 143 9T'6EV'TT o€ [4 S 14 113 Bunpueg eloy | T9T | 6T
- - TWETT - - 80'89 T 14 LT'09T T - - EV'ELIT L 89'T06'T €T T € [4 9 ehejeunyisel "qey | 09T | 8T
TL'8Y - 1744 SL'979 [4 9£'89C T [43 L6'STE L S6°9LT T ET'TEL 9 95'62T°C 6C T € S 6 Buepawns "qey | 65T | LT
0968 - 1896 - - - - [4 vv'seT 4 Tv'L88 T 20'€sE [4 1889€'T L 14 9 [4 [43 lwngejns ‘qey | 8ST | 9T
- - €9'12C - - - - 9 vr'ozT z 1078 T £8°9YS 9 TE66Y'T ST - T 9 L Sueqns ‘qey | /ST | ST
LY'8T - TE'818 - - - - S LY'8T T - - 6v'592°C 9 96'€87°C [43 [4 8 L LT eueemIng ‘qe)y | 9ST | vT
- - £V'6E - - Ov'TLE 4 4 20'v66'T S - - LE'T8T'T ST 6L'9v9'Y 124 - € € 9 eygusjeley ‘qey | ST | €T
- - 0€°20T 002L T ov'ot T L - - - - 88'€0L ot 82'98L 6T - 14 14 8 uesuiuny ‘qey | yST | 2T
L8'T - 8E'16 L6'8T0°L T - - S 9L'08T'T S - - 90'TL8'T S 6£°0L0°0T 91 [4 S 9 €T Suemeuey ‘qey | €ST | TT
- - - ¥5'88T T - - 14 8LTTE 4 - - [ 44 T 16'2rS 6 T € 9 ot nAeweupu| qey | ST | 0T
- - - LE'SSO'T T - - 9 9£'s09 € - - 06'8EY'T 9 €0°00T'V 91 - € 4 S nieoqey [ 1T |6
oy - - - - 008 T L 8v'60€ z - - ya4:17 S SL'€90'T ST T S S 113 uogaJiy ‘gey | 0ST |8
- - TLET6 00'SE9'T T €T°09€ € 6 16'99 T - - LE'OVI'T 91 Tv'20L'E o€ € € € 6 anfuer “qey | 6vT | £
- - T0'8ST - - - - L - - - - 0L'9TY [4 0L'9TY 6 € € 14 0T siwed ‘qey [ 8yT |9
- - - - - €8'L76 T [4 6LT8EY T 00°0LS T 9€'69T'T [4 86'8v0°L L T S € 6 Jo80g "qe) | LYT | §
- - - - - - - 14 - - 62°08 T 9IV'TYT € SLTTT 8 T T [4 14 Isexag ‘qey | 9yT | ¥
- - 09'€S 10'6£0'9 [4 - - 9 v1'S68'S S YE'LE T SS'€ST'T 9 YE'SITET 0¢ T € S 6 jeseg Sunpueg ‘qey | ST | €
- - 89'SEL - - ST'SST 4 9 T2Tve S - - L9'EVL'T € £0'TVT'T 91 € [4 9 T Sunpueg ‘qey | vvT | T
- - - - T §5'98C T 9 TT'€S0C 14 - - TOTY6'T L £9'08T'Y 61 T € 4 9 jeleg emerAoid | €T | T
LE'EIT 00°sL £0'8YS'Y 9YV'6YTLE €1 LL'YSTE 9T LyT €9°0vS°6T s9 €9'266'C €1 T8'VE0TE SST 0£°2LO'V6 60t 6€ 06 90T SET jeseg emer Aold | 2T
8T°9ST - 9€'605°L 2€'620'26 14 - - S 09'6L9°€€ ot ZE0TT9 S ¥S'89Y'TT 15 8L'L8TEVT SL [4 6 6 0z euBer [anoid | ZYT (T
8T'9ST - 9£'605°L €606 | ¥ - - S 09°6L9°EE ot 2E0TT9 S vS'89Y°TT 1s 8LLSTEVT SL (4 6 6 0z BuRNEr @ A0Md | TT

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejeA nqu uep yeidnJ eanf wejep 1ejiu)

1T uesidweT - g uewejey

YR'ETS - 16856 - - - v Y8'ETS S - - 10°909'T v S8'61T'T 124 4 8 v vT uawingay ‘qey | z8T | €T
[4R134 - 965 - - - 9 [4932 T - - 96'5S T 80°£0C 8 1 S S 24 JeAueBueley “qey | T8T | T
- - v6'8LE - - - € 6181 T - - T'9zeET s T9'PreET 6 - 4 14 9 esedar ey | 08T | 1T
88'7C - 8T'TLT - - 17085 € 19'7T 4 - - 05°0€T v 85'5€8 T € € € 6 uesoqous ‘qey | 6/T | OT
- - TTLLT - - - 4 - - - - 89'€6T z 89'€6T v 1 8 9 ST Hewaq -qey | 8.1 |6
59'ss€ - - - - - 1 8€'80Y 4 - - - - 8€'80Y € 6 4 v ST dede|) qe) | £LT |8
- - - VE'BES0E | T 06'70€ ot LT'8 T - 4 19°085 ¥ 20ZEY'TE 0z 9 8 € LT s3qa.g "qe) | 9/T | L
Ls's - - - - - v LT'PET 4 - - - - LT'PET 9 4 L 1 ot ejoAog ‘qey | SLT |9
8159 - [7AC] €87 1 - v SY'zL 4 S8'TELT 4 [75°) T S8'788°C ot v € € ot eiojg ‘qey | vLT | S
- - - - - - 4 - - 43-3 4 - - ze'se 14 S 4 4 6 Sueleg ‘qey | €41 | ¢
- - €€°YST - - - € 98'06T T - - €€°pST € 6T'SPE L 4 z 4 9 sewnAueg ‘qey | LT | €
- - St'LET - - - L 9'soT 4 0077z 1 €TYST v 69'€85 T - 6 4 s eieSaulelueg ‘qey | T/T |
[3:443 - 0L'TTS - - - L £8'7€ T - - LY'TTS 4 OEVYS ot 1 v 4 A yesuay emer A0id | OLT | T
61'188'T 29'91 vr'69L'S 8L'8VTTIE | tT vE'S6LT 731 18'898'S 65 £8'V90'Y 61 68'TI6TT | 6L 1L'v88'SS ssg €11 981 241 244 Yesual emer Aoid | €T
- - [43013 - - - v YELT 4 0Sey 4 ¥0'56C ¥ 88'SSE 43 T T S L ehejeunjisel e30) | 69T | LT
- - - - - - 9 - - - - 15'8%C z 15'8YC 8 v € € ot 1ungeyns e10y | 89T | 92
- - 66T - T - v 8L'709 € 1770 € €8'9EE S 0'ErTT 91 4 S v s yodag exoy | £9T | ST
- - - - - 76'20T 4 €505y S [4474 1 07'696 9 60°LVST ST 4 S S T uogau) e10y | 99T | vZ
- - or'y - - - L 142744 4 - - SSTTS 4 69'9€L jas 4 v v ot 1yewn) €10y | S9T | €T
- 00'sL ST'YSL - - - S 00'9€ T 0€'9€T T SETLTT L S9'v6T'T T - - € € 10308 BI0Y | YOT | 7T
- - - - - - L - - - - £6'098 v £6'098 e 1 € S 6 1sexag 10y | €91 | TT
- - ¥9'62T 'sLEr |1 - S - - - - €9'62T 4 SS'SLB'ET 8 - - - - Jefueg e10y | Z9T | 07

37

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

08'8T - 1791 - - - - - L 00'9%Z 14 - € 89'0€T 14 89'9L€ 8T 8 S v s |eSaL e10y | S0T | 9€
- - 0E'Y - 4 - 90'9 T ot ¥8'0€ 4 - T 20°2e z 76'89 81 9 S 4 €1 elBRINS B10) | $OT | SE
oz'y - 00°TST - - - - - 4 oL'9z T - - 19'8%C T TE'SLT 14 L € S ST Suelewas eloy | €07 | vE
yL'0z - 85T LT 4 - - - S vL'0T T - - 85T T €L'TS 6 4 L 4 124 edne|es e10) | 707 | €€
- - - - - - - - v ot'LT € - - 06'cE T 00°0S 8 T 8 4 jasd uesuojeyad €10y | TOT | €
- - - - - - - - 6 or'99 T - - - - 07’99 o1 - L v s Suejalel\ e10) | 00T | TE
Lz's - vTTL - - - - - 14 Lz's T - - £9'sY € 0605 8 - 9 4 8 00OSOUOM “Gey | 66T | OF
- - 9L'9T - - - - - 9 - - - - 9L'91 T 9,91 L 4 € € 8 1IBouoM "qey | 86T | 67
1866 - 06's or'zst 4 - - - € 18'66 v - - 1r'se 1 Te'LLe o1 T 8 8 A 3un38ueway ‘qey | L6T | 8T
- - - S7'98 T - - - ot 9919 4 - 4 6Y'ELE S or'Tes (4 4 S € ot |e8aL gy | 96T | LT
- - - 00'5S€ 1 - - - € - - LO'EVY 1 €97 T os'ozs 9 S 4 € ot olieyoyns qey | S6T | 92
- - 3337 - - - - - T - - - - EE'EY T 3334 4 € ¥ ¥ T uageus ‘qey | 6T | 5T
65vL - €008 - - - - - 9 65'7L T - - vL'E] z £€'85T 6 € € 14 ot Suelewsas ‘qe)l | €6T | vT
S7'20T - 9L'667 S5'9z 4 - 00°0€€ T € £9°02T°C 4 - - SS'E8T T £L°09L°T 6 S € 4 ot Suequiay "qey | Z6T | €7
- - €€S6T - - - - - T 89'87 T - - 19957 € 67'S8C S v 6 € 9T ofasoming “qey | 16T | 2T
LTSS - 06'86T - - - - - T £1'807 € ¥1'995 € 91°00T 4 £7'7L6 6T v 6 s 8T e33ulleqund ‘qey | 06T | TT
- - - - - - £0'vE T 4 or'L T - - (7474 1 ¥1'99 s v S 4 s Suejewad ‘qey | 68T | 0T
15'sT - £8'7YT - - - PY'10T T 4 [48 13 € - - €877 v 6£°01S ot 9 v 9 9T uesuojedad ‘qeyl | 88T | 6T
- - - - 1 - - - € - - - - - - - 14 - € 14 L ned ‘qey | /8T | 8T
- 29'91 - - - - - - 6 158 T 79'9T T 05'sT 1 £9'05 48 4 A € a1 3uejaBeln ‘qey | 98T | LT
S6'% - 89°0TZ - - - - - € L9t € - - 0€'675°C € 7L'969°C 6 9 9 4 T snpni “qey | S8T | 9T
Y9'TZE - 78'918 - - - - - 4 os‘erL v - - 98'888 9 9ETEIT 4 1 v 14 6 uaze|y ‘qe) | 8T | ST
6L - LY'€08 - - - 05'8€1°T T € 6T'L T £8'ey 1 96'89%°T S 8Y'856°C jas S L H s |epua)i ‘qey | €8T | T

(sejea nqu uep yeidnu enf wejep tejiu)

1T uesidwer - 0T uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejea nqui uep yerdnu eyn( wejep rejiu)

1T uesidwet - TT uewejey

69655 - 09'£0L - - - T VE'T6S v - - 09°20L 4 76'867T A T € € A 3ueleiy qey | 9zz | ST
- - - - - - T - - - - - - - 1 T € € L uelasen ‘qey | 52z | 1
- - 06'€6€ 86'528'T 4 00'0tZ H 66'8YS T - - 06'€EY € L8'8Y0°E 43 - 4 € S unipen ‘qey | vz | €1
- - 85TL - - - T S8'08 1 - - T1°0ST € 96'0€T S 1 v S ot Suefewn qey | €2z | 2T
- - £9'929'C - - - 14 or'6T 1 - - SE'LVE'E 14 SL'996°E 6 T S € 6 ueduowe “qey | ez | TT
- - £6'918 - T - 14 - - 00'052 T £6'918 1 £6'990'T L T 4 € 9 uIpay ‘qey | 1zz | o1
- - £2°€99 - T - T - - - - SE'S86 v SE'586 9 1 4 € 9 Suequior “qey | 02z | 6
1865 €219 yT'sTT - - - T ST'9L 4 9T'L8T € PSEET € S6'967 6 4 1 v s Jaquiar “qey | 612 | 8
[48%7 - £0'899 - - - v 384 1 8Y'IST T £€0'899 € ¥9'798 6 - - v v A1s249 "qe) | 8T | £
j7441 - 96'vT - - - T vZ'zt T - - TE'68T € 95'T0C S T 12 k4 L osomopuog ‘qey | £TZ |9
ot - 6L'6YT [T41x3 T 0S7STT 4 Tr'oT 1 - - 6L'6vT 4 1T'sTeY L 1 v € 8 ouo8auofog ‘qey | 9TZ | §
SETY - - - - - v 807TT 4 - - - - 80711 9 4 9 € 1 Jeyg qey | STZ | v
SO'TT - 8E'ELT - - - T 90°LT 1 - - Jligand 4 ET'6€C v - S v 6 18uemnAueg “qey | vz | €
9TLYY'T - v8'6L€ - 4 - 4 9T LYY'T 4 - - €8'6LE 4 66'978'T 8 1 9 T 8 uejex3ueg ‘qey | €12 | ¢
88'S6L'T - TE'68Y°€C - - - € 88'S6L'T T - - 0€'68Y'ET | € 81'S87'ST L T T T € anwi) emef Aoid | ZTZ | T
99'2€v'9 Ly've YIUL6TVE | OV'9TT'LY | 0T S8'96L°E L1t 08'08T'6 s 8Y'E6b'9 a4 6T'v09'TY |18 2L'161°80T 8z 6€ 6ST 233 fas3 anwiy emernoid | ST
09°05 - S7'0S LETOT'T T - € L1006 4 - - pS'€9T v 8€'S9T'T ot 4 41 L € elejeASop e10) | TTZ | 9
- - - TS'sLS T - 8 - - 8T'SLT T - - 0L°0SL ot 9 € 8 Jad uewajs ‘qey | 0TZ | §
- - 198 - - - S 44 4 - - 09'8 4 79'cs 6 4 9 4 ot 08014 uojny “qey | 602 | ¥
- - 334 - - - L - - 9L'T20'T T 4334 4 80'SY0'T ot € S € 129 Inpii 8ununo “qey | 80 | €
- - LTYT - - - € - - - - 16'6T T 16'6T v 4 L 6 8T |nueg ‘qey | L0z | ¢
- - - - - - € 0€'9 1 68'SS7°C T ¥5'52S € €L8L°T 8 T v € 8 eueeA30A g Moud | 90T | T
0908 - 9S'9€ET 68'9L9°T z - 6z 6L'016 H £8'7SH'E € 16°08L s 128’9 s 34 g € 8 eueeASos 1a Aoud | vT

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

(sejea nquu uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidwet - ZT uewejey

- - - - - - EL'VOV'E - €L'VOV'E v 8 ekeqeuns e10) | 057 | 6€
0L'0s - Tr's8T - - oL'0s - 0v's8T 0T'9€€ v S 038u1|ogoud €10y | 6vC | 8E
Y - 16°LY - - Tty 96'059'T TLLYE'T 80'€09'€ L 8 uenunsed 10y | 84T | L€
- - 089z - - - - 90'TL 90'TL v T ouyolon 10y | £vT | 9€
- - £8°9TE - - - - £8°9T€ £8'9TE S L Sueje e10) | 9vT | S
- - 06212 - - SE'68 44331 YTTIET 18'885°T 1 13 unipei €10y | v | vE
12'99 - - 6L'S8T°TT - 98°29€ - - S9'8¥9°ZT L L 1Ipa) 10} | ¥PT | EE
6LTE - 00'50T - - 9189 0072 00'S0T 9T'L6T 6 S Jeyig eloy | €7 | €
90'8 - ST'TOE 00000 - Sy'091 - £8°0St TET16T ST 2 njeg 0y | Zve | T€
97’8y - - 00°0€T - 9z'sy - - 9Z'8LT L 6 8ungesuniny "qey | TvZ | O€
¥1'989'T - 201z - - SS'9€8'T - vT'ze9 6L'8SY'T 1 S ueqn ‘qey | 0vZ | 6T
61°0€ - - - - 6T°0€ - ¥560C €L'6€C 8 €1 2[e83uaiL “qey | 6T | 8T
68'L - - 00'0SL'T - 9v'05T £€6'£0S TTPYT 05'259'C 43 9 dauswins ‘qey | 8€Z | LT
- - 60'T9 - - - - 6019 6019 € 9 opuoqnuis eyl | LET | 9T
- vT'L - - - LS'SYT 00'6C TEVLL 68'870°'T 6 L olieopis ‘qey | 97 | ST
v1'6 - - - SEVOE'T 6626 - ST'€9 65°09%'C ot L Suedwes ‘qey | Se | vz
zz'00z - v6'91S €0'EV9 - 7’00z - 76'91S 61°09€'T L 8 o88uljoqoud ‘qey | vET | €T
- - L€'6ET - - 78'88 - LE'6ET 14:743 8 o1 oSoiouod “qe) | €€T | T
95°052 - 10167 oLt - TUSEY - 02°005 T0°LY6 JAs 8 ueninsed “qey | z€z | T¢
TT'ES - TE'EY - - 90'7S - SS'LLT 19'T€C L vT ueseyawed ‘9e)| | T€T | 0T
9T'e - vS'Thy 05'109'72 - 78'e6 - 78'8v9 YIPPEST 43 o1 uelded ‘qe) | 0€Z | 6T
- - St's68 - - - - S7'S68 Sv'S68 9 9 mesN “qe) | 622 | 8T
- - - - - - - - - 4 S Anfuesn ‘qey | 8zz | LT
- - - 00'95€ - - - - 00'9S€ v 8 ouaxolon “aey | Lz | 9T

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

- - 20'66L - LE'EST'T 8 - - L6'6TT T TOTVET € SEPYIT €T T S T L Jeseduag e30) | 692 | OT
- - 15°61€ - £9°L0E L 68'808 T 0T'T69 [4 [FAr433 S 6EOVT'T 91 € ot € 91 ueueqe] "qe)l | 89Z | 6
- - - 00‘0LT - [4 T€9 T 16°LE T 6561 € T8€9Y 8 - L T 8 Sunysunyy ‘qey | £9Z | 8
870 - - - - L 0z'zs S - - 8v'Ove € 89'76€ ST - S € 8 waseduele) ‘qe) | 992 | £
- - w's9 - - € [4:54 T £V'T9T T 0L'sty [4 $6'609 L T € € L BueIquIar"qey | 59T | 9
- - S6'ST - - S 20'6v6 [4 w'T6T T 988¥C 14 0€'68Y'T (41 - 9 € 6 Jehuels ‘qey | v9Z | §
- - - - 09'T0S [4 £2706 T ST'9gE T 99059 4 ¥9'76€°T 8 T L € T Buajp|ng qex | €92 | ¥
- - 81'ST - - S - - 8E'6ET [4 152 [4 68'TTZ 6 T S 14 ot 118ueg ‘qey | z9Z | €
Y9vLT - S9'T6Y'T - - 14 ¥9'vLT T - - S9'T6Y'T T 62'299'T 9 - [4 T € Bunpeg ‘qey | 192 | ¢
- - - 85'Lyy 0o‘ozy L - - - 14 - - 85298 €T T 9 14 T llegA0ud (09T | T
6'vLT - ELLTLT 8S'LTL v9'TIYr'e 0s 11'868'C [43 9E'LLLT €T 61°vL0'S ST 88'6/8'ZT Lot 8 9s 9z 06 g 'AOMd | LT
1T'€E9'T - 60'208'C - S6°0Ct'TT 9 T7'099'T 14 - - [44 147 S 85'9€€°8T LT 9 8 [4 91 ueje|as Suesadue] €10y | 65 | 6
- - 0€'£0€E - - 4 LSETT T SL°09S°€ T 0€'L0€ € 79'186'€ L - T T [4 Suesasue] e10) | 857 | 8
- - 9v'60C 80'SL8'E - € 61'L8 4 - - £8'9SS'T 14 YI'61S'S [41 € 9 S T Buesas el0) | LST | L
€00 - 6v'89Y - 8€'997 9 £9'0C € - - 81'609'T 9 €2'968'T LT 14 9 € €T 9
- - 00705 - w698 S TZ'89% 14 - - ¥8'67T'T 9 LY'L9v'e L1 z [4 € L BuesaBue] qey | 55T | §
€LVLT - 91'699'% - - T 69°01C € - - 09'v08'% [4 62'ST0'S 9 € 9 T ot Buesas e | ¥ST | v
T S0‘sty TEVET ¥6'9€€°0C weL 9 86'8CT T ST'TYE'9 [4 £5'80S'T € S0°88€'8Z T [4 S € ot Bue|3apued "qey | €57 | €
- - - L6'S6T - 9 - - - - SL'LLL T TLEL6 6 - 14 T S Jeqan-ge) | zsz | ¢
- - 81°90T ¥6'86T'8T - € 68'€50'C T L0'9LY'E T 0ETreEL 14 07'TL0°TE TC S 4 S [49 uajueg Aoid | TST | T
vZ'6v8'T S0‘sty 00°86T'6 £6'909°ZV LT'629'ET 8€ T9'EVLY 6T 00'8LEET 14 65‘T6T'ET 144 0E'6v9°L6 ozt k14 o 174 68 uajueg 'Aoid | 9T

(se|ea nqu uep yeidnu eynf wejep rejiu)

1T uesidwet - €T uewejey

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

- - - 6E°LTTE 4 - 0r'L9T 4 6 87'LT T 00'0SL'T 4 €1'825 14 07'065°S 14 9 ST S 9T Suedn) e10y | 687 | 0T
ET'EVE - ¥S'T6€ 08'£69 T - 0v‘00€ T 6 29'L8Y L T'00T'T T ¥E'598'T L LSISY'Y 9z 4 ¥ 12 LT YeBuaL equins “qe) | 887 | 6
197 - - - 1 - - - L T6'18L S 86'€6L'E € 88'/7 z LL'€09'Y 81 S € € 13 eAeq Jeieg equins “qe | /8T | 8
- - - S8'00% 4 - LY'TT0T 4 8 Te'8L € - - 76'06T v 95'789'T 6T € S S €1 jeJeg eQUINS "qe) | 987 | L
- - - 95°0L2°6 1 - 00'SST T 9 66'0EL v €6'L6ET € TE'EE6 9 08°L87°CT 124 - € L ot 0oepN 2104 ‘qe) | S8Z |9
00°€T - - - - - 65807 4 6 10'162°T 8 08'sTy'8 v 66'€EY'T L 6€'6vET o€ v € € ot epesN ‘qey | ¥8Z | §
- - - - T - £0'6L7 T T L8'6TE € 0110721 T €1'620°T S €1'620'%T [44 € S 6 e oaxyadeN ‘qe)l | €87 | ¥
- - 18743 - 1 - o181 T 8 £5'€S 4 - - 97169 4 68'790°C T € 8 14 ST Janwiy saiold ey | 78T | €
1826 - 3444 - - - - - L 65's07 T - - 0L'0ET € 67'9€S 43 4 s 9 €1 apu3 qey | 187 |z
£9'L0T - - - 4 - - - S 9'€9 € - - - - 9'€9T o1 9 1 8 ST njag ‘qey | 08z | T
72'36% - £8'8€L 09'96%"€T [ TT |- 66'6E0°Z or  |6L 85'6Tr'Y 8€ 72'658'8T vT £9'0€8'8 oy 90°950°8S z61 vE s 19 Jia anwyy eied8ua) esnN 'noid | 6T
00'sz - - - - - - - 12 00'sT T - - oT'v8Y k4 01'605 L 4 €1 € 8T weJele|y €10y | 64 | OT
€1'6€ - €1'T6T - - - - - L Y6'ETT T 0062 T SY'TZY s 6795 [ - z 14 9 ewig eloy | 8/Z (6
- - - - - - - - 9 86707 v Ttore € 76'108 6 79'%1T°E 44 - 9 4 8 jeieg eMequuns “qey | 2.7 | 8
yT'L0T - 8L'TLL - - - - - 1 YT'L0T T 997901 € 9LTLL L 95°0v9°TT 4 1 4 T v emequins “qe) | 942 | £
8L'0¢ - vT'6T - - - - - 4 LE'E6Y T - - S0'6Y9 6 W'l 48 4 v € 6 eJeln joquiol ‘qey | §£z |9
- - '6 - - - - - L 90'8ET 4 - - '6 1 LY'LyT o1 € A v T Janwiy joquiot qey | vz | S
$5'80T - STy - - - - - L ¥5'80T 4 - - STTYY v 6L'6vS €T 1 € € A Yesua) yoquioT ey | €47 | ¥
00'sT - - - - - - - T 00'sT T 9T'sLT 1 99'€TE 14 78609 L S 9 4 34 jeleg yoquiol “gey | z/z | €
8179 - £0°09 - - - - - € 67'91S T - - PSPY0'T L €0'795°T T € S v s ewng ge) | 1.2 | ¢
00'TrE €L 06682 - - - - - 4 €068 4 €L T 06687 T ¥2'089 9 € € T L gINnoid | 0sz | T
LL'8TL TEL vL'28T'T - - - - - oy SS'S0T'Z 9T S8'087'€T 6 v0'L2T'S 24 PY'ET9 0T (434 0z s Lz 86 jeseg ese33ua) esnN 'noud | 8T

(sejea nqu uep yeidnu enf wejep tejiu)

1T uesdwer - T uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

Lr'oe 89'sZT - - L YTLYET T 8L'€86 4 SP'0ST z LY'18Y'T 48 T € v 6 ehey ex8uejed e30y | OTE | TT
SE'T6 850 v6°0TZYT 6T 9 78'191 € - - vE'0TS v 20'1€6'T ST - S 9 e nesid 3ueind "qe) | 60€ | 0T
- 08'THT - - v 0099 T - 1 8€798 4 8€£°0€6 8 S L L 6T ehey Bunininl "qeyl | 80€E | 6
- 6'967 00°08€'C - v 16'90T 4 - - 29'9gy 9 €5'€76'C €1 T € 9 ot nepuewel ‘qeyl | LO€ |8
- 9z'soy - 677 6 £0'9 T 8Y'80C'Y 4 97’50y v 0E'VL9Y A 8 T ot 6T Jnwi| uiButiemeloy ‘qey | 90€ | L
- 95°9T€ - - S T9ET T 6L'SSS'T € 95'9T€ T 96'588'T jai T S 14 ot 1eleg uiBuiemeloy ‘qey | SO€ | 9
- - - - 9 - - LY'L6Y°E T - - LY'L6V°E L 4 S H s uesuney ‘qey | vOE | S
- 80°0€ - - 9 ST'00T'T 4 yI'8yT T €9'88 z T0'LEET 13 - € 1 v sendey eyl | €0€ | ¥
- TI'vET - TL'95€ S 0T‘00Z 4 TS'veL € 69819 8 70'0L6'T 14 T € 9 ot eieln Oleg “qey | ZOE | €
- 96°CT 06°L65 80°LTT'E € S5'v6 14 - - Tr'v6T S YE'ETTY ST T 9 41 6T Jnwi) oleg "ge) | TOE | Z
887 T€'90L - 89'899'T L 6L'TvT € - - 08'064'C T L210L'Y vz 4 vT 9 w yesua] ueuewi|ey ‘A0id | 00€ | T
00'SET 62°012'C ¥8'88T°LT 88'8€7'S 29 VEDYEE 0z 81'88T°TT €1 v1'98'9 s BEIVY'EY €ST 34 s9 L9 SST yesua) uejuewijey ‘Aoid | TZ
- 8€'€T - - € 9Y'EE T - - 97'1T T s S 4 v v ot euenuod eloy | 662 | 0T
- 6€LLL - - 4 90'08 T - - 8L'810'T 12 v8'87T'T L - 4 € s Bueluis qe) | 867 | 6
- 88789 - - 4 67'18T T - - L0'STST v 95'969°C L - v 4 9 negsues ‘qey | /67 |8
- - - - - - - - - 0967 T 09'6C T 1 4 4 S sequies “qey | 967 | L
- 6L'vLT - - 4 - - - - €T'616'T € €2'616'T S 4 8 4 a3 euenuod qey | s6z | 9
- 6€'€67 - - 4 - - - - 0L'TLS € 0L'TLS s T 1 4 v ehey nqny qe) | 6T | S
LL's6 OT'TIT - - 4 LL's6 T £5'sT T €£'95C € £0'8LE L T 4 4 S Buedelay ‘qeyl | €67 | ¥
- 99's£7 - - 4 - - - - 0€°99L v 0€°99L 9 - T v S ninH sendey "qey | Z6Z | €
- - - - 9 98'68T 4 - - 'rre 9 LT'vEy 12 T v H ot SueAey3uag ‘qey | 162 | T
89'66 TreeL T - - 4 L8'SYT T - - 6€0907T | S 97'907°2T 8 - T € v jeueg UBIURWIRY NOId | 067 | T
St'S6T 075007 |- - 34 15'92L L €552 T Ly'sevoz | ve 15'S8T°TZ s9 8 (14 (34 99 jeieg ueuewiey "noid | 07

(sejen nqu uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesdweq - T uewejey

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

6v'89T - - - 1 €£'859'T T v 8'€90'T S T9'EET'T T S9'70€°E ot Ly'8ST'8 € 9 6 T 9T pnejeL uene|ndayl ‘qeyl | 67€ | £
- - v6'SE ST'TE T 62'76 T 1T LS'S T Sb'st T 6€'S0S°T L S6'T99'C f44 4 S 4 6 m:%:m_:mﬂzm_mde_ﬂmm 8ze |9
- - 0Tyt - 1 (7433 T v 16'897 s LL'E6L 4 TT'06LT 6 79'988°C 143 € L 9 9T ayi8ues uenejndayl ‘qey | £Z€ | §
LT'6T - Lot - - - - 1 82'2LT 4 - - SE'SOE'T L €9'LLY'T [o14 8 6 S 24 ;%Sn__o_\,_m:mw_om:.“_m_w 9z | ¥
. . o P - P uejejas
- - - 00T 1 00T T T 98'199°0S S TT610'T T 06'6%7'T jas 86'TET'ES 3 L 8 T 9T mopuo3uop Sueejog ‘qey | S¢E | €
- - 00006 £0'88Y'T 4 - - T 95°0LT 4 SSEVET 4 €L'207'S 9z £8'705°8 sy v v 4 ot mopuo3uoly Buee|og ‘qe) | ¥ZE | Z
TS'L6LT v8'vTy 96'85T'S 67'€89°T 14 £5°079 14 1z 6L'480'T €T €T6LL 4 18'9SE'TT | 9% S9'LyS9T 06 14 a3 S 8¢ EIBIN ISIMEINS AOJd | €TE | T
08'88€°Z v8'vzy v6'21S'L sy | vl 89°0V'S 8T | seT TT6LLS 8y 95'v1Z'v6 81T L0's€TTy | S9T | S500S'¥0T 86¢ oL 0g 9€ 981 ©IBIN ISIMEINS 'NOId | €T
- - - OT'€20TT | T - - v Tr'ee T 6059 T 9L'681T € LE'609'TT 13 4 v € 6 uisew.efueg exoy | zze | zT
- - 85'€87 - - - - S Le'T1E 4 €£'S0T 4 66TY9T v 60190 €T 4 € S ot uidey qey | Tze | TT
- - 60'8TE - - - - 9 18°LT 4 - - £0'S8L 9 6718 vT 4 L 4 T ne7 yeuey ‘qey | 0ZE | OT
612L - 8L'81C - - 65611 T 6 TT's6€ v 69'€TTHT v 6€'87S'T 43 68'995°9T o€ € 6 L 6T nquing yeuel ‘qey | 6T€ | 6
- - - - - - - v £7'028'T € - - £9'660°'T v 0T'0T6'E a2 1 € v 8 nieqeoy ‘qey | 8T€ |8
61'€ - - - - - - 6 S6'7LS S 81097 € or'08z S €5'STT'T 44 9 8 € A3 esein 1e8uns NNy “qey | LT€ | L
- - - - T - - v T0'6LE 4 - - - - T0'6LE A 4 € v 6 yesuaL 1e3uns ninH “gey | 9T€ | 9
- - - - - - - 9 - - 6105 4 00'69 T 6T'61T 6 T z v L uele|as 1e8uns nnH “qey | STE | §
- - 8Y'7ze - - - - € L7'06 € - - 8 TLL 6 67'798 ST v 4 9 a4 ejen) ojueg ‘qey | vI€ | v
- - S9'07S 60'89T 1 0€'T8€ T v - - LT'E8Yy 1 0L'sS8 s 9€'888'T 43 € a3 € 8T Jefueg ‘qey | €T€ | €
98'7S - 20'00T - - 6€°20€ € 9 6L'TL 4 00'vEY T Tr'€9T S 65'7L0°T JAs T L s €1 uesuejeg ‘qe) | ZI€ | C
LT'PST 660C 00°L5S v6°LT8T 1 £2°200'T € v $0'61Z S 6607 T T6'V8E'T ot TT09r's 24 - 8 € jas ueje|as uejuewiiey noid | TTE | T
v'e8e 6602 09°0TY'T ET6TOET | S TS0TT'E 8 v9 Ls'szT's (34 PT'EP9'ST ST €1'T£8'8 v9 8'L98'SY S8T yid 89 54 4 ueje|as uejuewi|e) ‘Aoid | ZT

(sejen nqu uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidweq - 9T uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

(sejea nqu uep yerdna enf wejep rejiu)

1T uesdwer - /T uewejey

8L'STT - 6526 - - - - € 95'TSY z - - 97588 14 78'9€E’T 6 [4 S S k4% Buseueg ‘qey | 8vE | ¢
L5799 - OT'EEE'T - - - - 8 w'vLe L - T Tr'6ST'E ot £8EET'Y 9T T 8 [4 T UBIe|3S ISOMEINS 'A0Jd | L¥E | T
6T°€62°C - YToEY'L LS'STS'OT | 0T €0°0LL'T 0T wi £5°656°0T 9L L0'TLy'8 oz 90'v8Y°6T (412 9Z'10Z°1S 06€ i 8sT 91T Ts€ ueje|as Isamens "Aold | ST
- - L8'TTET - T - - € - - - - T9'TSE'T S T9'TSE'T 6 - 14 [4 9 nied €10) | 9¥€ | ¢T
- - 9919 - - - - T 01209 € - - 90'vL8'T 8 9T'9LY'T (49 € - [4 S lloyjoL "qey | sye | TT
- 00'ST EVTTILT - - - - T 08'sT T 59669 [4 27'90t'e L L17€8°C 11 T - - T eun-eun ofoL “qey | yve | 0T
96°Cy - T0'€€0'T - - - - [4 €Lty € - - EEVSIT 9 90°'269'C 11 T 4 T 14 S Qe) | EVE |6
75'T0C - T6TvL'T - - - - [4 75'T0C T - - 06'TvL'T € wrre'T 9 - z [4 14 0s0d "qe)l | ZvE | 8
- - €5'59Y 9T'EVT T - - € - - 6v'16€ T 6L'T60'T 14 ¥5'929'T 6 - 14 € L Suoinol 18ed "qe) | TrE | £
- - S8'7S9 - - - - € 06'67C T 0006 T T£019°T 8 19°0€6'T €T - S 4 L l[lBMOIOWN "gB) | OFE |9
ST - 6T°L29 - - - - T STvC T - - 61°229 14 VETS9 9 - - T T ejegsuoQ ‘qey | 6€€ | §
- - SE'ELT SET9C € - - € (74144 z 6€°59T T YY'8LLE 1T 06'L2V'Y (14 € z 9 113 long ‘qey | 8e€ | ¥
88'6TC 8695 ov'eTy - - - - - 6€'SEE € 8695 T 62'220'T 9 99VIV'T ot T 4 T 14 uene|nday e33ueg ey | L€€ | €
- TL'88T T8'€0ET - - - - T - - 8z'ore T 2€'856'C v 09'86T°€ 9 T - T 4 te38ueg "qe) | 9€€ | T
T6LET - 96'659'€ - - - - T T6LET T - T ¥6'659°€ 9 S8L6L'E 6 [4 T 4 S yesua] 1same|ns 'A0Jd | SEE | T
w'9z9 0£'092 L6°TSL'9T 19'50v S - - 114 et 9T 6L'EV9'T 8 0E'8LY'ST w 6'3VE'6T wt k43 w €T LS ye3uay 1same|ns ‘noid | vz
- - - - - 0T'LE T [49 99291 4 €8°£2S 4 6TLTTE u 8L'VST'Y 1€ [4 14 L €T uoyowoy €10y | yEE | ZT
- - £0'82L - - vL'S0Y'T S 6 £2'v0C z £5'698'S8 € 96'€9€°E €T 0S'€v8'06 [43 L 14 € T Opeuey I0y | €€€ | TT
- - 8067 SL'SSET T £5'69S'T € 9 9576 4 egeLe [4 T1'88T 9 CE0E6'S 0z S 6 € LT Sunyg eloy | zee | 0T
£0'08€ - 6L€TE 08'8vT T - - L SE98Y S - - Ov'18€°C ot SSOIT'E €T T S T L eJeln eseyeulin ‘qe) | TEE | 6
SS€T - 192 - - - - 8T £8'920°T 14 - - 9€'650°9 8 £2'980°L o€ 14 14 - 8 eseyeulinl ‘qe) | OEE | 8

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

£9°0C - 09°97 - - - 0T'6v T 42 €6'VTE S LT'8L 4 vL'98 9 YT'6EL 9z L 9 €1 9z ased-aied €10) | TLE | ST
6L'68T - - 88'76T 1 - - - - 8T'LYE s Sv'L T 20701 1 €9'€SL 8 T S v ot odojed €30 | OLE | ¥T
SL'60T - ot'es 0S'SYET 4 - - - 9 8€'LYy9 v 19'8€ € PSTSE 9 £0'€8ET 114 4 z v 8 JesseyelN BIO) | 69€ | €T
16'59 - 6€°7SE - - - - - S 16'6€C T 96970 1 69°79€ 8 95'6v9°Z ST 1 ot € T ofem "qey | 89¢ | 7z
960 - €21 €5'T1L 1 - - - 8 43744 T - - 85'98€ € €9'72€'T €1 L ot L vz eiein efesoL ‘qey | £9€ | Tz
1444 - - ¥2'700'7 1 - LT'86T € ot TL'S9L € SO'E6E Y T 12314 S 17’7266 € € € 14 ot efelo] euel ‘qey | 99€ | 0T
[43:14 - 99°T9T - - - - - 9 85'507 T - 4 97'€8S S v0'68L T € S 8 9T JejexeL “ge) | S9€ | 6T
9ETT - 0E709 - - - - - S 9ETT T S8°0ST 1 20'LzeT v €2'681°T 124 4 9 S €T Buaddos "qey | v9€ | 8T
v6'CT - L6'SYT - - - - - L €€'TT T - T 61T S ST'9ET T v 8 8 oz tefuis ‘qey | €9€ | LT
- - Le'oL 0STILT 1 - - - v 18'967°T L - - 6L € £7'880°€ ST L 9 L (4 Sueddey Buaiuapis ‘qey | z9€ | 9T
Jx434 - OT'vSE w'oLzT 1 - [4¥243 T € 68'7LT € - - or'9Ey 9 £8'900°C T 4 L € a4 Bueuld ‘qey | T9€ | ST
‘ g . . . PP VNN uene|nday

SS'8T - ¥8'9L9 - - - SL'TeT T v €1'65€ 14 L'eeL € 6v'620'T 8 vSYYLT oz 9 z 4 ot uep suafeygued -qey | °% | 7T
85'8TT - 96'€9 - - - - - 8 L1'T80°€ 9 95°LT6 T 96'€9 1 69'€L0'Y 9T v 9 € €1 soJeln ‘qey | 6S€ | €T
v9'C6 - 9T'6LL - - - 6611 T € £8'99T 4 - - 007Y'T S 878’1 a2 € 8 T a4 eiein nmnT qey | 8SE | 2T
- - Ly'T8 - - - - - 4 - - - - Elazas v L1474 9 4 L - 6 anwipnmnT-gey | £S€ | TT
TTTET - S8'ETT - - - - - L (404 H - - 8€'655°E 6 £8'608°E 24 - ot 9 9T nmn qey | 95€ | 0T
80T - 8EVS - - - 10'8€€ T 9 ¥8'9TY € 00°00T T OE'ETT 8 ST'890°T 61 4 8 9 9T Jehejas ‘day ge) | SS€ | 6
otT'ss - 8L'ES 00°T08 4 - 6779 T 8 YS€0T € - - L1186 8 09'876'T [44 v ot 6 € ojuodauar -qey | vSE | 8
LL'e0e - 60°0€ - - - - - S LL'E0E T - - 80°0€ 4 S8'EEE 8 v v 4 ot eMOD qe)l | €SE | £
8576 - LE'086 - - - - - € £9'€87 v - 1 6T'L1TT 8 76'001°C 9T € 6 S A Sueyaiu3 -ge) | zse | 9
0599 - S6'6vT - - - - - € LE'SL 4 ST'9 1 9L's0Y v 8787 o1 € v € ot equmining "ge) | TS€ | S
0€'L9 - 95°60C - - - 07’057 T ot j3:742 € - - L6T0Y 9 89°08L oz 1 9 v 124 auog ‘qe) | 0S¢ | ¥
9T'6S - 0Ty 0S'SLE T - - - 9 LL'S0T 4 - - 0€'2LT € LS'€SL 43 € € 4 8 nieg qey | 6v€ | €

(sejen nqu uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidwer - 8T uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

- - SY'S6E T LT'EEL 14 (7413 € £9'7SY 8 Y0'TY6 L T0'vE8T ya4 T € 14 8 0|B3U040D €I0Y | 06E | L
00°LLT 9T'TT - - £9'VTT T €6'T€E9 € - - 60°6V€ € 69'S0T'T 8 [4 S € 0T olemnyod ‘qey | 68€ | 9
- - 08Tyt T - S 80'9/8 14 - - 95'€8T € A €1 [4 9 € T BJBIN OBIUCI0D "GR) | 8BE | &
- €L'6L 09°00L [4 ¥5798'C S 6L7LT € - - £0°8SS L 00762y 0z - - € € 0[eju0I09 "qe) | /8E [ ¥
- - - - - 14 0€'SSY 14 - - LL'99€ € L0728 113 - 14 [4 9 oBuejog auog ‘qey | 98¢ | €
- - 00°S0T T - € TSI z - - 9v'8S [4 15812 8 T 14 [4 L owsajeog "qe) | 8¢ | T
- - - - (74433 € TLTES S - - £5'20L°T 6 00245 8T T 8 14 €T 0[eu0I0H NOId | ¥8E | T
00°2LT 6806 S8EVE'T S 01250y E14 ¥9'560°€ v £9°CSY 8 95'vIT'Y 143 8L'8OT'ET S0T L 0€ 114 8S O|ejuolon 'Aodd | LT
- - Tr'or8'e € S'859'T 8 [4%3743 9 99'L€€ € 98€0T [4 05'68€'6 €C T L € T Hepus) BI0) | €8E | TT
- 60°LvY 86'SLY T 19411 6 99'€LS € - - T€059'8 LT 29°L18'6 1€ - S T 9 negneg ejoy | zg8¢ | 1T
- S8'TL - - SL'6TL ot 6809 € 85°09¢ [4 ST'L06'T 6 L¥'8S0°E 9t T 9 € ot qoieyeM ‘qe) | T8¢ | 0T
- so‘ocy - - §S'T 4 12's T 61ZY6'T T SL'8ST'T 8 0L'80T'E €1 - S 14 6 BUNAI"qe) | 08 | 6
0675 T0°9% - - - 8 LS'€0T 4 1679 T ¥8'89€ 9 8ELES LT - € € 9 UeIe|3S SMBUO) ") | 6LE [ 8
- 86T - - 00°08T 8 ST'8LT € - - EE'LYS S 8v'S0E'T LT - T 14 S Ameuo) ‘qeyl | 8LE | L
- ¥1'96 - T - 8 ldns T 0S'TY9 T 96785 9 T6'9€E'T LT [4 z € L BJeIn BXeO) qeY | LLE | 9
- - - - - 9 86'CEE € €L'L6T°9T [4 LE'T68 8 80'72S°LT 0z - S € 8 B)EIO) "GB) | 9LE | S
- - LS'9TET [4 - 9 90'60C € - - E€TVEL S 98'652'C 91 T z 8 T eleynuoIng ‘geyl | SLE |
- - €89y € - L L1798 T 08188 T (81T 4 18'8/8'T T T 4 S 8 uoing ‘qey | vLg | €
LY 10'S€T - € 9165 [43 TELST L - - €6°0TS T L8 e [4 9 14 [43 euequog ‘qe) | €Le | T
- ST'90€'T - - - 9 0T'06T T S1'59L°TT [4 2€'6L9'C 9 LS'VEI VT ST [4 8 S ST eie88ua) 1same|ns 'A0id | ZLE | T
£9'65 88T¥9°T 6L'580°9 €T 8S'LYL'T 06 62'626'S 143 85162V €1 95'229'8T S8 089L9°SL Eve ot [ 9 80T eieg3ua) 1sameins ‘noid | 9z

(sejea nqu uep yerdna enfl wejep rejiu)

1T uesdweq - 6T uewejey

47

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

- - - ST'9SE T - - - L 8ET6T 14 v0'zTY'S [4 SY'8LEY 113 20'8vy°0T ST 14 L L 8T uadej uenejnday qey | L0y | ¥

- - - - - - - - L L1'26T T 81607 4 87'STTY 14 £€9'925 v v 9 9 9T ehkelimeder ‘qey [ 90 | €
- - S0'vL - - - 0£'589 T 4 - - 08'5tS 1 SEVTL €1 S8'SLy'8 As 4 4 9 ot eindeher ‘qey | sov | ¢
- - - - - - Tr'e8r’9 S L £5'26€ T £9°09L'T 4 6T'6LE'S 9 LL'YTO'ST 24 - s z L Jewsy ey | vov | T
sv'L8 - 05'20€°Z 29'6L9°'9S |6 - T1'92€°0T |9 £T'V0E'6 44 8ELYT'LT 41 €TVI6TY | L9 LS'TTS'SET L61 8¢ i st 0€T ended 'noid | 1€
- - - - - - 0£'s8 T € 0z'se T 26'59T°C 4 Ev'6T T ST'667°C 8 € v v T uene|nda) aJopiL €10y | €0t | ¥
ov'LLy - TS 69'€ET 1 - L0°L6€E 4 9 00'8TE'0T 9 09'8€9 T €0'810'C 9 6€'S0S°ET 44 v 2 € a4 eleln eJayewleH ‘qey | Zoy | €
- - - 0005 T - - - € 9€'sS 4 - - 6L°0LY'T v ST'9LS'T [ z 14 4 8 yesua esayewler ‘qey [ 1oy | T
- - - - - - €2'810'T € 9 1€'92C T 78'98¢ 4 0€'T9'9 S 992476 8T v 8 € ST uejejas elayewen ‘qey | 00y | T
ov'LLy - 'y 69'€8T z - 00'70S°Z 9 81T 18'129°0T a4 PETET'E S SS'6YTTT | 9T SY'€59'LT 85 €1 oz 41 st eiel MinjeIA 'Aoid | 0€
- - €472 - - - - - L 19'80L'T 9 08'€7 T 0L'0ES'E jas TI'€9T'S st 8 6 ot 4 lene10y | 66€ | €
- - - - e SsL8TT 1 |e 9v'90¢ z - - 66'8059 | 0T | 0z'bE69 w 8 9 ¢ 12 smmm:&a_:_msum”m 86e | ¢
- - - - - - - - 9 S9'8YT'T L STLL T T7'660°9 €z 17'STLL L€ L 6 L € esed3uaL minjen ‘qey | £6€ | T
- - £L'vTT - - - SL'8TT T 24 [78=:1 %3 ST S6°00T z OT'6ES'9T |t 25'226'61 v8 24 vz vz 172 minje ‘noid | 62
15 - 002 - 2 - - - L or'vey S - - LS'VET'T L £6'855'T £ - S S [ Jepueln llemajod ‘qey | 96€ | 9
90'65€ - 87'66T 89'STLY [T - - - 8 7085 S - 1 TTEVT'T ST 0€'6€%'9 € T L S €1 eseln ninwepy ‘qey | 6 | S
00's - 19912 95896 T - 09'089'T 14 v TZ'TeL S - - oT'9YS 6 LY'LT6°E 1z 14 H v 3 ninwen ‘qey | v6€ | ¥
- - ST'E 00°0T T - 00'59T T 9 85'9LS S - - 61'962'T 6 LL'LY0'T 44 - S 9 has esewen ‘qey | €6€ | €
06'TST - - TITEL 1 - £9°02T T L vL'88L 9 - - 786 z TEVEL'T A T [ S 9T suale ‘qey | z6€ | ¢
9€'€Z - ST'6TY'T - - - STUITT € 8 06'€vT 4 - - vL'09T°€ ot 689197 24 T 9 4 6 Jeleg 1same|ns noid | T6€E | T
£8'20S - ST'SS8'T 9g'szy'9 |6 - 8Y'8LT'E L oy YZ'9ETE 8z - 1 €9'VLY'L s TLYTE0T €1 s 8¢ Lz oL Jeleg ISOMeINS "AoJd | 8Z

(sejea nquu uep yeidna eanf wejep 1ejiu)

1T uesidwer - oz uewejey

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan

€107 1unf 8¢ 42d |g YeBUa) SINY| [B[1U 1ENS3S UBYISISAUONIP Y[3) SE[eA [B[IN
yemeq @y uexie|nqip SueA |ese ex3ue eiep ueyeungdsuaw ueyejwnluad

(sejea nqu uep yerdna enf wejep rejiu)

1T uesdwer - Tz uewejey

ueSuesaidy
ELTVL'T 8T'E6T L1'668'9T 8Y'9vy'6L 0s LO'T8Y'EE LS (434 21'985°TE 09T 9v'10Z°2LT SL 9885208 Sve 66'€L6°967 ot SLT T6€ L6T €98 ©30) yejunr
20Tzt 6v'868 TWELS'TL 61'86L°0LT 0EvSS'6Y L8'LLLE0T T€'660°T9S TE'SEL'STY 86796005 T yeidny uajednqe) yejwnp
- - - - - - - - £€9'19T @SN - - - - - £€9'T9T @SN - - - - -
20229 61868 WELSTL 61'86L°0LT | €ST 0E'VSS 6y wr [ 18ST SO'ELT'20T Sv9 T€'660°'T9S SET TE'SEL'STY | 8YY'T | 9T'09E°66Y'T 1194 99 v8E'T v8T'T 14747 uajednqey| yejwnr
0L'vEs’S 96°2LY vSTT6'79 87'661°821T 68°T90°LS 55'08S°LY ST'E9L'E9 S8'0T0°8YT LSTO VY yeidny Isuinoud yejung
- - - - - - - - - - oo‘cot'TAsN |- - - 00°00T°T AsN -
0L'vE8'S 96'2LY vS'TI6'79 82'661°82T | 9T 68'T90°LS 6T 0ST 55°085°LY 8 ST'IY8'ZS 1€ S8°0TO'8YT | 292 78'€69°EEY s oL 091 SOT SEE Isulnold yejwnp
SY'86T°22 EL'V9S'T EV'VBEEST S6'EVY'8LY 92'£60°0VT vS'vv6'28C 6'€90°L68 20°500°vv9 69'VSSTYY'T yerdny yejwng
- - - - - - - - €9°79T AsSN - oo‘cot'TAsN |- - - €9'19Z°'T asN -
Sv'86T°2 EL'V9S'T EV'VBEEST S6'EVY'8LY | 61T 92°L60°0VT 807 | €9T°C TL'6EET8T 688 20717988 TvE 20°S00'v¥9 | SSO'T | L6LZO0EV'T 9U8'S 168 SE6'T 98S'T uavy yejunr
6'89 - VLLET - - - - 14 6L'€9S 4 - - 1STZET S 0€'s88'T T T 14 4 L ueje|as 8u0J0S “qeY | STY | T
- - - - - or'oLTT T 6 w'Le € - - TL'859'C 6 2’920t w T 8 T ot Jedwy efey ey | yIy | T
26'89 - vL'LET - - or'oLz’t T €T T2'199 S - - €2°086'€ 14 YS'T16'S €€ [4 [43 € LT leseg ended 'noid | Z€
- - - 00'ISY'T [4 CE'E00'E € 6 w9 [4 LT'STY T ST'6vr'S T 9T'€8€°0T 8¢ 9 14 S ST eindeder eoy | €1y | OT
- - - - - - - €T S6LST T - - TL'00L T 99858 ST ot L S [44 OowmnyeA “qe) | ¢TIy | 6
- - - 00VYT'L 4 - - T ¥9°L€9 4 - - 0E'vEL [ v6'STS'8 LT S 6 € LT eherseound ‘qe) | TIy | 8
Sv'L8 - et 9r'9zT EE [4 - - S vT'ove € - - 95'8vT°0T T 96'0ZL°EY TC S € S €T Suejuig uedunungdad qey | 0Ty | £
- - - S8°067°0T T - - 6 15266 S S8°0TL'E [4 12°000'T € T'reT 8T (4 T € [4 9 BYIWIN “gB) | 607 [ 9
- - vZ'Tt 9Y'TI0Y T L9VST [4 9 6E'6TTY € TL'E8T'Y [4 £6°€08°C S 9T'€8E'ST 6T T T 14 9 iddeiy "qey | 8oy | S

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2013

€10z Iunf 8z Jad |g yegua) sinj 1e|iu [BNS3S UBYISISAUONIP Ye|a) Se|eA 1e|IN
yemeq ) ueyiengip SueA |ese exy3ue ejep ueyeun33uaw ueyejwnluad

(yerdnu eanf wejep 1e,

¢T ueaidweq

ueSuela1ay

9T'veL's € 00'68¢ 6C £0'S65°9 (41 S'VI9'LT 8E'T8T'EY vS | €ET'v0S°9L 10T |TIT 174 € 8L yejwnr

- - - 8 LL'8 T - 0L9ET'¥ 8 LY'SYT'Y LT T 9 6 91 uadosem "geyl | ¢ 4
91’029t T - S - - 68€0T Se‘0EL’E 8 ov'vrSh'8 ST 9 S S 91 ye3usL owelaquidIN "geyl | € T
9T'029't T - €1 LL'8 T 68'€0T S0°L98°L 9T | £8°66S°CT r43 L T v [43 ended ‘noid | ¢
00'820'% T - S 62'STL'T T - Y1'S62°CT 9 €¥'870°'8T €T - 9 9T 44 jeseq ueldeg weiss ‘qeyl | ¢ [4
00°9L T 0068¢ 1T 10198V 0T €9°0TS'LT 6T'6TT'ET € | €8'598'SY 99 14 L €T 174 uejees ning ‘qey | T T
00'v0T 'V (4 0068¢ 91 0€‘985'9 T €9°0TSLT EEVIY'SE 8€ | 92'v06°€9 69 v €1 6C 9 mnjeN ‘Aoad | T

TTI0Z unye] yeiaeq yejulawad ueSuena)| ueiodeq ueesyuawad

sejuy InInudAl uenwa) yodwojay Jeyeq

m Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Lampiran 13
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

No Kelompok Temuan ek %
Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 13 27,08
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 4
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5
3 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 4
I} Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 8 16,67
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 3
1 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau )
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
) Penet